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 ABSTRAK 
Nur Agustiningsih. KONFLIK ULAMA-ULEEBALANG 1903-1946 DAN 
PENGARUNYA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL DI ACEH. Skripsi. 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Maret 2007 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:1). Latar belakang terjadinya 
konflik antara ulama dengan uleebalang 2). Bentuk konflik antara ulama dengan 
uleebalang 3). Pengaruh konflik antara ulama dengan uleebalang terhadap perubahan 
sosial di Aceh. 
Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka metode penelitian yang 
digunakan adalah metode historis. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan 
dalam penelitian ini, studi pustaka. Teknik analisa data yang digunakan dalam 
penelitian ini, teknik historis yaitu: analisa yang mengutamakan pada ketajaman 
dalam melakukan interpretasi fakta sejarah. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) faktor yang melatar 
belakangi terjadinya konflik antara ulama dengan uleebalang adalah gerakan 
pembaharuan yang dilakukan oleh ulama untuk memperbaiki birokrasi pengadilan 
yang dijalankan oleh uleebalang dianggap dapat membahayakan kedudukan  
uleebalang, sehingga timbul perasaan saling mencurigai antara kedua pihak. Faktor 
lain adalah politik devide et impera yang dilakukan Belanda selama penjajahan di 
Aceh yaitu dengan ditandanganinya korte verklaring oleh sebagian uleebalang yang 
berisi pengakuan kedaulatan Belanda atas Aceh, hal ini mengakibatkan ulama 
menganggap uleebalang sebagai penghianat bangsa. (2) Konflik antara ulama dengan 
uleebalang semakin meningkat dengan berdirinya organisasi Persatuan Ulama 
Seluruh Aceh (PUSA) pada tahun 1939, berdirinya oraganisasi PUSA ini 
menimbulkan reaksi yang keras dari sebagian uleebalang karena dapat 
membahayakan kedudukan mereka.konflik yang telah ada sejak masa penjajahan 
Belanda ini terus berlangsung sampai masa pendudukan Jepang dalam bentuk 
persaigan politik. Apabila salah satu pihak posisinya menanjak ini merupakan 
ancaman bagi pihak yang lain. Konflik ini mencapai puncaknya dalam perang 
Tjumbok yang terjadi pada tahun 1945. (3) konflik antara ulama dengan uleebalang 
menyebabkan terjadinya revolusi sosial dimana banyak uleebalang dan keluarganya 
sampai keturunan anak laki-laki terakhir dibunuh, sehingga berakhirlah kekuasaan 
uleebalang yang telah berabad-abad lamanya menjadi penguasa daerah di Aceh. 
Revolusi sosial yang terjadi di Aceh telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial 
yaitu berubahnya status sosial  uleebalang dalam struktur masyarakat Aceh, karena 
setelah peristiwa berdarah tersebut lembaga keuleebalangan dihapus.  
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Kerajaan Aceh memiliki wilayah yang meliputi Pidie, Samudera Pase, Perlak, 
Tamiang, Gajo, Alas, Daerah Barat, Singkel, Teuroumon dan Barus. Daerah-daerah 
ini dulunya merupakan daerah yang berdiri sendiri yang kemudian berhasil 
ditaklukkan dan di persatukan sehingga menjadi kerajaan yang kokoh. Raja-raja yang 
ditaklukan tersebut kemudian berada di bawah bendera kerajaan Aceh Darussalam 
dan diberi sarakata bercap Sikureueng (stempel kesultanan Aceh). Sarakata adalah 
surat pengesahan pemberian kekuasaan yang sangat luas kepada raja-raja daerah 
dengan mencantumkan batas-batas daerahnya. Selanjutnya daerah-daearh yang 
ditaklukan ini disebut Nangroe yang pada masa Belanda disebut Zelfbestuurder yang 
dipimpin seorang uleebalang. Kekuasaan uleebalang sendiri sebenarnya sudah 
dikenal sepanjang sejarah Aceh. Uleebalang adalah kepala pemerintahan daerah 
yang otonom, sekaligus sebagai pemangku hukum adat di daerahnya. Kekuasaan 
uleebalang sangat besar, karena daerah yang dikuasainya mempunyai otononomi 
luas.  
Snouck Hurgronje membagi elit masyarakat Aceh menjadi tiga kelompok 
yaitu sultan, uleebalang dan ulama. Ketiga unsur kekuatan inilah yang mendominasi 
dan menjaga keseimbangan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat Aceh. 
Sultan dan uleebalang merupakan dua pilar utama yang mendukung kehidupan adat 
di dalam masyarakat Aceh. Di lain pihak dalam lapisan yang sama, ulama muncul 
sebagai pilar utama yang mendukung serta memperjuangkan keberadaan dan peranan 
agama. Meski yang menjadi penguasa adalah uleebalang namun kedudukan ulama 
tak kalah penting, hal ini dapat dimaklumi sebab kehidupan masyarakat Aceh 
didominasi oleh nilai-nilai agama sehingga secara otomatis keberadaan ulama sangat 
dekat dengan kehidupan masyarakat.  
Secara politis ketiga pilar itu, sultan, ulama, uleebalang saling berkaitan dan 
saling mempengaruhi. Sultan memerlukan uleebalang sebagai penghubung dengan 
rakyat biasa. Ulama dan uleebalang juga memerlukan sultan, uleebalang 
 
 membutuhkan sultan dalam hal pemberian legitimasi terhadap kekuasaan wilayah 
mereka. Sebab Kekuasaan uleebalang dalam masyarakat diperoleh melalui 
pengakuan dan pengesahan sultan. Kekuasaan sultan juga diperlukan para ulama 
untuk melindungi diri dan kepentingan mereka dalam penegakan nilai, norma dan 
aturan keagamaan serta menjamin kebebasan mereka dalam menyebarkan agama 
tanpa dibatasi oleh wilayah-wilayah kekuasaan para uleebalang. Dengan adanya 
pengakuan dan perlindungan terhadap kehadiran dan kedudukan para ulama dalam 
masyarakat, maka ulama dapat mengharap kerjasama dari para uleebalang yang 
menguasai wilayah-wilayah tempat mereka menyebarkan  agama. Sehingga Aceh 
sering dikatakan sebagai negeri yang dikuasai oleh dua penguasa yaitu uleebalang 
dan ulama. Kenyataan ini sebagaimana terdapat dalam sebuah hikayat Aceh yang 
popular, hikayat potjut Muhammad menyebutkan "hana di gob na di geutanyo, 
saboh nangro dua raja." Yang secara bebas bermakna: hanya ditempat kita sajalah 
terdapat sebuah negeri yang diperintah oleh dua orang raja (Nazarudin Sjamsuddin, 
1999:2) 
Kondisi ini berlangsung sampai kedatangan Belanda di Aceh, Pada tahun 
1873 Belanda  mulai melancarkan perang terhadap Aceh. Mulanya sultan, 
uleebalang dan ulama bahu membahu berjuang melawan Belanda. Kekuatan Aceh 
menjadi sempurna dengan menyatunya rakyat, ulama, uleebalang dan sultan, perang 
Aceh merupakan perang semesta yang melibatkan seluruh elemen kekuatan yang ada 
di Aceh. Pengumuman perang sabil di masjid Indragiri 2 Februari 1885 dengan 
persetujuan uleebalang dan ulama menandakan kuatnya persatuan Aceh saat itu, 
sehingga Belanda harus mengeluarkan pengorbanan yang besar untuk merebut setiap 
daerah yang ingin dikuasai. Namun kondisi ini tidak dapat bertahan lama, ketika 
perang berkecamuk dengan hebatnya, sebagian uleebalang mulai berpihak kepada 
Belanda dengan menandatangani perjanjian yang dikenal dengan Korte verklaring 
yang berisi pengakuan kedaulatan Belanda atas kerajaan Aceh, pengakuan terhadap 
bendera Belanda sebagai satu-satunya bendera yang sah dan pengakuan tidak akan 
memberikan bantuan kepada para patriot yang sedang berjuang. Tahun 1898 Korte 
Verklaring ini diperbaharui dengan tambahan yang menyatakan bahwa musuh 
Belanda juga musuh uleebalang (Nur El Ibrahim, 2003:95). Hal yang menyebabkan 
 sebagian uleebalang bersedia mengadakan persetujuan dengan belanda didasari 
adanya ketergantungan antara keduanya. Belanda sebagai imperialis, akan lebih 
mudah menguasai daerah jajahan jika para uleebalang mau bekerjasama, begitu juga 
sebaliknya Belanda mampu memberikan keuntungan bagi para uleebalang sebab 
kepentingan uleebalang adalah untuk berniaga. 
Kaum uleebalang menjadi lebih kompromistis terhadap kekuasaan Belanda, 
karena mereka lebih mementingkan untuk mempertahankan wilayahnya sendiri. Hal 
ini yang kemudian membuat kaum ulama mengambil alih kepemimpinan perlawanan 
terhadap Belanda, kaum ulama mendapat posisi sentral dalam masyarakat Aceh. 
Dimasa ini kiprah ulama sangant menonjol dalam mewarnai dinamika politik negeri 
serambi mekah ini. Hubungan antara agama dan politik menjadi warna yang sangat 
khas di Aceh. Islam sebagai agama, sepanjang sejarah Aceh telah mengawal 
pergerakan sosial budaya masyaraakt. Karena itu secara kultural ulama sebagai 
pemuka agama memegang peran strategis ditengah masyarakat. Dibidang politik 
ulama juga memegang peranan penting, dayah (pesantren) hingga tahun 1903 
menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang menghasilkan ulama sekaligus 
intelektual. Dayah menjadi tempat mengkader pejuang, intelektual, hingga penasehat 
perang. 
Tahun 1903 perang Aceh memasuki babak baru, setelah bergerilya selama 29 
tahun akhirnya sultan Aceh Muhammad Daud Syah dengan terpaksa menyerah 
kepada Belanda karena istri dan putra mahkota ditawan oleh Belanda. Penyerahan 
sultan ini diikuti kebijakan Belanda untuk menghapuskan kesultanan. Dengan 
dihapuskannya kesultanan Aceh berarti di Aceh masih terdapat dua kekuatan yaitu 
ulama yang mewakili kaum agama dan uleebalang yang mewakili kaum adat. 
Belanda tidak menghendaki pengalaman dalam perang Aceh terulang 
kembali, maka atas anjuran Snouk Hurgronje Belanda melancarkan politik devide et 
impera terhadap dua kekuatan yang sangat berpengaruh dalam struktur masyarakat 
Aceh ini, yaitu dengan merangkul kaum uleebalang. Snouck Hurgronje telah 
menunjukan jalan agar memperkukuh kaum uleebalang sebagai pemimpin-pemimpin 
feodal untuk menentang kaum ulama yang fanatik. Secara ekonomis mereka lebih 
 banyak memperoleh keuntungan karena mereka bertindak sebagai pemimpin-
pemimpin perusahaan dagang baru atau bekerja sama dengan perkebunan-
perkebunan barat. Kekuasaan pemerintahan uleebalang menjadi tidak terganggu 
gugat dengan adanya bantuan Belanda. Tidak ada persaingan yang mereka takuti 
lagi. Konstelasi Kekuasaan Aceh sekarang adalah kekuasaan uleebalang diperkukuh 
oleh belanda dengan diperbaharuinya korte verklaring yang menetapkan uleebalang 
sebagai raja di daerahnya, rakyat menjadi semakin tertindas dan ulama menepi 
namun senantiasa siap siaga untuk menerkam begitu timbul kesempatan. Dalam hal 
ini masalahnya adalah perjuangan antara kekuasaan, keagamaam dan duniawi. 
Semua ini didorong oleh kecenderungan seperti penghormatan, kekuasaan, 
kedudukan dan uang (Paul Van T’veer, 1979:250)  
Telah lama sebetulnya ada hubungan yang tidak harmonis antara kalangan 
ulama dan uleebalang. Kalangan ulama menuding uleebalang hanya menjadi boneka 
penjajah, dalam hal ini kaum ulama memandang bahwa kaum uleebalang telah 
berkhianat. Inilah yang mengakibatkan timbulnya rivalitas dan konflik antara dua 
kekuatan pribumi ini.  Konflik ini akhirnya berubah menjadi sebuah konflik terbuka, 
dan puncaknya adalah perang Cumbok. Sebuah tragedi perang saudara yang dipicu 
adanya perasaan curiga antara kekuatan ulama dan uleebalang yang berkembang 
menjadi pertarungan fisik. Perang ini meluas menjadi sebuah revolusi sosial yang 
berhasil merubah tatanan sosial masyarakat aceh dan menghancurkan kaum feodal, 
dalam hal ini adalah kaum uleebalang. 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam, serta mengangkatnya ke dalam skripsi 
dengan judul “KONFLIK ULAMA-ULEEBALANG 1903-1946 DAN 
PENGARUHNYA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL DI ACEH”  
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 
dirumuskan dalam beberapa permasalahan yaitu: 
1. Bagaimana latar belakang terjadinya konflik ulama dengan uleebalang? 
 2.   Bagaimana bentuk konflik ulama dengan uleebalang?  
3. Bagaimana pengaruh konflik ulama dengan uleebalang terhadap perubahan 
sosial di Aceh? 
 
C.Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah di atas yaitu: 
1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya konflik  ulama dengan 
uleebalang.  
2. Untuk mengetahui bentuk konflik  ulama dengan uleebalang 
3. Untuk mengetahui pengaruh konflik ulama dengan uleebalang terhadap 
perubahan sosial di Aceh 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
a. Memberikan tambahan pengetahuan sejarah, khususnya yang berkaitan  
dengan konflik ulama uleebalang 1903-1946 dan pengaruhnya terhadap 
perubahan sosial di Aceh 
b. Dengan penulisan ilmiah ini di harapkan dapat menambah wawasan dan  
pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. 
2. Manfaat praktis 
a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih Sarjana Pendidikan Program 
Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 
b. Menambah bahan bacaan di Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah 
maupun di Perpustakaan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
 
 
 
 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Ulama 
 
a. Pengertian Ulama 
 Perkataan ulama berasal dari bahasa arab, jama’ dari kata alim yang berarti 
orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Ulama berarti para ahli ilmu atau para 
ahli pengetahuan atau para ilmuwan. Pemakaian kata ulama di Indonesia agak 
bergeser sedikit dari pengertian aslinya dari bahasa arab. Di Indonesia alem diartikan 
seorang yang jujur dan tidak banyak bicara (Taufik Abdullah, 1988: 3). Dalam 
pengertian umum ulama mempunyai arti sebagai orang pintar, terkemuka atau orang-
orang terpandang dari kalangan agama. Sebagai elit agama sering dikaitkan dengan 
Islam. Hal ini dapat dimengerti karena asal kata ulama itu sendiri itu memang berasal 
dari bahasa arah yang sering diidentikan dengan Islam (Mohammad Iskandar, 
Shalfiah, Wiwi Kuswiah, 2000: 1).                                                             
Dalam kenyataannya sebutan ulama ini dipakai juga untuk menyebut para elit 
agama non Islam. Sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden Sukarno 
menggunakan kata ulama untuk para ahli agama Budha dan Hindu, Khatolik Dan 
agama Kristen, sehingga dalam MPRS terdapat golongan ulama yang terdiri dari 
ulama Islam, ulama Khatolik, ulama Kristen, serta ulama Hindu dan Budha (Taufik 
Abdullah, 1988: 30) 
 Yang dimaksud ulama dalam tulisan ini adalah ulama Islam, karena selain 
dekat dengan kata aslinya juga sampai sekarang mayoritas penduduk Aceh adalah 
beragama Islam. Ulama dalam komunitas Islam merupakan sebutan merupakan 
sebutan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mempunyai 
pengetahuan agama yang mumpuni, yang jauh melebihi guru agama islam 
lainnya.sebutan sehari-hari kepada ulama ini sangat beragam dari sartu daerah ke 
daerah lain. Di daerah Jawa Barat seperti Banten, Bogor dan Priangan ulama disebut 
dengan Ajengan, sedangkan di Aceh terdapat juga sebutan yang khas untuk 
 menyebut ulama. Gelar ulama di daerah Aceh adalah Teungku. Kadang kala gelar ini 
ditambah dibelakangnya sesuai jabatan atau pekerjaan yang dipangku oleh ulama 
tersbut (Mohammad iskandar, et.al, 2000: 11) 
     Menurut Rusdi Sufi (1997: 1-2), ulama adalah orang islam yang berilmu 
(secara luas dan dalam), beriman dan bertakwa, beramal saleh, berakhlak mulia, 
mendidik membina dan menarik umat dari yang ragu-ragu kepada yang yakin, dari 
takabur kepada tawadhu, dari permusuhan kepada persaudaraan, dari riya’ kepada 
ikhlas dan dari cinta materi kepada keseimbangan dunia dan akherat yang selalu 
bereamar makruf nahi munkar, sehingga ulama menjadi informal leader dalam 
masyarakat. 
   
b. Kategori Ulama   
 Hadis membagi ulama kedalam dua kategori  yaitu ulama-iakharat  dan 
ulama-i-iduniya. Dasar daripada pembagian ini adalah perbedaan sikap mereka 
terhadap masalah duniawi (Sartono Kartodijo, 1987:131). Ulama-i-akharat hidup 
bersahaja dalam pengabdianya yang saleh terhadap ilmu agama dan menjauhkan diri 
dari mengejar hal kebendaan dan politik. Mereka lebih suka melewatkan hari demi 
hari dalam kemiskinan dar pada bergaul daripada bergaul dengan raja dan orang 
kaya. Keseluruhan hidupnya adalah menyebarkan pengetahan dan berjuang untuk 
mempertinggi moral masyarakat. Ulama-i-dunia, sebaliknya mereka bersikap 
duniawi dalam pandangan hidup mereka. mereka tidak segan untuk menghianati hati 
nurani mereka untuk mendapatkan kekayaan dan kehormatan duniawi asalkan tujuan 
tercapai.  Mereka bebas bergaul dengan raja-raja dan pegawai-pegawai pemerintah, 
serta memberi sokongan moral terhadap tindakan-tindakan mereka yang baik 
maupun buruk. Ahli teologi islam kalangan jenis ini umumnya disebut ulama-isu dan 
pendapat umum dikalangan islam tidak hanya memperlakukan mereka secara masa 
bodoh sambil mencela dan menghina mereka tetapi menganggap mereka 
bertanggung jawab untuk segala keburukan dan kemalangan yang menimpa 
komunitas islam. 
 
 
  2. Uleebalang  
 Perkataan uleebalang dalam bahasa Aceh sama dengan perkatan hulubalang 
dalm bahasa Indonesia. Menurut WJS. Purwodarminto dalam kamus umum bahasa 
indonesia (1990: 321) Hulubalang artinya laskar atau pemimpin pasukan. Dalam 
hikayat raja-raja di Indonesia dan di Malaya kata Hulubalang sering kita jumpai yang 
dimaksud adalah panglima tentara yaitu nama pangkat dalam jabatan ketentaraan di 
daerah Aceh. Uleebalang disamping sebagai panglima tentara oleh sultan juga diberi 
tugas mengepalai Nangroe dan memimpin rakyat daerahnya. Ia adalah semacam 
Sultan atau raja kecil yang berkuasa di dalam Nangroe (kerajaanya). 
Menurut Snouck Hurgronje (1987: 67) Uleebalang ialah tuan besar 
didaerahnya, kepala wilayah yang terkemuka. Uleebalang disebut raja daerah, 
uleebalang sendiri berarti pamglima perang, tidak mustahil sebutan itu diberikan 
kepada mereka dikala syahbandar menjadi yang paling berkuasa. Uleebalang 
bertindak sebagai pemimpin daerah, hakim dan panglima perang di daerah masing-
masing. 
Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia (1991: 33) uleebalang adalah gelar 
penguasa daerah yang dapat dikategorikan sebagai bangsawan pada masyarakat 
Aceh. Golongan ini ada sejak jaman kesultanan Aceh. Jabatan uleebalang diperoleh 
berdasarkan keturunan, sehingga seseorang dapat menjadi uleebalang tanpa surat 
pengankatan dari sultan. Meskipun demikian, seorang uleebalang memerlukan 
pengesahan dari sultan yang dinyatakan dalam bentuk Sarakata, karena legitimasi 
sultanini akan lebih menguatkan kedudukan uleebalang.  
Keluarga dan keturunan uleebalang ini memakai gelar Teuku. Meskipun 
jabatan uleebalang ini secara turun temurun, seseorang yang memangku jabatan 
menerima surat pengangkatan dari sultan yang dibubuhi cap Sikureueng. Cap ini 
adalh lambing kekuasaan Sultan Aceh. Uleebalang yang memperoleh hak-hak 
istimewa dan tugas-tugas istimewa dari sultan dinamakan “Uleebalang Poteu” 
(Zakaria Ahmad,1991: 89). Kekuasaan uleebalang sangat besar banyak urusan-
urusan pemerintahan dalm bidang tertentu diserahkan sepenuhnya kepada 
uleebalang, sehingga daerah kekuasaan uleebalang menpunyai otonomi yang luas. 
 
 3. Konflik 
a. Pengertian Konflik 
Konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat di dalam setiap 
masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena konflik merupakan salah satu produk 
dari hubungan sosial (social relation). Masyarakat terdiri dari sejumlah besar 
hubungan sosial, sehingga selalu saja terjadi konflik antara warga-warga masyarakat 
yang terlibat dalam hubungan sosial. konflik tersebut sebagian besar tidak 
berkembang luas karena berhasil diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam 
konflik (Maswadi Rauf,  1999: 2). Istilah konflik berasal dari kata "confligere" yang 
berarti saling memukul. Konflik dapat di definisikan sebagai suatu proses sosial 
dimana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan 
menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. (Hendropuspito, 1989: 247). 
Dalam kehidupan masyarakat yang sangat kompleks dengan berbagai 
permasalahan, akan memunculkan konflik-konflik terbuka. Kata konflik dapat 
diterjemahkan sebagai oposisi, interaksi yang antagonis, benturan-benturan antara 
macam-macam paham, perselisiha, pertikaian, perkelahian, perlawanan dengan 
senjata dan perang (Kartini Kartono, 1990: 173). Menurut Abu Ahmadi (1975: 93) 
konflik adalah usaha yang sengaja untuk menentang, melawan atau memaksakan  
kehendak orang lain. Biasanya konflik itu timbul dari adanya kepentingan yang 
bertentangan, terutama kepentingan ekonomis, dan sering juga karena perebutan 
kedudukan dan kekuasaan 
 Menurut Doyle Paul Johnson (1986: 35), konflik sebagai salah satu bentuk 
interaksi. Konflik sangat erat terjalin dengan berbagai proses yang mempersatukan 
dalam kehidupan sosial, dan bukan hanya sekedar lawan dari persatuan. Kartini 
kartono (1990: 73) memberikan rumusan mengenai definisi konflik sebagai semua 
bentuk benturan, tabrakan, ketidak sesuaian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan 
interaksi yang antagonistis-bertentangan. 
 Clinton F. Fing dalam Kartini Kartono (1990: 173) mendefinisikan konflik 
sebagai berikut : 
 1) Konflik ialah relasi-relasi psikologis yang antagonistis berkaitan dengan 
tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan, interes-interes eksklusif dan tidak 
bisa dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan dan struktur-
struktur nilai yang berbeda. 
2) Konflik adalah interaksi yang antagonistis, mencakup tingkah laku lahiriah 
yang tampak jelas, mulai dari bentuk-bentuk perlawanan halus, terkontrol, 
tersembunyi, sampai pada bentuk perlawanan terbuka, kekerasan perjuangan 
tidak terkontrol, benturan laten, pemogokan, huru-hara, makar, gerilya, 
perang dan lain-lain. 
 Dari berbagai pendapat tentang konflik tersebut diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa konflik adalah suatu pertentangan, percekcokan, pertikaian dan 
perpedaan pendapat antara dua orang atau kelompok yang terjadi karena adanya 
interaksi sosial, sehingga mengakibatkan pihak yang satu berusaha menyingkirkan 
pihak yang lain. 
 
b. Bentuk-bentuk Konflik 
 Menurut Soerjono Soekanto (1982: 97-98), konflik mempunyai beberapa 
bentuk khusus yaitu: 
1) Pertentangan Pribadi, yaitu pertentangan yang terjadi apabila dua orang sejak 
pertama tidak saling menyukai dan berkembang menjadi saling memusuhi 
serta menghancurkan. 
2) Pertentangan rasial, yaitu pertentangan yang bersumber dari perbedaan ciri-
ciri badaniah, kepentingan dan kebudayaan. 
3) Pertentangan antar kelas-kelas sosial yang disebabkan karena perbedaan 
kepentingan. 
4) Pertentangan politik yaitu pertentangan politik antar gologan dalam 
masyarakat. 
 Abu Ahmadi (1975: 93) mengemukakan bahwa perwujudan konflik itu 
bermacam-macam mulai dari penghancuran atau memusnahkan seorang musuh 
sampai acuh tak acuh, misalnya: 
1) Frustasi/ kegagalan/ perasaan gagal  
 2) Oposisi/ sikap menentang, bersifat laten/ tersembunyi dan dapat bersifat 
overt/ terang-terangan. Konflik laten terjadi dalam hal agama, golongan 
petani, organisasi. Konflik laten akan menjadi overt, apabila menjelma pada 
permusuhan/ perselisihan. 
Sedangkan dipandang dari segi terjadinya, maka Abu Ahmadi membaginya 
menjadi dua macam yaitu : 
1) Corporate Conflik, yaitu terjadi antar group dengan group dalam satu 
masyarakat atau dari dua masyarakat. 
2) Personal Conflik, yaitu terjadi antar individu dengan individu. Personal 
conflik ini disebabkan karena sex, prestige, kekuasaan, kekayaan dan lain-
lain. 
 Simel dalam Doyle Paul Johnson (1986: 270) menyebutkan tipe konflik 
sebagai berikut: 
1) Pertandingan politik 
2) Konflik hukum  
3) Konflik mengenai prinsip-prinsip dasar atau berbagai hal obyektif yang 
mengatasi individu yang terlibat 
4) Konflik-konflik antar Pribadi yang memiliki mutu-mutu tertentu secara 
bersama. 
5) Konflik dalam hubungan yang intim. 
6) Konflik yang mengancam untuk mengacaukan suatu kelompok. 
Menurut Maswadi Rauf (2001: 6) dilihat dari pihak-pihak yang terlibat, 
konflik dapat dibagi menjadi dua yaitu konflik individu dan konflik kelompok. 
Konflik indivudu yakni konflik yang terjadi antara dua orang yang tidak melibatkan 
kelompok masing-masing, sedangkan konflik kelompok yakni konflik yang terjadi 
antara dua kelompok atau lebih.  
Konflik yang terjadi antara ulama dengan uleebalang merupakan konflik 
kelompok, dimana konflik ini melibatkan 2 kelompok sosial yang sangat 
berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Aceh yaitu kelompok ulama dan  
kelompok uleebalang. Konflik antar kelompok seringkali timbul karena adanya 
sejarah persaingan, prasangka dan rasa benci baik itu sifatnya Pribadi, politik 
 maupun ideologis. Konflik yang diciptakan oleh kelompok luar pada masa lalu di 
Indonesia dilakukan oleh pemerintahan kolonial yang memiliki kepentingan untuk 
bisa membangun hegemoni atas daerah jajahannya, berusaha membangun 
pertentangn dan konflik diantara warga negara jajahan agar tidak terbangun kesatuan 
wilayah  (Edy Yusuf Nur Samsu Santoso, 2004: 13-14).  
 
 c. Sebab-Sebab Konflik 
Konflik adalah suatu proses sosial dimana setiap pihak berusaha mencapai 
tujuanya. Sebab atau akar dari konflik tersebut adalah menurut Soerjono Soekanto 
(1982: 94-95) 
1) Perbedaan antara perorangan. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin 
menyebabkan bentrokan orang-perorangan.  
2) Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan 
tergantung pula dari pola-pola perkembangan kebudayaan yang menjadi latar 
belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut. Seseorang 
sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola-pola pendirian dari kelompoknya. 
Selanjutnya keadaan tersebut pula menyebabkan terjadinya pertentangan 
antar kelompok manusia. 
3) Bentrokan antar kepentingan-kepentingan bentrokan-bentrokan kepentingan 
orang-perorangan maupun kelompok-kelompok manusia 
4) Perubahan-perubahan sosial. Perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat, 
untuk sementara waktu merubah nilai-nilai dalam masyarakat dan 
menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang berbeda pendirianya 
mengenai reorganisasi sistem nilai-nilai sebagai akibat perubahan-perubahan 
sosial menyebabkan suatu disorganisasi dalam masyarakat.  
Menurut Abu Ahmadi (1975: 93) konflik biasanya ditimbulkan oleh adanya 
kepentingan yang bertentangan terutama ekonomi dan sering juga karena perebutan 
kekuasaan dan kedudukan. Sedangkan menurut Maswadi Rauf (2001: 6) konflik juga 
terjadi karena adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber-sumber dan posisi 
yang langka. Kecenderungan manusia untuk menguasai orang lain merupakan 
penyebab lainnya dari konflik. 
 Lewis Coser dalam Edy Yusuf Nur Samsu Santoso (2004: 54), menyebutkan 
faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik dalam masyarakat adalah sebagai 
berikut: 
1) Kecemburuan sosial yang bersumber dari ketimpangan ekonomi antara kaum 
pendatang dengan penduduk local 
2) Dorongan emosional kesukuan karena ikatan-ikatan norma-norma tradisional. 
3) Mudah dibakar dan dihasut oleh para dalang kerusuhan, bias elit politik atau 
orang-orang yang haus kekuasaan. 
4) Adanya tekanan penduduk terhadap kawasan pemukiman penduduk lokal, 
selain itu tekanan penduduk asli yang begitu pesat juga tekanan pada 
kesempatan kerja dan lapangna kerja yang menimbulkan konflik 
  Secara umum konflik dapat disebabkan oleh dua hal yaitu pertama, karena 
sebab-sebab yang bersifat permukaan, sepele, emosional, pada umumnya konflik ini 
mudah diselesaikan dan tidak memakan waktu lama. Kedua, karena sebab-sebab 
mendasar, konflik ini sulit untuk diselesaikan, bahkan mungkin tidak bisa 
diselesaikan terutama karena situasi antagonis yang terjadi. Menurut Edy Yusuf Nur 
Samsu Santoso ( 2004: 54-55) konflik juga disebabkan oleh: 
1) Sumber daya yang tidak mencukupi 
2) Kurang atau tidak adanya komunikasi antar pihak-pihak tersebut 
3)  Masing-masing pihak yang bertikai tidak memiliki pandangan yang sama.                                                                                                                                   
4) Masing-masing pihak tidak menghargai hubungan antar mereka 
5) Kekuasaan terpusat (tidak terbagi secara merata 
Konflik yang terjadi antara ulama dengan uleebalang di sebabkan adanya 
perbedaan kepentingan diantara keduanya. Disatu sisi para ulama mengobarkan 
perang jihad dan berjuang untuk mengusir belanda dari tanah Aceh, namun dilain 
pihak sebagian uleebalang bekerjasama dengan Belanda karena kepentingan 
uleebalang adalah untuk melindungi daerahnya sendiri.    
 
d. Akibat Konflik 
Coser dalam Soerjono Soekanto (1988: 110) mengemukakan konsekuensi 
bagi setiap pihak yang terlibat konflik bagi seluruh sistem sosial dimana konflik itu 
 terjadi. konflik mungkin mengakibatkan terjadinya pengetatan batas-batas kelompok, 
sentralisasi pengambilan keputusan, solidaritas ideologi dan peningkatan 
pengendalian sosial. Hendropuspito (1989: 249) menyatakan bahwa kenyataan 
sehari-hari membuktikan konflik fisik selalu mendatangkan akibat negatif. Lebih 
lanjut Hendropuspito menyatakan bahwa: 
Bentrokan antara individu, kerabat dengan kerabat, suku dengan suku, bangsa 
dengan bangsa, golongan agama yang satu dngan golongan agama yang lain, 
umumnya mendatangkan penderitaan bagi kedua pihak yang terlibat. 
penderitaan bagi kedua pihak yang ditimbulkan dari adanya konflik misalnya 
adanya korban jiwa, kerugian materiil dan spirituil serta berkobarnya kebencian 
dan balas dendam. Akibat lain adalah terhentinya kerjasama antara kedua belah 
pihak yang terlibat konflik. Masa antara pecahnya konflik dan terbentuknya 
kerjasama kembali disebut masa permusuhan. dalam masa ini usaha kooperatif 
tidaka dapat dilakukan. Hal ini mengakibatkan proses kemajuan masyarakat 
mengalami kemacetan. apabila konflik terjadi suatu negara yang terdiri dari 
berbagai suku bangsa dan bersifat separatif, maka konflik akan menghambat 
persatuan bangsa sertas integritas sosial dan nasional. 
 Menurut Franz Magnis Suseno (1991: 132) konflik sebagai situasi interaktif 
yang dapat menimbulkan konflik terbuka berupa tabrakan, perkelahian atau perang. 
Aadanya konflik berarti ada perbedaan paham atau kepentingan. 
 
e. Penyelesaian Konflik 
Setiap konflik yang terjadi perlu suatu penyelesaian. Penyelesaian konflik 
dapat dilakukan dengan cara:  
1) Konsiliasi atau perdamaian, yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-
pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. 
2) Mediasi (mediatio), yaitu suatu cara menyelesaikan konflik dengan 
menggunakan perantara (mediator). Fungsi mediator hampir sama dengan 
seorang konsiliator. Pihak-pihak yang bersengketa sendirilah yang harus 
mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan.  
3) Arbitrasi (arbitrium), artinya melalui pengadilan dengan seorang hakim 
(arbiter) sebagai pengambil keputusan. Seorang arbiter memberikan 
keputusan yang mengikat antara dua pihak yang bersengketa, artinya 
keputusan seorang hakim harus ditaati.  
 4) Paksaan (Coersion), ialah suatu cara penyelesaian pertikaian dengan 
menggunakan paksaan fisik ataupun psikologi. Bila paksaan psikologi tidak 
berhasil, dipakailah paksaan fisik. Pihak yang menggunakan paksaan adalah 
pihak yang kuat, pihak yang merasa yakin menang, bahkan sanggup 
menghancurkan musuh. Pihak inilah yagng menentukan syarat-syarat untuk 
menyerah atau damai yang harus diterima pihak yang lemah. 
5) Détente (mengendorkan), ialah mengurangi hubungan tegang antar kedua 
belah pihak yang bersengketa. Cara ini hanya merupakan persiapan untuk 
mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah 
mencapai perdamaian, jadi dalam hal ini belum ada penyelesaian definitif, 
belum ada pihak yang menyatakan kalah atau menang. Dalam praktek, 
détente sering dipakai sebagai peluang untuk memperkuat diri masing-
masing, perang fisik diganti dengan perang syaraf (Hendro puspito, 1989: 
250-252) 
Jack Rothman dalam Edy Yusuf Nur Samsu Santoso (2004: 38-39) 
mengatakan bahwa untuk mengatasi konflik yang ada dalam masyarakat, maka perlu 
dilakukan beberapa tindakan yaitu: 
1) Tindakan koersif (paksaan) perlu adanya pengaturan administratif, 
penyelesaian hukum, tekanan politik dan ekonomi 
2) Memberikan insentif seperti, seperti memberikan penghargaan kepada suatu 
komunitas akan keberhasilannya menjaga ketertiban dan keharmonisan 
3) Tindakan persuasif, terutama terhadap ketidakpuasan yang dihadapi 
masyarakat dalam menghadapi realitas sosial, politik dan ekonomi 
4) Tindakan normatif, yakni mlakukan proses membangun persepsi dan 
keyakinan masyarakat akan sistem sosial yang akan dicapai. 
Dalam menyelesaikan konflik terdapat 2 cara yang biasa digunakan yaitu 
penyelesaian secara persuasif dan penyelesaian koersif. Cara persuasive 
menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-
pihak yang berkonflik. Cara ini menghasilkan penyelesaian konflik secara tuntas, 
artinya tidak ada perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik karena titik temu 
yang telah dihasilkan adalah kemauan sendiri. Sedangkan penyelesaian secara koersif 
 menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan 
perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat konflik. kekerasan ini meliputi 
penggunaan benda-benda fisik untuk merugikan secara fisik, menyakiti, melukai atau 
membunuh orang lain. Cara koersif menghasilkan penyelesaian konflik dengan 
kualitas rendah karena sebenarnya konflik belum selesai secara tuntas. 
 
4. Perang 
a. Pengertian Perang 
 Walter S. Jones (1993: 178) mendefinisikan perang sebagai pelaksanaan 
terorganisir atas perselisihan bersenjata antar kelompok sosial dan antar Negara. 
menurut W.J.S. Poerwodarminta (1976: 129) arti perang yaitu (1) permusuhan atau 
pertempuran bersenjata antara Negara dengan Negara lain, (2) perjuangan 
perkelahian, (3) berperang, pergi berperang. pendapat ini sejalan dengan pengertian 
perang dalam kamus besar bahasa indonesia (DepDikNas, 2001: 854) yaitu (1) 
permusuhan antara dua Negara (bangsa, agama, suku dan sebagainya), (2) 
pertempuran, pemberontakan, (3) perkelahian, konflik (4) cara mengungkapkan 
permusuhan. 
Hoffman dalam Norman P. Palmer Howard (1976: 185) berpendapat bahwa 
“war is the use of organzed forces between two human group persuising contra 
dictory upon the other”. dapat diartikan bahwa perang adalah penggunaan kekuatan 
yang terorganisir diantara dua kelompok masyarakat yang mengalami kontradiksi 
politik dan setiap kelompok ingin mencari suatu persaingan untuk mencapai 
keunggulan yang teratas diantara mereka 
dua kelompok, dimana masing-masing kelompok menempatkan angkatan perangnya 
ke medan pertempuran untuk berperang dan membunuh para anggota ankatan perang 
lawan.  
 Dalam Kamus Politik (BN. Marbun, 2002 : 244) perang didefinisikan sebagai 
perselisihan bersenjata antara golongan-golongan masyarakat dalam suatu negara 
(perang saudara, perang suku) atau antar negara. Sejak awalnya manusia sering 
bermusuhan antara satu sama lain dengan alasan kekuasaan, kekayaan, pencaplokan 
wilayah, keamanan, domonasi agama, ideologi atau ekonomi. 
  Dari beberapa pendapat tentang perang, dapat disimpulkan bahwa perang 
adalah pelaksanaan terorganisir atas perselisihan bersenjata antar kelompok sosial 
dan antar Negara dengan tujuan menaklukan pihak yang lain dan mencari 
keunggulan yang teratas diantara mereka. perang ini dapat terjadi karena masing-
masing pihak ingin menjadi penguasa dan menjadi yang paling kuat dibandingkan 
yang lain.  
 
b. Sebab-sebab Perang 
 Loekito Santoso (1991:6) mengatakan bahwa sebagai sebab perang, maka 
kegentaran atau ketakutan yang tidak dapat ditinggalkan akan membentuk suatu 
lingkaran yang tidak berujung pangkal. Manusia sebagai pelaku utama memberikan 
motivasi sehingga timbul sebab perang yaitu sumber terjadinya perang dengan 
meninggalkan jalan damai dan musyawarah untuk mufakat, untuk menggunakan 
jalan pintas atau jalan perang. Seperti pendapat Francis Bacon yang mengatakan 
bahwa ketakutan adalah salah satu pembenaran yang memadai untuk terjun dalam 
perang. 
 Walter S. Jones (1993: 178-218) mengemukakan 15 teori mengenai sebab-
sebab perang. menurutnya penyebab utama peperangan adalah: 
1)   Ketimpangan kekiasaan 
Yaitu suatu kondisi yang tidak disukai berupa distribusi kekuasaan yang tidak 
merata 
2) Transisi kekuasaan  
Teori ini lebih memusatkan perhatiannya pada perkembangan ketimpangan 
dalam menggoyahkan perkembangan internasional 
3)   Nasionalisme, Separatisme dan iredentisme 
Nasionalisme adalah suatu identitas kelompok kolektif yang secara 
emosional mengikat banyak orang menjadi satu bangsa. sementara 
separatisme berarti gerakan untuk memisahkan diri dan membentuk Negara 
sendiri. iredentisme sendiri berarti motif untuk menguasai wilayah secara 
sepihak. 
4)   Darwinisme sosial internasional 
 Merupakan keyakinan bahwa masyarakat, seperti halnya spesies biologis 
juga berkembang dan maju melalui persaingan. Hanya yang kuat yang akan 
bertahan dan yang lemah akan tersingkir. Para darwinis sosial memandang 
peperangan sebagai suatu keharusan yang keji demi kemajuan peradaban. 
peran perang adalah melepaskan kendali kekuasaan dari pihak yang lemah ke 
pihak yang kuat dan dinamis 
5)   Kegagalan komunikasi akibat kekeliruan persepsi dan dilema keamanan  
Beberapa bentuk kekeliruan persepsi yang mengacaukan komunikasi antara 
lain:citra buruk lawan, citra hebat diri sendiri, citra diri bermoral, penyiksaan 
selestif atas berbagai peristiwa kritis dan tanda-tanda tertentu, keyakinan 
yang berlebihan atas kepentingan militer, persepsi diri pemimpin, persepsi 
pemimpin akan sikap lawanya, persepsi akan maksud-maksud lawan, 
persepsi terhadap kekuasaan dan kemampuan lawan, perkiraan militer yang 
merendahkan. 
6)   Kegagalan komunikasi akibat ironi atau kesalahan tehnis. 
Tidak semua kegagalan komunikasi dalam politik internasional diakibatkan 
oleh aspek psikologis manusia. banyak diantaranya yang diakibatkan oleh 
pertentangan tujuan diciptakannya komunikasi. 
7)   Perlombaan senjata 
Pecahnya perang diakibatkan oleh perlombaan senjata yamg secara strategis 
tidak stabil dan secara politis tidak terkendali. Disini Negara-negara yang 
bermusuhan terkunci dalam siklus ketakutan bersama. 
8)   Kekompakan internal melalui konflik eksternal  
Teori ini memandang perang sebagai produk kebijakan yang dirancang untuk 
memantpkan kekompakan internal dengan mengarahkan semua perhatian 
mereka ke konflik luar. 
9)   Konflik internasional akibat perselisihan internal 
Teori ini memandang bahwa penyebab perang adalah adanya perselisihan 
domestik. 
10) Kerugian relatif 
 Konsep ini menegaskan bahwa  pemberontakan politik dan pembangkangan 
lainnya terjadi bila rakyat merasakan apa yang mereka terima kurang dari 
semestinya. untuk mencapai perolehan yang lebih besar atau menebus 
kekecewaannya maka kelompok yang bersaing itu menambil jalan agresi dan 
kekerasan politik 
11) Naluri Agresi 
Menurut teori agresi, akar peperangan terdapat pada naluri berperang atau 
sifat haus perang yang bersumber pada sifat kebinatangan. 
12) Rangsangan ekonomis dan ilmiah 
Teori tentang perang ini memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi 
ekonomi. baik perang maupun ancaman perang merangsang peningkatan 
kegiatan ilmiah, inovasi tehnik dan kemajuan industri. dapat dikatakan aspek 
ekonomi adalah eksternal utama dari peperangan. 
13) Kompleks industri militer 
Menurut teori ini, di negara-negara besar berbagai kompleks-kompleks 
domestik yang berpengaruh dan berkepentingan atas pengeluaran militer dan 
ketegangan internasional akan menggunakan pengaruhnya untuk 
menimbulkan ketegangan antar Negara. Mereka adalah kompleks industri 
militer yang terdiri dari tentara-tentara profesional, manager dan pemilik 
industri perlengkapan militer, pejabat tinggi pemerintah yang terkait dengan 
pembelanjaan militer dan anggota parlemen  yang daerah asalnya 
diuntungkan dari proyek pertahanan. 
14) Pembatasan penduduk 
Teori ini mengenai hubungan antar pertambahan penduduk dengan perang 
yang dirumuskan oleh Sir Thomas Maltus yaitu bahwa kecenderungan 
bertambah secara geometris, sedangkan sumber-sumber makanan hanya 
bertambah secara aritmatis. jadi kekuatan penduduk mutlak lebih besar 
daripada kekuatan bumi menghasilkan makanan. karena penduduk harus ada 
kendali pertambahan penduduk, salah satunya melalui perang. 
15) Penyelesaian konflik melalui kekerasan 
 Menurut teori ini konflik muncul ketika dua atau lebih kelompok sama-sama 
menyatakan kepemilikannya atas suatu sumber daya atau posisi yang sama. 
perang adalah sarana untuk membagikan nilai-nilai yang langka itu demi 
terselesaikanya konflik. Dalam pandangan ini perang adalah suatu keputusan 
yang rasional dan kebijakan perang ditentukan melalui perhitungan biaya dan 
keunutungan logis. 
 
c. Penyelesaian Perang 
 perang dipahami sebagai wujud suatu derajat konflik antar negara yang 
berintensitas tinggi. oleh karena itu maka tidak jarang cara-cara penyelesaian konflik 
digunakan juga dalam penyelesaian perang. Adapun penyelesaian perang menurut 
Dahlan Nasution (1989: 55) adalah: 
1) Penyelesaian secara damai. 
Meliputi penyelesaian dengan metode diplimatik, politik dan hukum. Dalam 
metode diplomatik dapat dilakukan dengan perundingan langsung pihak-
pihak yang bersengketa (berperang). Kemudian melalui penengahan 
(mediation) dimana pihak ketiga disamping memberi jasa baik juga aktif 
dalam perundingan. Metode hukum meliputi arbitrasi yang menyelesaikan 
persengketaan internasional melalui para hakim yang ditunjuk pihak-pihak 
yang bersengketa. 
2) Penyelesaian dengan metode pemaksaan  
Dilakukan apabila cara damai gagal dilakukan. Tindakannya berupa 
pemanggilan pulang diplomat, pengusiran diplomat, pemurusan hubungan 
diplomatik dan penundaan pelaksanaan perjanjian. 
3) Penyelesaian dengan kekerasan 
Dilakukan dengan tindakan kekerasan seperti blokade, boikot, embargo, dan 
retorsi. 
Perang adalah cara yang khas untuk mengakhiri konflik dan bukan kategori 
konflik (Dahlan Nasution, 1989: 56). Hal ini dapat dibuktikan dengan peperangan 
pihak yang berkonflik apabila salah satu pihak memenangkan perang maka mereka 
dapat menetapkan syarat-syaratperdamaian yang harus dipatuhi oleh pihak yang 
 kalah perang. Pihak pemenang biasanya menguasai yang kalah perang maka secara 
otomatis perang tersebut berakhir.    
 
5. Perubahan Sosial 
a. Pengertian Perubahan Sosial 
Setiap masyarakat manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-
perubahan. Perubahan dapat berupa perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang 
mencolok, adapula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas, 
serta perubahan-perubahan yang lambat sekali, akan tetapi berjalan cepat. 
Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola-
pola perilaku, organisasi, lembaga-lembaga kemasyarakat, lapisan-lapisan dalam 
masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial.  
Menurut Hendropuspito (1989: 256), bahwa terdapat dua rumusan definisi 
perubahan sosial yaitu: 
1) Perubahan sosial didefinisikan sebagai perbedaan keadaan yang berarti dalam 
unsur masyarakat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Dalam definisi 
ini terkandung perubahan sosial pasif. 
2)  Perubahan sosial adalah proses perkembangan unsur sosial budaya dari waktu 
ke waktu yang membawa perbedaan  yang berarti dalam struktur dan fungsi 
masyarakat.  
Menurut Mac Iver dalam Soejono Soekanto (1982: 306), perubahan sosial 
dikatakan sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (sosial relationship) 
atau sebagai perubahan terhadap perubahan keseimbangan (equilibrium) hubungan 
sosial. Sedangkan Wilbert Moore dalam Robert H Lower (1977: 4) mendefinisikan 
perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial dan yang dimaksud 
struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial sebagai ekspresi 
mengenai struktur seperti pola-pola perilaku dan interaksi. 
Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan 
dalam organisasi sosial masyarakat disebut perubahan sosial (Bruce J cohen, 1992: 
453). Definisi lain dari Selo Soemardjan dalam Robert H Lower (1977: 5) 
rumusannya adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga masyarakat yang 
 mempengaruhi sistem sosialnya di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku 
diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tekanan pada definisi tersebut 
terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia 
Perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat 
lainnya. Perubahan sosial mencakup bermacam-macam perubahan di dalam 
lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Termasuk nilai-
nilai, sikap, dan pola tingkah laku antar kelompok sosial di dalam masyarakat.  
Dari berbagaipendapat tentang perubahan sosial tersebut di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga 
kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya Perubahan sosial dalam 
masyarakat nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi, lembaga-lembaga 
kemasyarakat, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, 
interaksi sosial.  
 
b. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial 
 Menurut Soerjono Soekanto (1982: 315-319) erubahan sosial dapat dibedakan 
ke dalam beberapa bentuk, antara lain yaitu: 
1) Perubahan lambat dan perubahan cepat 
Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama, dan rentetan-rentetan 
perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, dinamakan evolusi. 
pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa perencanaan. 
Perubahan tersebut tidak perlu sejalan dengan rentetan peristiwa di dalam 
sejarah masyarakat yang bersangkutan. Sementara itu perubahan sosial yang 
berlangsung secara cepat yang lazimnya disebut revolusi. Unsur pokok 
revolusi adalah adanya perubahan secara cepat dan perubahan itu mengenai 
dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. 
2)   Perubahan kecil dan perubahan besar 
Perubahan-perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur 
struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi 
masyarakat. Sedangkan perubahan besar adalah perubahan yang akan 
membawa pengaruh besar dalam masyarakat. Berbagai lembaga 
 kemasyarakatan akan ikut berubah misalnya hubungan kerja, sistem 
kepemilikan tanah, hubungan kekeluargaan, stratifikasi masyarakat. 
3)   Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan 
Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang telah direncanakan 
terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan dalam 
masyarakat. Perubahan sosial yang tidak direncanakan merupakan perubahan 
yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan 
masyarakat dan dapat menyebabkan akibat-akibat sosial yang tidak 
diharapkan masyarakat.  
 Menurut Hendropuspito (1989: 262) perubahan sosial dapat digolongkan 
menjadi: 
1) Perubahan berulang. Perubahan berulang atau recurrent change merupakan 
perubahan yang setiap kali kembali. Pada penampilan ulang tidak didapati 
uunsur-unsur baru. Perubahan berulang tidak merupakan perubahan 
sosialdalam arti yang sesungguhnya.  
2) Perubahan pembaharuan atau innovation change merupakan perubahan yang 
menampilkan unsur-unsur baru yang belum dijumpai dalam suatu 
masyarakat. Perubahan jenis masyarakat didapati pada perkembangan 
tehnologi dan ekonomi dan merupakan perubahan sosial dalam arti penuh, 
karena ia memaksa masyarakat untuk mengatur tata sosial, menuntut individu 
untuk menentukan sikap. 
3) Perubahan hakiki dan perubahan jumlah atau qualitatif change. Perubahan 
hakiki membawa perubahan jenis hakekat budaya dan sosial. 
4)  Perubahan siklus atau cyclical change merupakan perubahan memutar sesuai 
dengan perubahan musim, perubahan ini tidak membawa unsur-unsur baru 
bagi kehidupan masyarakat. 
5) Perubahan linier atau linier change merupakan perubahan dari masa ke masa 
yang memawa masyarakat ke keadaan baru yang tidak pernah sama dengan 
keadaan berikutnya. Masyarakat mengalami kemajuan karena mengikuti gaya 
perubahan lurus.  
6) Perubahan terencana dan perubahan tidak terencana. 
 Perubahan terencana atau planned social change terjadi jika perubahan 
keadaan masyarakat dari waktu ke waktu tidak bertolak dari suatu rencana 
tertentu dan digerakan menurut pola tertentu. 
Perubahan tidak terencana atau unplanned change terjadi jika perubahan 
keadaan masyarakat dari waktu ke waktu tidak bertolak darin suatu rencana 
tertentu melainkan hanya mengikuti hukum alam. 
7) Perubahan progresif dan regresif 
Perubahan progresif menuntut ukuran tertentu membawa kemajuan kepada 
masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan perubahan regresif adalah 
perubahan yang mernuntut ukuran tertentu, tidak mendatangkan kemajuan 
(keuntungan) tapi kemunduran karena adannya akibat yang negatif.      
 
c. Penyebab Terjadinya Perubahan Sosial 
 Dalam suatu penelitian harus ditentukan jenis perubahan sosial yang akan 
diselidiki kurun waktu tersebut dan unsur sosial/budaya yang menjadi penyebab 
perubahan sosial. Menurut Hendropuspito (1989: 265) penyebab perubahan sosial 
dapat dikategorikan dalam dua macam: 
1)  Penyebab yang ada di dalam manusia sendiri atau faktor manusia. 
Keudukan manusia sangat sentral dan penting dalam masyarakat dan 
perkembangannya dalam masyarakat, maka wajar jika manusia sebagai 
faktor penyebab utama perubahan sosial. Faktor manusia merupakan faktor 
utama karena dalam diri manusia ada beberapa tenaga dinamis yang 
memainkan peran yang menentukan perubahan masyarakat, yaitu 
kecenderungan, dorongan hati dan kemauan yang menyatu menjadi sumber 
dinamika yang dapat dikembangkan dengan cara tertentu dan dalam situasi 
tertentu. Manusia dengan kekurangan dan kelebihannya menjadi penyebab 
penting perubahan sosial. Disamping kemauan, kecenderungan dan dorongan 
hati, sejumlah nilai sosial yang bersifat ideologis dan masih berupa cita-cita 
juga memberikan pengaruh pada perubahan masyarakat. 
2)  Penyebab diluar manusia atau faktor non manusia 
 nilai-nilai sosial yang telah menjadi kenyataan, misalnya telah menjadi 
gerakan, telah mengejawantah dalam bentuk masyarakat tertentu yang 
memberikan pengaruh atas perkembangan masyarakat selanjutnya. Faktor-
faktor non manusia antara lain, pertambahan penduduk, sistem ekonomi, 
penerapan-penerapan penemuan baru (teknologi modern, mode, sistem 
pendidikan terencana, arus sekularitas, warna politik nengara (Negara 
sosialis, Negara pancasila). 
Pendapat tersebut senada dengan yang diungkapkan Soerjono soekanto 
(1989, 323-330), bahwa sebab-sebab perubahan sosial ada yang terletak dalam 
masyarakat sendiri dan di luar masyarakat. Faktor yang berasal dari dalam 
masyarakat meliputi: 
1)  Bertambah atau berkurangnya penduduk. 
2)  Penemuan-penemuan baru. 
3)  Terjadinya pemberontakan atau revolusi. 
4)  Pertentangan atau konflik. 
Sedangkan faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat 
meliputi: 
1)  Faktor alam 
2)  Peperangan 
3)  Pengaruh kebudayaan masyarakat lain   
 Faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan sosial menurut Morris 
Ginsberg dalam Haar Tilaar (2002: 17) adalah: 
1) Keinginan-keinginan secara sadar dan keputusan Pribadi untuk mengadakan 
perubahan 
2) Sikap-sikap kondisi yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang berubah 
3) Pribadi-pribadi yang dan kelompok-kelompok yang menonjol. 
 Menurut Soedjono Dirjosisworo (1985: 284-286), pola pengaruh yang sering 
di jumpai dalam perubahan sosial bervariasi dalam beberapa bentuk sebagai berikut: 
1)  Gangguan keseimbangan yang sesekali terjadi. 
Kekuatan yang dapat merubah struktur dan sistem sosial secara relatif cepat 
sekali, seperti misalnya revolusi yang menghasilkan kemerdekaan pada suatu 
 bangsa, pada suatu masyatakat tertentu, sehingga setelah pemerintah kolonial 
berganti dengan pemerintahan yang merdeka yang kelanjutannya merubah 
berbagai aspek kehidupan pada bangsa tersebut. 
2)  Kekuatan perubahan bergelombang  
beberapa kekuatan gangguan keseimbangan dalam masyarakata yang selalu 
timbul kembali, seolah-olah adanya perubahan yang bergelombang silih 
berganti. Sebagai contoh misalnya: a) Gerak konjungtur dalam proses 
perkembangan di bidang ekonomi. (b) Pergantian antara konservatifme dan 
radikalisme dalam sistem politik suatu masyarakat tertentu. (c) Perubahan 
yang berhubungan dengan mode, yang senantiasa pergi dan datang mengikuti 
dan membentuk selera. 
3)  Kekuatan perubahan yang bersifat kumulatif   
Yakni kekuatan yang berupa gangguan keseimbangan yang berturut-turut 
sehingga membawa perubahan yang berupa kemajuan atau kemundurun yang 
berganda. Dua gejala penting dalam kehidupan masyarakat mempunyai daya 
pengaruh terhadap perubahan struktur sistem dan organisasi sosial yaitu: (a) 
Gerak masyarakat mendatar atau vertikal atau ditegaskan sebagai social 
mobility (mobilitas sosial), yang berupa gerakan dalam masyarakat, yang 
tidak menyangkut ruang geografis (tidak ada perpindahan tempat), namun 
mempengaruhi beberapa perubahan penting dalam kehidupan sosial. (b) 
Gerak masyarakat mendatar (horizontal) atau dalam sosiologi ditegaskan 
sebagai social migration, yakni suatu gerak masyrakat yang berhubungan 
dengan ruang geografi atau terjadinya perpindahan tempat dari sekelompok 
anggota masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain dalam jumlah yang 
relatif besar  
Margono Slamet dalam Soleman B. Toneka (1993: 137-139), dalam 
konsepsinya tentang macam-macam kekuatan yang mempemgaruhi perubahan sosial. 
menyebutkan kekuatan ini berasal dari segala aspek situasi yang merangsang 
kemauan untuk melakukan perubahan. Kekuatan ini bersumber dari: 
a) Ketidakpuasan terhadap situasi yang ada, karena itu ada keinginan untuk 
situasi yang lain. 
 b) Adanya pengetahuan tentang perbedaan antara yang ada dan yang seharusnya 
bisa ada. 
c) Adanya tekanan dari luar seperti kompetisi, keharusan menyesuaikan diri, 
dan lain-lain 
d) Kebutuhan dari dalam untuk mencapai efisiensi dan peningkatan, misalnya  
produktivitas dan lain-lain. 
Perubahan sosial di Aceh disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam 
masyarakat itu sendiri, yaitu terjadinya revolusi yang berhasil mengubah tatanan 
sosial masyarakat Aceh. Revolusi secara umum, mempunyai pengertian perubahan 
rezim dalam suatu negara yang diikuti rekonstitusi besar dibidang politik, sosial, dan 
tatanan budaya. Dari perspektif sosiologi revolusi adalah suatu kejadian yang 
mengubah sama sekali susunan masyarakat dari suatu zaman umpamanya dari 
masyarakat feodal menjadi masyarakat demokratis (Musa Asy’arie, 2002: 17) 
Revolusi merupakan gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu kehidupan 
bermasyarakat dan bukan menjadi hal baru dalam sejarah kehidupan manusia. Ciri 
utama yang melekat pada suatu revolusi adalah kekerasan, adanya pembaharuan, dan 
perubahan yang menyeluruh. Ciri kekerasan melekat pada suatu revolusi, karena 
revolusi merupakan suatu proses yang luar biasa dan sangat kasar serta merupakan 
gerakan terpadu dari seluruh gerakan-gerakan sosial apapun. Ciri pembaharuan, 
dimaksudkan bahwa adanya suatu revolusi pasti akan berusaha menciptakan suatu 
tatanan sosial yang baru yang lebih baik. Sedangkan ciri perubahan dimaksudkan 
semua revolusi pasti membawa suatu perubahan yang mendasar seluruh bidang 
kelembagaan utama, khususnya dalam hubungan kelas dan sistem ekonomi. (S.N 
Eisenstadt, 1986: 2-3)    
Menurut Eugene Kamenka yang di kutip oleh SN. Eisentadt (1986:5), 
revolusi adalah suatu perubahan yang mendadak dan tajam dalam siklus kekuasaan 
sosial ia tercermin dalam perubahan radikal terhadap proses pemerintahan yang 
berdaulat pada segenap kewenangan dan legitimasi resmi, dan sekaligus perubahan 
radikal dalam konsepsi tatanan sosialnya. Transformasi demikian pada umumnya 
telah diyakini, tidak akan mungkin terjadi tanpa kekerasan. Tapi seandainya tanpa 
pertumpahan darah, tetap masih dianggap sebagai revolusi. 
 Revolusi adalah suatu fenomena yang secara historis adalah terbatas. 
Revolusi tidak akan terjadi di dalam masyarakat yang tradisional dimana tingkat 
kompleksitas sosial dan ekonomi masih sangat rendah. Tetapi revolusi juga tidak 
akan timbul dalam masyarakat yang modern, dan revolusi besar kemungkinan terjadi 
di dalam masyarakat yang telah mengalami beberapa perkembangan social ekonomi, 
sementara proses modernisasi politik dan pembangunan politik tertinggal di belakang 
(Samuel P. Hutington 1983: 313) 
Revolusi adalah dimana terjadi perubahan yng sekonyong-konyang, dengan 
cara kekerasan dan fundamental mengenai struktur sosio politik, lembaga-lembaga 
sosio politik dan kepemimpinan yang disertai perubahan-perubahan fundamental 
mengenai idiologi politik, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan mengenai 
kebijaksanaan serta kegiatan pemerintahan (J.W Schoorl, 1980: 194)   
Karl Marx dalam Theda Skocpol (1991: 14) mengatakan bahwa revolusi 
bukan sebagai suatu episode tertutup dari kekerasan/konflik, tetapi sebagai gerakan 
kelas yang muncul dari hasil kontradiksi struktural di dalam masyarakat yang secara 
historis berkembang dan yang secara intern dilanda konflik.  
Revolusi adalah perubahan nilai dan mitos yang dominan dalam masyarakat 
terutama menyangkut lembaga politik, struktur sosial, kegiatan dan kebijaksanaan 
pemerintah, yang berlangsung dengan kekerasan, mendasar dalam waktu yang cepat 
(Samuel Hutington,  2003: 315). Secara sosiologis ciri khas revolusi adalah: 
a) Tujuannya bukan mendapatkan persamaan kekuasaan akan tetapi mengganti 
kekuasaan. 
b) Basis legitimasi diganti  
c) Perubahan sosial yang terjadi bersifat massif dan persuasif, sehingga 
mempengaruhi seluruh masyarakat  
d) Koersi dan kekerasan biasanya dipergunakan untuk menghancurkan rezim 
lama dan mempertahankan pemerintahan yang baru. (Schermerharm, 1987: 
70) 
Revolusi tidak lepas dari peran seorang tokoh yang menjadi panutan bagi 
rakyat. Hal ini juga sesuai dengan pendapat schoorl yang menyatakan bahwa: 
 “keberhasilan suatu revolusi itu sangat tergantung kepada adanya seseorang ‘nabi’ 
yang membawa ajaran tentang masyarakat baru dalam mempropaganda perubahan 
atau pendobrakan cara kekerasan atau cara lain untuk mewujudkan adanya perubahan 
sistem yang lama menjadi sistem yang dicita-citakan” (Schoorl, 1982: 215)  
Dalam revolusi yang menarik adalah skenarionya yang meliputi 4 masalah, 
yaitu (1) Kristalisasi kekuatan sosial dalam lembaga perjuangan, (2) Penggolongan 
kekuatan sosial berdasarkan ideologi yang terdiri atas tiap kategori kanan, kiri dan 
tengah, (3) Polarisasi antar ketiga golongan tersebut, (4) Dominasi golongan radikal 
pada revolusi fisik (Anton E Lucas, 1989: 4 ) 
Charley tilly dalam Theda Skocpol (1991: 8), mengungkapkan bahwa 
revolusi adalah khasus khusus dari aksi kolektif dimana kelompok-kelompok yang 
bersaing berjuang untuk mendapatkan kedaulatan politik tertinggi atas masyarakat, 
dan kasus-kasus dimana kelompok-kelompok penentang berhasil sekurang-
kurangnya dalam beberapa hal tertentu, menggantikan pemegang kekuasaan yang 
ada. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa revolusi merupakan 
proses perubahan yang relatif cepat penuh kekerasan, perubahan tersebut meliputi 
aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, lembaga pemerintah dan kebijakan 
pemerintahan. 
Keanekaragaman revolusi tergantung dari bidang tertentu yang diperjuangkan 
dan mengalami perubahan dalam revolusi. Ada berbagai revolusi yang 
kemunculanya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda tergantung pada bidang 
tertentu tersebut. Revolusi yang terjadi di Aceh termasuk dalam revolusi sosial, 
karena revolusi tersebut telah berhasil mengubah struktur sosial masyarakat Aceh. 
Para penguasa feodal yaitu uleebalang berhasil di tumbangkan pada saat terjadinya 
revolusi dan kedudukannya digantikan oleh  ulama. 
Menurut Soerjono Soekanto (1982: 241) revolusi sosial adalah segala 
perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang 
mempengaruhi sistem sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola-pola 
perilaku diantarakelompok-kelompok dalam masyarakat. Suatu revolusi sosial 
mencakup penumbangan negara masyarakat dan struktur kelas serta penciptaan 
pengturan-pengaturan sosial yang baru (Rafael Raga Maran, 2001: 72)  Sedangkan 
 menurut Anton E Lucas (1981: 2), memberi batasan revolusi sosial sebagai revolusi 
untuk mengubah struktur masyarakat kolonial (feodal) menjadi masyarakat yang 
lebih demokratis. 
Proses revolusi dipahami sebagai proses yang luar biasa, sangat kasar dan 
merupakan gerakan terpadu dari seluruh gerakan-gerakan sosial apapun. kondisi-
kondisi yang memungkinkan terjadinya revolusi adalah sebagai berikut: 
1) Adanya kekuatan pilitik yang sangat terkonsentrasi pada negara, sehingga 
terdapat aparatur-aparatur pemerintahan yang sentralistis. 
2) Aliansi militer dengan rezim yang mapan diperlemah, sehingga militer tak 
lagi menjadi sarana yang diandalkan untuk memberangus kekacauan 
domestik. 
3) Terjadi sejumlah krisis politik yang memperlemah rezim yang ada dan yang 
berandil bagi kehancuran aparatur negara. 
4) Suatu lapisan penting penduduk yang harus dikerahkan untuk melakukan 
pemberontakan yang membawa suatu elit baru kepada tampuk kekuasaan. 
Revolusi kaum petani biasanya berasal dari pengambilalihan tanah meraka 
oleh para tuan tanah, peningkatan yang mencolok pajak atau sewa tanah atau 
karena problem kelaparan (Rafael Raga Maran, 2001: 72-73) 
Pendapat lain menyebutkan bahwa sebab-sebab revolusi tidak cuma dipahami 
sebagai peristiwa temporer atau kegelisahan saja.Rrevolusi terjadi karena berbagai 
pergeseran sosial atau ketimpangan yang sangat fundamental terutama perjuangan 
antar elit; perpaduan kekuatan tersebut dengan kekuatan sosial, maupun konflik 
golongan yang lebih dalam dan menyebar luas seperti konflik kelas, dan dislokasi 
serta mobilisasi sosial juga organisasi-organisasi politik dari berbagai kelompok 
sosial yang lebih besar (Eisantadt, 1986: 3). Selain itu revolusi dapat disebabkan oleh  
Lembaga-lembaga yang kaku dan tidak fleksibel dan Golongan-golongan yang ingin 
menanjak dan mempunyai aspirasi besar (Schorl, 1982:  200)  
Revolusi bukan jaminan untuk memecahkan masalah masyarakat namun 
revolusi dapat mendobrak struktur sosial politik, yang merupakan hambatan untuk 
perkembangan sosial dan politik selanjutnya. struktur baru, ideologi baru berada 
ditangan elit politik barulah yang menentukan sampai seberapa jauh revolusi itu 
 merupakan pendahuluan dari perbaikan-perbaikan yang sungguh-sungguh di 
berbagai bidang kehidupan. 
Ada beberapa gambaran tentang pengaruh atau akibat dari revolusi. pertama, 
perubahan secara kekerasan terhadap rezim politik yang ada, yang didasari oleh 
legitimasi maupun simbol-simbol. Kedua, penggantian elit politik atau kelas 
yang sedang sedang berkuasa dengan lainnya. ketiga, perubahan secara 
mendasar seluruh bidang kelembagaan utama terutama dalam hubungan kelas 
dan sistem ekonomi yang menyebabkan modernisasi disegenap aspek 
kehidupan sosial, pembaharuan ekonomi dan industrialisasi, serta 
menumbuhkan sentralisasi dan partisipasi dalam dunia politik. keempat, 
pemutusan secara radikal dengan segala hal yang telah lampau (yang dijelaskan 
oleh Alexis de Tocqueville sebagai kontinuitas yang rlatif). kelima, 
memberikan kekuatan ideologis dan orientasi kebangkitan (millenarian) 
mengenai gambaran revolusioner (Eisentadt, 1986: 3) 
 
B. Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dihapuskannya kesultanan 
Aceh tahun 1903 
Ulama mewakili kaum 
agama 
Uleebalang mewakili 
kaum adat 
Konflik  
Perang  Revolusi sosial 
Perubahan sosial di Aceh 
(Tumbangnya kekuasaan 
uleebalang) 
 Keterangan: 
Jatuhya kesultanan aceh pada tahun 1903, dengan diikuti dihapusnya 
kesultanan oleh Belanda telah menyebabkan goyahnya perimbangan kekuatan di 
Aceh, disatu sisi uleebalang yang mewakili kaum adat dan di sisi lain terdapat ulama 
yang mewakili kaum agama. Terhadap dua kekuatan lokal ini Belanda melancarkan 
politik devide et impera yaitu dengan merangkul kaum uleebalang. Dalam hal ini 
kaum ulama memandang bahwa kaum uleebalang telah berkhianat. Inilah yang 
mengakibatkan timbulnya rivalitas dan konflik antara dua kekuatan pribumi ini. 
Jepang juga berhasil mempertajam konflik antara keduanya, sehingga  timbul 
permusuhan yang begitu hebatnya. 
 Puncak dari konflik antara uleebalang dengan ulama terjadi pada saat 
dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 yaitu dengan 
meletusnya peristiwa cumbok. Sebuah tragedi perang saudara yang dipicu adanya 
perasaan curiga antara kekuatan ulama dan uleebalang yang berkembang menjadi 
pertarungan fisik. Perang ini meluas menjadi sebuah revolusi sosial dimana dalam 
peristiwa ini banyak keluarga uleebalang yang menjadi korban kekerasan bahkan 
pembunuhan. Revolusi ini telah berhasil merubah tatanan sosial masyarakat aceh dan 
menghancurkan kaum feodal, dalam hal ini adalah kaum uleebalang. Dengan adanya 
revolusi sosial ini maka berakhirlah kekuasaan uleebalang yang selama berabad-abad 
lamanya menjadi penguasa daerah di Aceh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka. Untuk memperoleh data 
yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi tentang buku-buku, 
literatur, dan surat kabar. Adapun tempat-tempat penelitian yang penulis gunakan 
antara lain: 
a. Perpustakaan Program Sejarah Universitas Sebelas Maret 
b. Perpustakaan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret 
c. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret 
d. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret 
e. Perpustakaan Fakultas Seni dan Sastra Universitas Sebelas Maret 
f. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
g. Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta 
h. Perpustakaan Universitas Gajah Mada Yogyakarta 
2. Waktu Penelitian 
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejak pengajuan 
proposal skripsi yaitu bulan Agustus 2006 sampai dengan April 2007 
B. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ilmiah, metode memegang peranan yang sangat penting 
terhadap keberhasilan penelitian yang dilaksanakan sebab berhasil tidaknya tujuan 
yang akan dicapai dari penelitian tersebut tergantung dari penggunaan metodenya. 
Pemilihan penggunaan metode dalam penelitian perlu disesuaikan dengan objek yang 
diteliti. 
Metode menyangkut masalah-masalah kerja untuk memahami obyek yang 
menjadi sasaran ilmiah yang bersangkutan. Dalam usaha mendapatkan data yang 
diperlukan pada suatu penelitian, maka harus menggunakan metode yang tepat 
 dengan sifat dan tujuan penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ilmiah, peranan 
metode penelitian sangat penting karena yang akan dicapai tergantung dari 
penggunaan metode yang tepat. Metode harus disesuaikan dengan obyek yang akan 
diteliti. Menurut Koentjaraningrat (1983: 7), kata metode berasal dari bahasa Yunani, 
“methodos” yang artinya jalan atau cara. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka 
metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami 
obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Sedangkan Kartini Kartono 
(1983: 15) menyatakan bahwa metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan 
berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian, dan untuk 
mencapai suatu tujuan penelitian. 
Berdasarkan permasalahan yang hendak dikaji, maka metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis atau metode 
penelitian sejarah karena obyek dalam penelitian ini berupa peristiwa sejarah. 
Menurut Hadari Nawawi (1983: 78-79) metode penelitian historis adalah prosedur 
pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-
peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung 
pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami 
kejadian atau keadaan masa yang akan datang. Sedangkan menurut Louis Gottchalk 
(1983: 32) menjelaskan metode sejarah sebagai “proses menguji dan menganalisa 
secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau”.  
Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa metode 
sejarah adalah kegiatan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan 
permasalaan yang akan dikaji, kemudian mengadakan kritik terhadap data yang telah 
diperoleh, selanjutnya menafsirkan makna yang saling berhubungan dengan data-
data yang diperoleh untuk selanjutnya menyusun suatu cerita sejarah. 
C. Sumber Data 
Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian 
yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis 
sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang 
diperoleh. Data tidak akan bisa diperoleh tanpa adanya sumber data. Betapapun 
 menariknya suatu permasalahan atau topik penelitian, bila sumber datanya tidak 
tersedia, maka ia tidak akan punya arti karena tidak akan bisa diteliti dan dipahami. 
Sumber sejarah seringkali disebut juga “data sejarah”. Perkataan “data” merupakan 
bentuk jamak dari kata tunggal “datum”(bahasa latin) yang berarti “pemberitaan” 
(Kuntowijoyo, 1995: 94). Data sejarah itu sendiri berarti bahan sejarah yang 
memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorian 
Sumber data dalam penelitian historis dapat dikelompokan menjadi menjadi 
3 yaitu: (1) Peninggalan material antara lain berupa candi, piramid, fosil, monument-
monumen, senjata, perhiasan, bangunan-bangunan tempat tinggal, peralatan atau 
perkakas kelengkapan kehidupan, benda-benda budaya, tempat-tempat keramat dan 
lain-lain; (2) Peninggalan tertulis antara lain berupa prasasti, relief, daun tertulis 
(misalnya daun lontar), kitab-kitab, naskah-naskah perjanjian, arsip Negara dan lain-
lain; (3) Peninggalan tak tertulis atau budaya antara lain berupa cerita rakyat atau 
dongeng, bahasa, adat istiadat atau hukum, kepercayaan dan lain-lain (Hadari 
Nawawi, 1995: 79)  
Menurut Louis Gotschalk (1983: 35), sumber data dibagi menjadi sumber 
tertulis primer dan sekunder. Sumber tertulis primer yaitu kesaksian dari seorang 
saksi dengan mata kepala sendiri, atau dengan panca indera yang lain atau dengan 
alat mekanik menyaksikan peristiwa yang diceritakan. Sedangkan sumber tertulis 
skunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi mata yaitu 
tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data tertulis primer 
maupun skunder. Sumber primer dalam penelitiaan ini berupa surat kabar, yaitu 
Semangat Merdeka dan buku yang berjudul “Sumbangsih Aceh Bagi Republik” 
karya Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, buku ini ditulis oleh pengarang 
berdasarkaan pengalaman yang dikerjakan, dilihat dan didengar sendiri oleh 
pengarang. Sedangkan sumber skunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan 
masalah yang dikaji. Adapun buku-buku yang digunakan antara lain (a)”Aceh 
Sepanjang Abad” Karya Mohammad Said, (b) “Perang dijalan Allah” Karya Ibrahim 
Alfian, (c) “Revolusi Serambi Mekah” karya Nazarudin Sjamsyudin, (d) “Peranan 
 Tngk Daud Beureueh Dalam Pergolakan Di Aceh” karya M. Nur El Ibrahimy, (e) 
“Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh” karya Alfian. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam 
setiap bentuk penelitian. menurut Moh. Nazir (1988: 211), pengumpulan data adalah 
prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu 
ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang 
ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan 
data.  
Berdasarkan sumber sejarah yang dipergunakan ini, maka dalam melakukan 
pengumpulan data dipergunakan teknik studi pustaka. Tehnik studi pustaka adalah 
suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau 
fakta sejarah, dengan cara  membaca buku-buku literatur, majalah, dokumen atau 
arsip, surat kabar atau brosur yang tersimpan dalam perpustakaan (Koentjaraningrat, 
1983: 3)  
Adapun teknik studi pustaka dilaksanakan dengan sistem katalog. Louis 
Gottchalk (1985: 46) menyatakan “laboratorium yang lazim bagi seorang sejarawan 
adalah perpustakaan dan alat yang paling bermanfaat bagi seorang sejarawan adalah 
katalogus”. Dimana sistem ini mencatat beberapa aspek yang merupakan hal 
terpenting yang berkaitan dengan sebuah buku ataupun artikel yang terdiri nama 
pengarang, tahun terbit, judul buku atau artikel, kota dimana buku tersebut terbit dan 
penerbit dari buku tersebut, sehingga nantinya seorang sejarawan yang menggunakan 
sebuah buku, majalah ataupun artikel tidak akan mengalami kesulitan ketika harus 
mencantumkan daftar referensinya.  
Kegiatan studi pustaka dalam penelitian ini dilaksanakan melalui langkah-
langkah sebagai berikut: 
1. Mengumpulkan sumber yang berupa buku-buku literature, majalah dan surat 
kabar yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Tehnik studi pustaka ini 
dilakukan dengan system kartu atau katalog dan system komputerisasi. system 
 kartu dilakukan dengan mencatat beberapa sumber tertentu mengenai pengarang, 
judul buku, nama arsip dan subyek penelitian. sementara system komputerisasi 
dilakukan dengan mencatat beberapa sumber tertentu mengenai pengarang, judul 
buku, subyek, kata kunci (key word), nama penerbit dan tahun terbit. 
2. Membaca, mencatat, meminjam dan memfotokopi sumber data yang berupa 
buku-buku literature yang relevan dengan masalah yang diteliti yang tersimpan 
diberbagai perpustakaan. 
3. Memfotokopi dan mencatat sumber-sumber yang tidak bias di pinjam, seperti 
buku-buku yang tersimpan di perpustakaan Unit II UGM Yogyakarta dan 
perpustakaan pusat UNY Yogyakarta. 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data 
historis. Analisis data historis adalah suatu analisis yang mengutamakan ketajaman 
dan kepekaan dalam menginterpretasikan data sejarah menjadi fakta sejarah. 
Interpretasi dilakukan karena fakta sejarah merupakan bukti-bukti sejarah yang 
masih berdiri sendiri sehingga perlu dirangkai menjadi fakta yang terkait sebelum 
ditulis dalam rangkaian hasil penelitian. Analisis sejarah bertujuan melakukan 
sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber sejarah dan bersama-sama 
dengan teori-teori disusunlah fakta itu kedalam suatu intrepretasi yang menyeluruh. 
Menurut Kuntowijiyo (1993: 63), analisis berarti menguraikan. Kadang-
kadang sebuah sumber mengandung beberapa kemungkinan mengenai kebenaran 
peristiwa sejarah sehingga dari analisis akan didapati fakta sejarah. Menurut 
Nugroho Notosusanto (1978: 37), dalam kegiatan analisis  langkah-langkah yang 
dilakukan adalah: (1) Menyediakan sumber-sumber sejarah yang saling mendukung 
penelitian; (2) Menggunakan pendekatan yang berupa kerangka teori, konsep dan 
penelitian yang berfungsi sebagi kriteria penyeleksi, identifikasi, dan 
pengklasifikasian; (3) Mempertingggi kejujuran intelektual penulis sehingga dapat 
berperan menentukan data yang terseleksi atau terpilih. 
Untuk menganalisis sumber sejarah yang telah dikumpulkan diperlukan 
adanya kritik yaitu kritik intern dan ekstern. Pada tahap permulaan dilakukan kritik 
 ekstern untuk mengetahui tingkat keaslian sumber data, kritik ekstern meliputi waktu 
pembuatan, tempat pembuatan, kertas yang dipakai dan lain-lain. Setelah itu 
dilakukan kritik intern yang bertujuan untuk meneliti tingkat kebenaran isi dari 
sumber data yang digunakan 
F. Prosedur Penelitian 
Untuk mempermudah penelitian langkah yang perlu di jalankan guna 
mendapatkan hasil penelitian yang optimal diperlukan adanya prosedur yang 
digambarkan dalam bagan (skema) yang berisi langkah sistematis yang 
menggambarkan kegiatan penelitian ini dari awal (persiapan) sampai dengan 
pembuatan laporan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian historis, 
maka skema dalam penelitian historis di gambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
1. Heuristik 
Pada tahap ini penulis berusaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber-
sumber yang sesuai dengan penelitian. Sumber primer berupa arsip-arsip yang 
diperoleh dari perpustakaan arsip nasional. Sedangkan sumber skunder berupa buku-
buku literatur yang diperoleh dari beberapa perpustakaan diantaranya perpustakaan 
Pusat Universita Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
pendidikan Universitas Sebelas Maraet Surakarta, Perpustakaan Program Sejarah 
FKIP Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan FISIP Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Perpustakaan Seni dan Sasatra Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta,. Perpustakaan Universitas 
Negeri Yogyakarta,. Perpustakaan Universitas Gajah Mada 
Heuristik 
Fakta sejarah Peristiwa 
sejarah 
Interpretasi Historiograf
i 
Kritik 
 Setelah sumber atau data tersebut terkumpul, kemudian peneliti berusaha 
membaca, mencatat sumber-sumber tertulis tersebut berdasarkan periode waktu atau 
secara kronologis, serta memfotocopi buku-buku perpustakaan yang dianggap 
penting dan relevan dengan masalah penelitian. 
2. Kritik 
Setelah data tersebut terkumpul, tahapan yang kedua adalah kritik, yaitu 
dengan memeriksa keaslian sumber (Otentisitas) dan Kesahihan Sumber 
(Kredibilitas). Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kritik sumber secara 
intern dan ekstern.  
 Menurut Sartono Kartodirjo (1993: 16), kritik ekstern adalah kritik terhadap 
keaslian sumber apakah sumber tersebut utuh atau turunan yang dilakukan dengan 
meneliti bahan yang dipakai, jenis tulisan, gaya bahasa dan lain sebagainya. 
sedangkan kritik intern berhubungan dengan kredibilitas dan reliabilitas isi dari 
sumber-sumber sejarah. Kritik ini bertujuan untuk menguji kredibilitas dari sumber 
searah apakah isi, fakta atau ceritanya dapat dipercaya dan dapat memberikan 
informasi yang dibutuhkan. 
 Dalam penelitian ini juga dilakukan kritik intern dan ekstern. kritik ekstern 
dilakukan dengan melihat (kertas yang dipakai, jenis tulisan, kemudian dicocokan 
dengan tahun penerbitan apakah sesuai atau tidak). setelah terbukti identitasnya asli 
baru diteliti isinya. Kritik intern dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat 
isi dari sumber, apakah sesuai dengan tema yang diteliti atau tidak jika sesuai dengan 
tema maka sumber tersebut dapat diambil. 
3. Interpretasi 
Inretpretasi merupakan kegiatan memberikan penafsiran terhadap data 
sejarah yang telah ditliti keasliannya. Hal tersebut dilakukan karena data yang 
diperoleh harus dimengerti sejarawan dan perlu dipilahkan antara sumber yang 
relevan dan yang tidak relevan. Dari hasil interpretasi dapat diketahui makna dari 
sumber sejarah tersebut. 
 Interpretesi yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah kegiatan dalam 
metode sejarah untuk menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, 
sehingga menjadi satu kesatuan yang selaras. pada tahap awal yang harus dilakukan 
penulis adalah membaca buku-buku yang berisi suatu peristiwa yang berkaitan 
dengan data yang diperlukan oleh penulis, kemudian penulis mulai mencari factor-
faktor untuk dianalisis mengenai peristiwa yang terjadi, setelah itu penulis 
membandingkan hasilnya dari satu sumber dengan sumber yang lain dan yang 
terakhir penulis melakukan penyimpulan dan penafsiran dari semua hasil yang telah 
dibuat supaya didapat suatu fakta sejarah yang akan dijadikan data sejarah. 
4. Historiografi 
Historiografi merupakan kegiatan guna menyusun fakta sejarah menjadi 
sebuah kisah yang disajikan dalam bentuk tulisan. Penulisan jejak-jejak sejarah yang 
telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dapat menjadi hasil penelitian yang berupa 
tulisan yang dapat dipercaya dan logis sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah (Hellius 
Sjamsudin, 1996 : 153) 
Tahap hisoriografi adalah langkah terakhir dalam metodologi atau prosedur 
penelitian historis. Historiografi merupakan karya sejarah dari hasil penelitian, 
dipaparkan dengan bahasa ilmiah, dengan seni yang khas menjelaskan apa yang 
ditemukan, beserta argumennya secara sistematis. Historiografi atau penulisan 
sejarah bukanlah sekedar menyusun dan merangakai fakta hasil penelitian, melainkan 
juga menyampaikan pendirian, serta pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan 
fakta-fakta hasil penelitian. Dalam penelitian ini, historiografi diwujudkan dalam 
bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul konflik ulama-uleebalang 1903-
1946 dan pengaruhnya terhadap perubahan sosial di Aceh 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Latar Belakang Terjadinya Konflik 
Uleebalang ialah tuan besar di daerahnya yang disebut nangroe yang 
merupakan bagian dari kerjaan Aceh. Kedudukan uleebalang adalah berdasarkan 
pada warisan leluhurnya. Dalam kerajaan Aceh kekuasaan Uleebalang sangat besar 
banyak urusan-urusan pemerintahan bidang-bidang tertentu diserahkan kepada 
uleebalang, sehingga nangreo dengan kepalanya uleebalang merupakan sebuah 
daerah yang memiliki otonomi luas. Uleebalang diangkat dan disyahkan oleh sultan 
dengan Sarakata yang dibubuhi cap sikureueng, jadi mereka memerintah atas nama 
sultan. Dengan adanya sarakata ini, kedudukan uleebalang menjadi besar artinya, 
sehinga mereka diterima baik oleh rakyat, disamping itu uleebalang harus 
melaksanakan hukum-hukum islam, hal ini dapat dimengerti karena islam adalah 
sesuatu yang sangat dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Aceh. Sarakata oleh rakyat 
dipandang sebagai sesuatu yang berharga, karena ia merupakan sumber pengayoman 
yang harus diberikan oleh uleebalang kepada rakyatnya, sedangkan bagi uleebalang, 
sarakata tidak hanya sebagai kebanggaan tetapi juga merupakan pengesahan seorang 
uleebalang sebagai wakil sultan dalam daerahnya. Bagi sultan sendiri pemberian 
sarakata merupakan suatu hal yang penting, sebab dapat memperkuat kekuasaannya 
atas uleebalang (M Nur El Ibrahimy, 2001: 93) 
 Pada kenyataaanya banyak uleebalang yang tidak mempergunakan 
kekuasaannya seperti yang tercantum dalam sarakata, mereka sering menggunakan 
kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri. Sering pula sebagian uleebalang 
bertindak sebagai penguasa daerah yang merdeka, sehingga kekuasaan sultan hanya 
tinggal formalitas belaka. Keadaan ini terjadi setelah abad ke-17 yaitu pada saat 
kerajaan dalam keadaaan yang lemah. Berdasarkan sarakata, uleebalang adalah 
pejabat sultan, namun dalam prakteknya mereka adalah merdeka. Di Aceh sendiri 
terdapat lebih dari 100 uleebalang, namun Sultan tidak bisa mengontrol semua 
uleebalang yang telah menjadi pejabatnya terutama di daerah pedalaman. Dengan 
lemahnya kedudukan sultan ikatan antara sultan dan uleebalang mulai kendor 
 sehingga semakin lama mereka tidak mau tunduk lagi kepada pemeritahan sultan di 
Kutaraja (Star Wekly dalam M Nur El Ibrahimy, 2001: 95) 
Uleebalang mulai mengadakan hubungan perdagangan dengan luar negeri 
dan tidak mau mengindahkan ketentuan sultan, bahwa perdagangan luar negeri 
adalah monopoli pemerintahan pusat di Kutaraja. Bea cukai perniagaan luar negeri 
yang seharusnya masuk ke kerajaaan Aceh, masuk ke kantong para uleebalang. 
Uleebalang tidak nenghiraukan lagi urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat. 
Tujuan utama mereka adalah berdagang, sehingga sebagian besar waktunya 
dipergunakan untuk berada di pelabuhan dan di daerah perbatasan untuk mengadakan 
operasi atau kontrol terhadap barang yang masuk dan keluar  sebab sumber 
penghasilan uleebalang yang terbesar adalah pajak bea cukai yang mereka ambil dari 
barang-barang yang masuk dan keluar, sehingga merekalah yang mengontrol lalu 
lintas barang yang melalui jalan-jalan di daerah yang mereka kuasai. Peranan 
uleebalang yang menonjol dalam perdagangan inilah yang memperkuat kedudukan 
politik didaerahnya. Disamping memungut pajak bea cukai dan pajak seperti pajak 
jalan (wase jalan), pajak irigasi (wase lueng) dan pajak tanah (wase tanoh) juga 
sebagai pedagang yang menyediakan modal uang atau tanah bagi siapa yang 
memerlukan dan membeli hasil bumi dari penduduk kemudian dijual kepada 
pedagang-pedagang dari luar negeri. (M Nur El Ibrahimy, 2001: 87) 
Sumber penghasilan uleebalang yang lain adalah dari pengadilan. Segala 
macam perkara ditangani oleh uleebalang sendiri, administrasi pengadilan yang 
buruk merupakan sumber pendapatan uleebalang, mereka secara seenaknya ikut 
campur tangan dalam perkara-perkara intern dari mukim yang sebenarnya bukan 
menjadi hak mereka. Perkara atau perselisihan yang tidak bisa diselesaikan di 
kampung, dibawa kepengadilan uleebalang. Satu-satunya orang yang memperoleh 
keuntungan dari perkara ini adalah uleebalang, karena dapat memaksa orang 
membayar denda atau merampas kekayaaan atau mengenakan hukuman dan siksaan, 
semua itu adalah untuk keuntungan uleebalang semata-mata (Siegel dalam M Nur El 
Ibrahimy, 2001: 90) 
Jeleknya administrasi pengadilan menyebabkan para ulama mengadakan 
gerakan perbaikan yang membahayakan kedudukan uleebalang, karena gerakan itu 
 menelanjangi kesalahan-kesalahan uleebalang dalam menangani perkara-perkara 
yang berhubungan dengan hukum islam. Perbaikan pemerintahan yang dilancarkan 
ulama ini dapat memreteli hak-hak uleebalang, sebab seluruh administrasi peradilan 
pada waktu itu berada di tangan uleebalang yang merupakan sumber pendapatan 
uleebalang akan lepas seluruhnya (Snouck Hurgronje, 1987: 434).  
  Suatu aspek buruk daripada kekayaan yang melimnpah yang dimiliki 
uleebalang adalah timbulnya perbuatan-perbuatan maksiat seperti: menyabung ayam, 
berjudi, dan menghisap madat. Melihat kemungkaran makin hari makin berkembang, 
ulama tidak dapat berpangku tangan, ulama mulai melancarkan dakwah untuk 
memerangi perbuatan maksiat dan menyeru umat untuk kembali ke jalan Allah, 
termasuk terhadap uleebalang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang 
mungkar dan penindasan terhadap rakyat serta memperbaiki lembaga-lembaga 
pemerintahan yang sudah bobrok. Gerakan dakwah ulama ini mendapat dukungan 
dari rakyat, sehingga golongan ulama makin disukai rakyat sebab ulama berusaha 
memberantas penyalah gunaan kekuasaan uleebalang dalam hal urusan hidup, mati, 
perkawinan dan pengadilan rakyat mereka. (Paul Van’T Veer, 1977: 231) 
Terhadap dakwah ulama ini pihak uleebalang rupanya salah terima. Mereka 
menganggap dakwah kaum ulama ini berbahaya bagi kedudukan dan sumber 
pendapatan mereka, dan hendak merubuhkan kedudukan uleebalang dan merebut 
kekuaasaan dari tangan mereka. Disinilah letak pokok pangkal pertentangan antar 
kedua golongan ini. (M Nur El Ibrahimy, 2001: 400). Sebenarnya ulama tidak pernah 
menentang adanya lembaga uleebalang dan tidak pernah berusaha menjatuhkan 
mereka maupun menggantikan kedudukan mereka, namun ulama hanya berkeinginan 
supaya mereka tunduk kepada hukum Tuhan. Faktor yang tidak kalah penting yang 
menyebabkan terjadinya konflik antara ulama dengan uleebalang adalah menyangkut 
perjuangan melawan Belanda dalam perang Aceh. 
Sesuai traktat London yakni perjanjian antara Belanda dan Inggris, Aceh 
diputuskan untuk dibiarkan merdeka karena pada tahun 1870 Belanda sudah 
menguasai hampir seluruh kepulauan Indonesia dan Aceh merupakan salah satu 
daerah yang belum dikuasai. Namun pada tahun 1871 Inggris dan Belanda membuat 
perjanjian baru yang disebut traktat Sumatra. Dalam traktat itu disebutkan bahwa 
 Belanda diperbolehkan memperluaskan kekuasaannya sampai ke pulau Sumatra. 
Tetapi Belanda juga wajib menjamin keamanan dan kebebasan perdagangan bagi 
Inggris diseluruh pelabuhan di Sumatera. Sebab selama ini banyak kapal-kapal 
dagang yang di serang perompak-perompak dari Aceh. Traktat ini memberikan 
keleluasaan kepada pihak Belanda untuk bertindak lebih lanjut. (R.P Suyono, 1991: 
293) 
 Perang Belanda diawali dengan kedatangan Van Swieten, utusan Belanda 
untuk mengadakan perjanjian antara Belanda dan Aceh, yang terdiri dari 10 pasal 
perjanjian persahabatan, perdamaian dan perdagangan. Disebut juga dalam traktat itu 
bahwa kedua belah pihak tidak akan saling serang dan sama-sama melupakan 
peristiwa masa lalu. ( AK. Jakobi, 1998: 110). Namun pada tanggal 26 Maret 1873, 
Belanda mengirimkan ultimatum kepada pemerintah Aceh untuk menyerah kepada 
Belanda, bahkan pada tanggal 28 Maret 1973 kapal Belanda telah melakukan 
serangan merian cecara bertubi-tubi ke darat, tegas bahwa penyerangan sudah 
dimulai saat perundingan sedang berjalan.(Mohammad Said, 1981: 825) 
 Ultimatum yang berisi tuntutan agar Aceh mengakui kedaulatan Belanda 
tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari sultan Aceh, pada tanggal 8 April 
1873 Belanda mengirimkan angkatan perangnya dibawah pimpinan jendral JHR. 
Kohler. Akibatnya meletuslah perang Aceh yang pertama yang menelan jiwa, harta 
dan energi terbanyak dibandingkan perang-perang kolonial lainnya di nusantara 
dalam abad IX dan awal abad XX. (Ibrahim Alfian, 1987: 167). Ada beberapa 
peristiwa yang menyebabkan meletusnya perang Aceh ini yaitu: 
a. Belanda menduduki daerah Siak. Akibat dari perjanjian Siak 1858, dimana sultan 
Islmail menyerahkan daerah Deli, Langkat, Asahan dan Serdang kepada Belanda. 
Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada dibawah kekuasaan 
Aceh 
b. Berlanda melanggar perjanjaian Siak maka berakhirlah perjanjian London 1824. 
Dimana isi perjanjian London adalah Belanda dan Inggris membuat ketentuan 
tentang batas-batas kekuasaan kedua negara di Asia Tenggara yaitu dengan garis 
lintang Singapura, keduanya mengakui kedaulatan Aceh 
 c. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janji, sehingga kapal-kapal Belanda yang 
lewat perairan ditenggelamkan  Aceh. Perbuatan ini disetujui inggris karena 
Belanda memang bersalah 
d. Dibukanya terusan Suez oleh Ferdinan De Leseph menyebabkan perairan Aceh 
menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan  
e. Dibuatnya perjanjian Sumatra 1871 antara Inggris dengan Belanda yang isinya 
inggris memberikan keleluasan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di 
Aceh. Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas selat Sumatera. Belanda 
mengijinkan Inggris bebas berdagang di Siak dan menyerahkan daerahnya di 
Guinea barat kepada Inggris 
f. Akibat perjanjian Sumatra, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan 
konsul Amerika, Itali dan Turki di Singapura dan mengirimkan utusan ke Turki 
tahun 1871 
g. Akibat hubungan diplomatik Aceh dengan konsul Amerika, Itali dan Turki di 
Singapura menjadikan itu sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden 
Dewan Hindia Niauwenhuyzen  dengan 2 kapal perangnya datang ke Aceh dan 
meminta keterangan dari Sultan Mahmud Syah, tentang apa yang dibicarakan di 
Singapura, namun sultan menolak untuk memberikan keterangan.  
Agresi pertama Belanda ini mengakibatkan timbulnya ketegangan dalam 
masyarakat Aceh. Hal ini tercermin dalam surat para pemimpin Aceh yang 
menyerukan untuk mempertahankan tanah Aceh mati-matian. Jalan yang harus 
ditempuh rakyat Aceh dalam menghadapi serangan  adalah dengan cara bertempur 
melawan musuh yang dianggap telah merusak sendi-sendi agama islam. Hal ini dapat 
terjadi dalam masyarakat Aceh yang nilai keagamaannya memainkan peranan 
penting, sehingga agama dan politik diibaratkan sebagai dua sisi mata uang logam 
yang sama 
Serangan pertama Belanda ini dapat menguasai masjid Raya di Kutaraja, 
tetapi dapat direbut kembali oleh pasukan Aceh. Belanda berusaha menguasai 
kembali masjid ini, namun tidak berhasil bahkan jendral Kohler tewas. Belanda tidak 
dapat menguasai dalam atau keraton Aceh, mereka dipukul mundur dan menderita 
 kekalahan. Keberhasilan memukul mundur tentara Belanda dikarenakan adanya 
persatuan antar ulama, uleebalang dan rakyat dalam melawan Belanda. 
 Kegagalan agresi pertama ini tidak membuat surut untuk kembali menyerang 
Aceh.  Pada bulan Nopember Belanda kembali melancarkan agresi kedua dengan 
meningkatkan kekuatan pasukannya, meskipun demikian pasukan Aceh tetap gigih 
berjuang menghadang kekuatan pasukan Belanda. Pasukan Aceh dipimpin oleh 
kepala mukim masing-masing, namun akhirnya pasukan Belanda dibawah jendral 
Van Swieten berhasil mendesak pasukan Aceh dan menguasai keraton Aceh pada 
tanggal 24 Januari  1874. Saat itu istana telah dikosongkan dan Sultan Mahmud Syah 
meneruskan perang dengan bergerilya. Sultan Aceh meninggal pada tanggal 28 
Januari akibat penyakit kolera. Untuk menggantikan Sultan Aceh, beberapa panglima 
sagi seperti Panglima Polim dan Cut Banta memilih putra sultan Muhammad Daud 
Syah yang masih berumur 6 tahun untuk menjadi sultan. Pemerintahan kesultanan 
untuk sementara waktu dijalankan oleh dewan Mangkubumi. Meskipun keadaan 
kesultanan demikian, perlawanan terhadap Belanda masih terus berlanjut. 
Belanda yang baru hanya menguasai kesultanan telah memproklamirkan 
bahwa Aceh telah di taklukan Belanda dan pemerintah belanda telah menggantikan 
kedudukan sultan dan menempatkan Aceh besar menjadi milik pemerintah Hindia 
Belanda. Belanda mengusahakan daerah-daerah di luar Aceh besar untuk mengakui 
kedaulatannya, jika hal ini tidak dapat dilakukan dengan jalan damai maka akan 
ditempuh dengan jalan kekerasan. Belanda menyangka dengan menduduki keraton 
dan sebagian Aceh besar sudah cukup untuk membuat Aceh menyerah. Namun yang 
terjadi adalah perlawanan rakyat Aceh semakin meningkat, perlawanan terjadi 
diseluruh Aceh secara gerilya di bawah pimpinan para ulama antara lain Panglima 
Polin, Teuku Cik Ditiro dan Teuku Umar. Perlawanan rakyat Aceh menjadi semakin 
hebat lagi setelah tahun 1884, pada waktu itu sultan Muhammad Daud Syah telah 
dewasa. Dengan bantuan Ulama perlawanan di seluruh Aceh semakin gencar. 
Perlawanan di berbagai daerah dilancarkan dengan taktik gerilya ini semakin 
menyulitkan Belanda. Karena itu Belanda menerapkan taktik memikat para 
 pemimpin. Tetapi usaha inipun banyak mengalami kegagalan. Para pemimpin seperti 
Teuku Umar, membelot kembali dan meneruskan peperangan.  
Perlawanan rakyat Aceh menjadi tidak terpatahkan dengan adanya semangat 
perang sabil yang dikobarkan para ulama. Perang sabil menjadi ideologi rakyat Aceh 
dalam menghadapi Belanda. Jatuhnya korban-korban perang telah menimbulkan 
ketegangan masyarakat Aceh. Melalui hikayat perang sabil ini para pemimpin agama 
menyatakan bahwa perang sabil dalam menghadapi orang kafir yang menduduki 
negeri islam merupakan suatu kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh setiap orang 
islam dan berdosalah ia kepada Tuhan bila tidak mau melaksanakannya (perang di 
jalan Allah). Rakyat Aceh memahami perang yang mereka lakukan adalah sebagai 
perang di jalan Allah termasuk dalam jihad fi sabilillah.  
Melalui penyebaran ideologi perang sabil para ulama berusaha menggugah 
rakyat menjadi lebih dinamis dalam menghadapi musuh. Strategi yang 
dijalankan adalah menumbuhkan kemauan keras untuk berperang dan 
berlandaskan firman Allah dan sunnah Nabi. Hal ini didukung oleh sekutu 
ulama yaitu para uleebalang. Dengan begitu ideologi perang sabil tumbuh 
sebagai motor penggerak dalam perang melawan Belanda. Para ulama 
mempergunakan pusat-pusat pengajian atau dayah sebagai tempat 
menggodok pengikut-pengikutnya untuk menghimpun kekuatan untuk 
menghadapi Belanda. (Ibrahim Alfian, 1987: 151).  
Pada masa ini terlihat peranan ulama sangat menonjol, namun pada tahun-
tahun pertama peperangan melawan Belanda mereka tidak terlalu aktif dalam upaya 
melawan musuh. Hal ini disebabkan segala sesuatu mengenai urusan pemerintahan 
dibebankan pada pemimpin adat yaitu uleebalang. Setelah pemimpin-pemimpin adat 
makin banyak yang mengakui kedaulatan Belanda, pemimpin-pemimpin agama 
mulai muncul sebagai pemimpin perang.  
Para uleebalang yang berhasil dikalahkan oleh Belanda kemudian diangkat 
kembali namun dengan kekuasaan terbatas para kepala daerah atau uleebalang yang 
khawatir kekuasaannya akan hilang bila tetap melawan Belanda, setuju membuat 
perjanjian Korte Verklaring. yang berisi penyerahan diri kepada Belanda secara 
mutlak. Isi perjanjian Korte Vorklaring itu berbunyi :  
 a. Mengakui raja Belanda sebagai yang dipertuan yang sah dan sebagai tandanya 
tidak akan mengangkat bendera lain baik di darat maupun di laut selain bendera 
Belanda 
b. Memerintah dengan adil, menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri-negeri 
bersama tetangga-tetangganya, memajukan kemakmuran rakyat dan melindungi 
perdagangan, kerajinan tangan pertanian dan pelayaran  
c. Dengan segala kekuatan menentang perdagangan budak dan mengawasi 
perampokan dan penculikan manusia  
d. Memberi bantuan kepada orang yang mengalami kerusakan kapal dan 
menyimpan barang-barangnya sampai ke pantai dan tidak membiarkan jika 
rakyat tidak mentaatinya  
e. Tidak akan memberi tempat persembunyian kepada kawula Hindia Belanda yang 
bersalah melakukan pelanggaran  
f. Tidak akan melakukan hubungan ketatanegaraan dengan negara asing (Hasan 
Sholeh, 1992: 15).  
Penandatanganan Korte Verklaring itu telah menempatkan para uleebalang 
sebagai kaki tangan Belanda yang memusuhi ulama dan rakyat Aceh. Sebagai 
imbalan atas penghianatan itu Belanda memberi gaji bulanan dan tunjangan kepada 
para uleebalang. Belanda mengakui uleebalang sebagai raja kecil di wilayahnya 
masing-masing dan memberikan kekuasaan penuh kepada mereka dalam bidang 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam bidang eksekutif uleebalang yang telah 
menandatangani Korte Verklaring berhak memerintah di negerinya masing-masing, 
di bidang legislatif diatur berdasarkan adat istiadatnya sendiri, di bidang yudikatif 
dibentuk lembaga peradilan yang berwenang menjatuhkan dengan apapun kepada 
pihak yang tidak disukai, sehingga cukup membawa penderitaan bagi rakyat. 
Kekuasaan peradilan ini tidak hanya di bidang sipil dan kepidanaan tetapi juga 
meliputi masalah keagamaan serta masalah nikah, pasah, talak, dan rujuk. Selain itu 
agar uleebalang mau bekerjasama dengan Belanda mereka juga diberi sejumlah uang 
sumbangan (Ibrahim Alfian, 1987: 79). 
Sejalan dengan banyaknya uleebalang yang telah tunduk kapada Belanda 
munculah tipe kepemimpinan kharismatik dari para ulama. Rakyat Aceh yang 
 sebagian besar petani dan tidak semua sanggup mengikuti pendidikan agama, 
menumbuhkan harapannya kepada para ulama. Ulama tidak hanya sebagai orang 
yang mampu mengajarkan ilmu agama tetapi juga mampu memberi petunjuk dan 
bimbingan tentang bagaimana seharusnya bertindak dan bersikap dalam menghadapi 
agresi Belanda. Para ulama tampil sebagai pemberi arahan dengan mengubah hikayat 
perang sabil untuk menggerakkan rakyat dan mengumpulkan dana dalam melawan 
musuh.    
Untuk menghadapi perlawanan rakyat Aceh yang tidak pernah bisa 
dipadamkan ini pemerintah Kolonial Belanda meminta Snouck Hurgronje untuk 
melakukan penyelidikan terhadap rakyat Aceh. Snouck Hurgronje adalah seorang 
ahli bahasa arab yang telah mendapatkan pengakuan internasional tentang 
pengetahuannya mengenai dunia islam, berkat penelitiannya di Mekah dan Jedah. 
Hasil karyanya itu merupakan telaah sumber-sumber yang disusun sebagai suatu 
penelitian lapangan yang sangat modern pada saat itu. Snouck Hurgronje 
mengadakan penelitian ke Aceh atas permintaan pemerintah Hindia Belanda untuk 
kepentingan politik Belanda, khususnya untuk memperoleh gambaran yang tepat dan 
lengkap tentang kehidupan islam di Aceh serta pengaruhnya terhadap politik dan 
hubungan kemasyarakatan di Aceh (Ibrahim Alfian, 1987: 24).  
Sejak pertengahan Juli sampai Februari 1892 ia telah melakukan penyelidikan 
untuk pertama kalinya setelah dua puluh tahun sesudah perang dimulai, dari hasil 
penelitian ini dapat diketahui bagaimana keadaan sebenarnya di Aceh, tentang 
penduduknya, pentingnya adat dan agama dalam masyarakat, pikiran dan tulisan 
orang Aceh tentang perang. Hasil penelitiannya juga memuat tentang permainan 
anak-anak, adat istiadat perkawinan, hubungan kekuasaan antara kaum ulama dan 
uleebalang dan pemimpin-pemimpin perlawanan. Laporan itu merupakan sebuah 
pengungkapan fakta yang dijadikan Belanda sebagai pijakan untuk mengatur strategi 
dan kebijaksanaan dalam menghadapi perlawanan rakyat Aceh. Menurut Snouck 
Hurgronje melakukan pendekatan terhadap istana sama sekali tidak ada artinya, 
karena di Aceh terdapat tiga pihak dimana dari ketiga pihak tersebut Sultan dapat 
diabaikan dan ulama sebagai pihak yang paling tidak kenal kompromi harus dipukul 
paling keras. Cara ini cenderung pada pola kolonial tradisional yaitu dengan 
 memberikan dukungan kepada pihak adat yaitu uleebalang (Paul Van’t Veer, 1977: 
154-155).  
Snouck Hurgronje berpendapat bahwa ulama memainkan peranan dalam 
menggerakkan rakyat untuk melakukan perang sabil melawan Belanda. Untuk 
menghadapi perlawanan tersebut Belanda harus menempuh cara yang tegas. Untuk 
itu hanya ada satu garis kebijaksanaan yaitu menguasai mereka dengan kekuatan 
sendiri. Dan tidak melakukan kontak dengan mereka sebelum ulama menyerah. Bagi 
pemerintah kolonial hasil penyelidikan ini telah membuka tabir kegelapan dalam 
menghadapi perlawanan rakyat Aceh. Usul-usul Snouck Hurgronje dituangkan dalam 
perintah Gubernur Jenderal W. Roose Boon kepada Letnan Jenderal Van Heutsr, 
gubernur sipil dan militer di Aceh yang menggunakan tangan besi dalam menghadapi 
Aceh (Ibrahim Alfian, 1990: 181). Van Heurtsz yang didampingi Snouck Hurgronje 
sebagai penasehat berhasil mencapai kebijakan untuk melumpuhkan perlawanan 
Aceh, politik kekerasan ini terus dijalankan sampai akhir perang Aceh.  
Setelah mengetahui latar belakang kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh 
Belanda berhasil mencapai kemajuan dalam perang Aceh. Snouck Hurgronje berhasil 
menjadi penasehat resmi urusan islam dan pribumi. Ia berhasil masuk dan menyamar 
ke dalam masyarakat Aceh salah satu pendapatnya untuk mematahkan perlawanan 
Aceh dengan memecah belah persatuan rakyat Aceh yaitu dengan memecah 
persatuan antara pemimpin agama atau ulama dengan pemimpin adat atau uleebalang 
dan menjadikan uleebalang sebagai oposisi terhadap pengaruh ulama. 
Akhirnya pada tahun 1903 aliansi antara uleebalang dan pemerintah kolonial 
Belanda dapat tercapai. Pada tahun itu juga perlawanan rakyat Aceh dapat 
dipatahkan. Teuku Umar terbunuh dalam pertempuran di Aceh Barat, Panglima 
Polim juga menyerah setelah keluarganya ditangkap, pada tahun yang sama Sultan 
Aceh menyerah setelah melakukan perlawanan yang hebat di Benteng Bate di Bate 
Ilir. Pada tahun 1904 seluruh perlawanan rakyat Aceh dapat dipatahkan, sultan Aceh 
yang terakhir Muhammad Daud Syah akhirnya diasingkan ke Ambon pada tahun 
1907 karena dicurigai berusaha menyusun kekuatan kembali untuk melawan Belanda 
(Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1991: 47) 
 Kekalahan Aceh terhadap Belanda pada tahun 1903, ketika sultan menyerah, 
telah mengganggu perimbangan kekuatan tradisional yaitu diantara kekuatan-
kekuatan sosial politik utama di Aceh yaitu sultan, uleebalang, dan ulama. Dalam 
usaha mengalahkan Aceh, pada tahun 1874 Belanda mencoba mengusik 
keseimbangan diantara kekuatan-kekuatan tradisional ini dengan memperkenalkan 
sistem kekuasaan pemerintahan sendiri bagi para uleebalang dalam bentuk korte 
verklaring. Namun belanda mengubah perjanjian ini dengan memaksa uleebalang 
untuk menganggap wilayah mereka sebagai bagian dari Hindia Belanda dan 
memandang musuh Belanda sebagai musuh mereka pula (Nazarudin Sjamsudin, 
1988: 17) 
Berkat kebijakan ini, Belanda berhasil memecah belah kekuatan-kekuatan 
yang ada di Aceh dengan menciptakan konflik terus menerus antara kelompok pro 
sultan dan pro uleebalang. Kebanyakan Uleebalang menerima korte verklaring dan 
hanya sedikit yang masih setia kepada sultan. Akan tetapi sultan sepenuhnya 
didukung oleh para ulama. Ulama akhirnya mengambil alih kepemimpinan dalam 
perjuangan menentang Belanda, kaum ulama memberikan warna agama dan 
bertumpu pada taktik gerilya, sehingga berhasil memperpanjang perlawanan dan 
mencegah Belanda meletakkan Aceh dibawah kendalinya secara penuh sampai kira-
kira sepuluh tahun setelah sultan menyerah.   
Keberhasilan politik adu domba yang dijalankan oleh Belanda selama 
berkuasa di Aceh telah membuahkan bibit-bibit permusuhan antara ulama dan 
uleebalang meskipun persaingan itu pada mulanya tidak sampai pada tindak 
kekerasan. Dalam beberapa kali untuk menghadapi para penjajah kadang bekerja 
sama tanpa disadari terjalin kembali. Tetapi tidak jarang kerjasama golongan yang 
memiliki posisi menguntungkan sebagai akibat hubungan baik mereka dengan 
penjajah akan lebih menonjol. Mereka menjadi pelopor dari semua kegiatan yang ada 
dan  muncul sebagai tokoh-tokoh penting yang diakui oleh penjajah. Sementara 
golongan yang tersisihkan pada saat itu memandang semua ini penuh dengan 
kecurigaan dan menilai mereka sebagai saingan yang membahayakan. 
Sikap perdamaian yang diciptakan oleh sebagian golongan uleebaang 
terhadap Belanda, oleh golongan Ulama diimbangi dengan sikap yang permusuhan 
 yang berkepanjangan. Bahkan ketika diadakan perubahan-perubahan penting oleh 
Belanda dalam meningkatkan taraf hidup pribumi melalui sekolah-sekolah model 
barat tetapi ditolak oleh golongan ini. Sebagai penganut islam yang fanatik, mereka 
memandang setiap perubahan yang datang dari sudut keislaman, sehingga apabila 
terjadi perubahan yang bukan bersumber dari islam lebih-lebih dari Belanda yang 
kafir dianggap sebagai penyimpangan islam yang haram untuk diikuti, meski 
kemudian pada proses selanjutnya sebagian golongan ini telah mengambil sikap 
terhadap pendidikan barat. Permusuhan terhadap Belanda secara otomatis merupakan 
permusuhan bagi pengikut Belanda dan tidak jarang bagi para pengikut Belanda 
dikelompokan sebagai orang kafir. Keadaaan seperti ini selama masa penjajahan 
tidak pernah dapat mempersatukan kedua golongan ini dalam satu kesatuan demi 
kepentingan bersama. Masing-masing berdiri sendiri untuk kepentingan golongannya 
dan pada setiap kesempatan berusaha memperkuat posisi masing-masing. 
Banyak golongan uleebalang yang secara diam-diam berpihak kepada 
Belanda, disebabkan karena ketergantungan satu pihak atas pihak lainnya dalam 
mencapai tujuan masing-masing, yang satu sebagai imperialis dan yang lain sebagai 
kapitalis untuk menumpuk kekayaan. Inilah yang mendorong Belanda dan 
uleebalang menggalang persetujuan diantara mereka dalam menghadapi kobaran 
perasaan anti Belanda yang membakar semangat juang rakyat diseluruh pelosok 
Aceh. 
Berpihaknya uleebalang-uleebalang kepada menimbulkan reaksi keras dari 
kaum ulama sehingga mereka menuduh uleebalang telah menyeleweng dari cita-cita 
perjuangan. Hal ini menyebabkan pertentangan yang sudah ada semakin tajam. 
Gejala-gejala keruntuhan yang terlihat karena berpihaknya uleebalang kepada 
Belanda mendorong kaum ulama maju kemuka mengambil alih pimpinan perjuangan 
yang tadinya dipegang oleh uleebalang. (M Nur El Ibrahimy, 2001: 103) 
Dapat disimpulkan Perang Aceh ini dapat dibagi atas beberapa fase yang 
saling bersentuhan. Fase pertama perang berada dibawah komando sultan, tetapi 
setelah dalam/ keraton diduduki dan sultan mangkat sedangkan sultan yang  baru 
dinobatkan masih dibawah umur, perang Aceh merupakan perang-perang dari daerah 
yang berada dibawah komando para uleebalang. Struktur kenegaraan yang relatif 
 lemah dan ikatan sultan dengan uleebalang yang longgar mengakibatkan hubungan 
antara keduanya mudah terganggu oleh faktor luar, begitu faktor luar dapat 
menguasai dalam/ kraton maka uleebalang-uleebalang lebih banyak bertindak dari 
pada menunggu perintah dari sultan. Inilah fase kedua, dimana para uleebalang 
tampil sebagai pemimpin dan sultan hanya merupakan unsur pemersatu daripada 
komando. Fase ketiga adalah sejarah yang terpanjang dan paling berdarah dari 
perang Aceh. Tak berapa lama uleebalang terkemuka disepanjang pantai timur telah 
dapat ditaklukaan dan bersedia menerima kedaulatan belanda melaui perjanjian korte 
verklaring. Saat inilah para ulama tampil pada tampuk kepemimpinan. (Ibrahim 
Alfian, 1987: 9-10) 
Bagi Aceh perang aceh telah memberikan dampak struktural yaitu 
terpecahnya sistem kepemimpinan aceh, uleebalang yang didukung pemerintah 
kolonial Belanda dan ulama didukung oleh rakyat sehingga pertentangan diantara 
keduanya semakin tajam. Pertentangan antara ulama dan uleebalang sebenarnya 
sudah berlangsung lama dalam sejarah Aceh akan tetapi sejak sebelum pecahnya 
perang dunia II, konflik ini kembali ke permukaan menjadi pertentangan yang 
terbuka walaupun belum merupakan satu bentrokan atau perang fisik.  
 
B. Bentuk Konflik Antara Ulama-Uleebalang 
1. Reaksi Uleebalang Terhadap Berdirinya PUSA 
Perlawanan masih terus dikobarkan oleh para ulama Meskipun sultan Aceh 
telah menyerah kepada Belanda pada tahun 1903. Pada saat itu aktivitas ulama masih 
mewarnai kehidupan sosial budaya dan politik. Kemudian dimasa-masa berikutnya 
aktivitas ulama lebih terarah pada bidang pendidikan. Pada tahun 1939 ulama 
membentuk sebuah organisasi modern dengan nama PUSA (Persatuan Ulama 
Seluruh Aceh) (Taufiq Abdullah, 1983: 59). Prakarsa untuk mendirikan PUSA ini 
berasal dari teungku Abdurahman Meunasah Meuncap pada. tujuan didirikan PUSA 
ini adalah: 
a. Untuk menyiarkan menegakkan dan mempertahankan syiar islam terutama di 
tanah Aceh yang dulu pernah dikenal sebagai negeri serambi mekah telah 
berubah menjadi negeri yang amat ketinggalan  
 b. Berusaha mempersatukan paham ulama-ulama di Aceh dalam berbagai persoalan 
terutama yang menyangkut hukum syariat. Karena berdasarkan pada pengalaman 
yang lalu membuktikan bahwa akibat terjadinya perbedaan paham antara ulama 
telah menyebabkan pertentangan diantara mereka yang membawa perpecahan 
c. Berusaha untuk memperbaiki dan mempersatukan rencana pelajaran sekolah-
sekolah agama di seluruh Aceh. 
Setelah berhasil menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka 
dilakukan pemilihan ketua beserta pengurus harian PUSA, susunan pengurusnya 
adalah sebagai berikut 
Ketua I : Teungku M Daud Beureueh 
Ketua II : Teungku Abdurahman Meunasah Meucap 
Setia Usaha I : Teungku M Nr El Ibrahimy 
Setia Usaha II : Teungku Ismail Yakub 
Bendahara I : M Amin 
Komisaris : Teungku Abdu Wahab 
  : Teungku Syekh Abdul Hamid Samalanga 
  : Teungku Usman Lampoh Awe 
  : Teungku Yahya Baden Peudada 
  : Teungku Mahmud Simpang Ulim 
  : Teungku Ahmad Demanhuri Takengon 
  : Teungku Usman Aziz Ihok Sukon 
  : Teungku M daud 
 Dalam waktu yang singkat berdirilah organisasi-organisasi dibawah bentukan 
PUSA, seperti Pemuda PUSA pimpinan Husin Al Mujahid, Pandu PUSA pimpinan 
Gani Usman, Muslimat PUSA pimpinan Omi Asma dan didirikan pula sekolah 
PUSA di Bireun yang diberi nama normal Islam pimpinan M Nur El Ibrahimy.  Pada 
awal pendirian PUSA lebih menekankan pada bidang pendidikan, namun dalam 
perkembangannya PUSA tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan politik, dalam 
hal ini kepentingan politik PUSA adalah mengusir kaum penjajah dari Aceh (Hassan 
Shaleh, 1992: 18) 
  Kemajuan sekolah-sekolah sekuler yaitu sekolah-sekolah yang didirikan 
Belanda dengan menggunakan sistem pendidikan Barat yang merugikan sekolah 
agama menimbulkan perkembagan politik semakin rumit sepanjang dua dekade 
terakhir penjajahan Belanda di Aceh. Disatu sisi keadaan ini memperkuat 
antagonistik antara ulama dengan uleebalang, namun disisi lain telah menyadarkan 
sebagian uleebalang akan pentingnya gerakan keagamaan. Kondisi seperti ini 
menimbulkan konflik maupun rekonsiliasi antara ualma dan uleebalang. Belanda 
melihat adanya bahaya dalam perkembangan yang seperti ini. Oleh sebab itu Belanda 
menggunakan kembali politik devide et impera untuk memisahkan ulama dan 
uleebalang, Belanda menghembuskan desas desus bahwa pendirian PUSA adalah 
untuk menghidupkan kemballi lembaga kesultanan yang telah dihapuskan oleh 
Belanda, PUSA akan berjuang untuk mengangkat seorang sultan. Isu ini membuat 
gusar sebagian uleebalang yang ingin mempertahankan status quonya. Para 
uleebalang menuduh bahwa pendirian PUSA adalah unuk menghidupkan kembali 
kesultanan, bahkan para uleebaalang memberikan sindiran bahwa PUSA adalah 
singkatan dari pembunuh uleebalang seluruh Aceh  
 Pemuda PUSA yang semakin berorientasi pada politik dan gerak-gerakanya 
yang semakin radikal menyebabkan Belanda memaksakan peraturan yang lebih ketat 
kepada uleebalang yang bertanggung jawab terhadap keamanan di daerahnya 
masing-masing, hal ini menyebabkan pemuda PUSA menuduh Uleebalang sebagai 
pro Belanda. Dengan demikian, hubungan kerjasama yang pada mulanya diusahakan 
PUSA dengan uleebalang mulai memburuk. 
 
2. Persaingan Politik Ulama-Ulenebalag Masa Pendudukan  Jepang 
Timbulnya perang pasifik, antara Belanda dan sekutunya dengan Jepang telah 
memperbesar tekat PUSA untuk mengusir Belanda dari Aceh. Pada bulan Desember 
1941 Tngk Daud Beureueh ketua Pengurus Besar PUSA, tngk Abdul Wahab, kepala 
cabang PUSA Aceh Raya Teuku Nyak Arif, Teuku M Ali, Teuku Panglima Polim 
dan Teuku Ahmad mengadakan pertemuan di rumah Teuku Nyak Arif. Mereka 
berjanji sumpah setia kepada islam, kepada tanah air dan bangsa serta memutuskan 
untuk bekerjasama dengan Jepang dalam melawan Belanda. Mereka juga menyusun 
 pemberontakan atas nama PUSA, ketua PB PUSA memberikan surat pengangkatan 
kepada Teuku Nyak Arif sebagai penasehat umum PUSA dalam usaha memberontak 
kepada Belanda dan menyambut kedatangan Jepang yang akan membantu dan 
bekerjasama dengan merka dalam usaha membina kemakmuran Asia Timur Raya. 
Maka diaturlah barisan-barisan propaganda keseluruh Aceh oleh PUSA dan 
pemudanya.  
Akhir Desember 1941, beberapa pemuda telah menghubungi Jepang yang 
sedang bergerak menuju Singapura. Diantara pemuda itu adalah Said Abubakar yang 
berasal dari Aceh dan ia memperoleh kepercayaan dari mayor Fujiwara Kikan, dalam 
pembicaraan tersebut Said Abubakar menggambarakan PUSA sebagai organisasi 
agama yang sangat anti Belanda, dan menawarkan untuk menggabungkan PUSA 
dengan Fujiwara Kikan. Sesampainya di Aceh ia segera menghubungi PUSA dan 
mereka sepakat untuk bekerja sama. Said Abubakar telah membuat perjanjian 
tersendiri dengan Jepang bahwa orang Aceh yang akan menyambut kedatangan 
Jepang akan menggunakan huruf F sebagai singkatan Fujiwara Kikan yang akan 
ditempel dilengan kiri bajunya (Teuku Muhammad Ali Panglima Polim, 1996: 17) 
Tanggal 12 Maret 1942 mendaratlah tentara jepang, berita kedatangan Jepang 
ini segera tersebar luas , rakyat yang tertarik dengan janji Jepang yang disampaikan 
lewat Said Abubakar dengan berani memasang tanda F hitam diatas dasar putih yang 
ditempelkan dilengan kiri baju masing-masing. Pendaratan Jepang ini beralangsung 
dengan tanpa pertumpahan darah, hal ini tidak terlepas dari dari kegiatan anti 
Belanda yang dipimpin oleh panglima Polim.  
Pada saat itu pasukan Belanda yang berada di Kutaraja sedang melakukan 
pengejaran terhadap para pemberontak yang masuk kehutan, dalam keadaan kosong 
dari orang-orang Belanda, Jepang menduduki Kutaraja dan segera menempatkan 
Fujiwara Kikan untuk Aceh. Kemudian dibentuk pemerintahan baru, orang-orang 
yang dulu aktif dalam barisan F ditempatkan dalam pemerintahan. Teuku Nyak Arif 
diangkat menjadi Gunco (wedana) Kutaraja, panglima Polim diangkat menjadi gunco 
Seulimeum. Haji Abubakar menjadi gunco Bireun. Sedangkan uleebalang-
uleebalang yang lain diangkat menjadi sunco (camat) selain dari kalangan 
 uleebalang, sunco juga diambil dari kalangan PUSA.( Ensiklopedia Nasional 
Indonesia, 1991: 144) 
 PUSA memegang jabatan sunco hanya berlangsung sekitar 3-4 bulan. 
Tampaknya penguasa-penguasa Jepang menaruh curiga kepada PUSA, Jepang 
percaya bahwa PUSA mau bekerja sama dengan Jepang hanya untuk mendapatkan 
kekuasaan, sehingga Jepang menempuh tehnik klasik seperti yang telah dilakukan 
Belanda yaitu dengan menyeimbangkan kaum ulama dengan kaum uleebalang. 
Jepang menegaskan behwa mereka hendak melanjutkan kebijakan kolonial Belanda 
dengan membiarkan pemerintahan pribumi berada ditangan Uleebalang. Kebanyakan 
uleebalang, kecuali mereka yang dipandang pro Belanda disahkan kedudukannya. 
Pada akhir pendudukan, semua kedudukan tingkat kawedanan dipegang oleh 
uleebalang. Dengan kekuasaan yang diberikan Jepang kembali kepada uleebalang, 
antagonisme antara dua kelompok ini muncul kembali. Dengan berkuasanya 
uleebalang dalam bidang eksekutif dan ulama dalam bidang yudikatif, terjadilah adu 
kekuatan masing-masing untuk melumpuhkan lawannya. 
Namun waktu membuktikan bahwa kesinambungan otoritas uleebalang itu 
ternyata tidaklah lama. Ketika perang mulai tidak menguntungkan jepang, dan ketika 
penguasa militer mulai menuntut lebih banyak dari rakyat Aceh untuk 
mempersiapkan diri menghadapi serangan balik dari sekutu, maka Jepang 
memberikan konsesi-konsesi kepada ulama yang dianggap sebagai pemimpin yang 
populer. Perubahan yang paling penting adalah perbaikan tata usaha pengadilan yang 
mulai dilaksanakan pada awal 1944. Satu aspek dari reorganisasi pengadilan adalah 
sistem pengadilan khusus guna meelaksanakan hukum islam dalam persoalan yang 
menyangkut perkawinan, perceraian, pewarisan, zakat fitrah, perwalian dan status 
yatim piatu (Audrey R. Kahin: 1989:95) 
Rencana pembaharuan ini adalah untuk mengadakan dua sistem pengadilan 
agama dan umum, sebelum datangnya Belanda, di Aceh terdapat pengadilan untuk 
kasus-kasus keagamaan terutama warisan dan perkawinan dan pengadilan uleebalang 
(pengadilan adat) untuk kasus-kasus umum. Tetapi sebagian kasus secara tidak resmi 
ditanggulangi oleh Keuchi (kepala desa) dan Teungku meunasah (pemimpin agama 
desa). Para uleebalang menjadi besar pengaruhnya karena merekalah yang berhak 
 menunjuk keuchi, Teungku meunasah dan kadhi. Pada jaman Belanda, para 
uleebalang mendapat kekuasaan yang lebih besar lagi karena masalah keagamaan 
juga dimasukan kedalam pengadilan adat, dan kadhi hanya sebagai penasehat. (Saya 
Shiraisi, 1985 : 59) 
Rencana perubahan pengadilan ini sangat ditentang oleh uleebalang, karena 
perubahan ini berarti hilangnya wewenang uleebalang di bidang pengadilan. 
Kedudukan  uleebalang sebagai penguasa adat dipertanyakan begitu mereka dicabut 
dari dasar kelembagaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi adat. Hilngnya wewenang 
ini semakin diperberat lagi dengan kenyataan bahwa Jepang sangat mempercayai 
nasihat-nasihat para pemimpin PUSA dalam mengankat para anggota pengadilan-
pengadilan baru itu. (Audrey R. Kahin, 1989: 95-96) 
. Pertentangan antara ulama dan uleebalang ini terus berlangsung, apabila 
salah satu pihak mendapatkan posisi dalam pemerintahan, pihak lawan menganggap 
bahwa kekuatan dan pengaruh mereka semakin berkurang. Sebagian uleebalang yang 
memiliki pengalaman mendapatkan kembali jabatan mereka dalam pembaharuan 
sistem pangadilan ini. Dengan adanya pembaharuan sistem ini permusuhan antara 
ualama dan uleebalang semakin meningkat. 
Kerjasama para pemimpin PUSA bukanlah tanpa suatu alasan, sebagai 
imbalan kerjasama tersebut mereka mendapat kekuasaan dari Jepang yang kini mau 
mengakui peranan kaum ulama dalam bidang politik, meskipun pada awal tahun 
1943 Jepang masih enggan untuk membentuk badan penasehat agama. Namun begitu 
posisi ulama meningkat Jepang mengubah badan penasehat itu menjadi dewan ulama 
dan mengangkat ketua PUSA Daud Beureueh sebagai wakil ketua II. Padahal 
sebelumnya dewan ini di dominsai oleh kaum uleebalang, hal ini menyebabkan 
perasaan cemas dikalangan uleebalang, sehingga sikap saling mencurigai diantara 
keduanya semakin meningkat yang meletus menjadi sebuah pertarungan fisik pada 
masa awal kemerdekaan Indonesia. 
 
3.  Perang Cumbok 
Konflik antara ulama dan ulebalang semakin memasuki babak yang kritis, 
terutama setelah terdengar berita kekalahan Jepang. Datangnya berita kekalahan 
 Jepang di Aceh baru di umumkan secara resmi pada tanggal 23 Agustus 1945 dan 
baru tanggal 25 Agustus pemerintah Jepang mengeluarkan maklumat kepada seluruh 
rakyat Aceh yang menyatakan bahwa perang telah selesai dan Jepang telah menyerah 
kepada sekutu. Tanggal 27 Agustus, pesawat tempur sekutu menjatuhkan surat 
selebaran yang menyatakan bahwa perang telah selesai Jepang telah mengaku kalah 
tunduk tidak dengan perjanjian dan ditutup dengan kata hiduplah Sri Ratu! Hiduplah 
Indonesia!. Berdasarkan kata penutup surat selebaran tersebut, menyatakan identitas 
raja Belanda secara nyata. Sejak saat itu rakyat Aceh berpendapat yang akan datang 
atas nama sekutu adalah Belanda. Oleh karena itu golongan yang terang-terangan 
melawan Belanda pada waktu Jepang datang,  dalam hal ini adalah PUSA menjadi 
gelisah. Sedangkan golongan yang tersisih dengan pendudukan Jepang pada waktu 
itu yaitu uleebalang merasa gembira dan bersiap untuk menyambut kedatangan 
Belanda.  
Bagi penduduk umum di daerah ini pada waktu itu adalah suatu kenyataan 
yang tidak dielakkan bahwa rekapitulasi Jepang berarti kembalinya Belanda ke 
daerah Aceh. Tidak terlintas dalam hati mereka bahwa dengan rekapitulasi Jepang 
kemungkinan-kemungkinan dalam hubungannya dengan perubahan ketatanegaraan 
tanah air pun akan timbul.  
Rakyat pada masa menanti ini terbagi dalam tiga golongan, Pertama, 
golongan terbesar yang menanti segala sesuatu dengan tenang tidak mengambil 
perhatian yang mungkin terjadi. Golongan ini adalah golongan yang tidak 
berorientasi politik dan menerima segala sesuatu dengan tangan terbuka.  
Kedua, golongan yang terdiri dari mereka yang sangat bergembira atas 
rekapitulasi Jepang, golongan ini bercita-cita mengembalikan kekuasaan Belanda ke 
tanah air. Dalam golongan ini adalah mereka yang semasa Belanda mempunyai 
kedudukan tinggi yang memberikan mereka kesempatan hidup dalam kemewahan. 
Rekapitulasi Jepang bagi golongan ini berarti pengembalian kekuasaan Belanda dan 
pengembalian kekuasaan Belanda berarti pula pengembalian kehidupan mereka yang 
diliputi oleh kesenangan, kemegahan, dan kemewahan mereka adalah para 
uleebalang 
 Ketiga, golongan yang terdiri dari mereka yang sekalipun pada lahirnya 
tampak tenang, namun batinnya dalam keadaan gelisah. Mereka khawatir tentang 
akibat-akibat yang kelak akan timbul bila Jepang lenyap dan Belanda kembali 
menduduki daerah ini. Pada mulanya tidak tampak sesuatu hal yang akan menjadi 
pokok perselisihan diantara kedua golongan tersebut, namun lambat laun tampak hal-
hal yang menyebabkan timbulnya pertentangan antara yang satu dengan yang lain. 
Golongan yang menginginkan pengembalian kekuasaan Belanda mulai berusaha 
mengumpulkan bahan-bahan mengenai tingkah laku dan perbuatan-perbuatan 
golongan yang disebutkan terakhir selama masa pendudukan Jepang. Mereka mulai 
menjalankan siasat guna mengetahui dan mencatat nama-nama setiap orang yang 
pernah bekerjasama dengan Jepang dan segala sesuatu yang dapat memberi tekanan 
pada diri kolabolator ini. Reaksi dari pihak yang disiasati segera timbul sehingga 
keadaan menjadi genting. (Insider dalam M. Nur El Ibrahimy, 2001 : 106) 
Aktivitas golongan uleebalang seperti diatas oleh golongan ulama dianggap 
sebagai suatu petunjuk bahwa usaha uleebalang yang selama beberapa waktu setelah 
terjadi perang Aceh telah berkhianat kepada tanah air dengan memihak Belanda, 
hendak berkhianat untuk kedua kalinya. Keadaan menjadi bertambah tegang saat 
masing-masing pihak menyusun barisan, bersiap-siap menghadapi kemungkinan 
yang akan terjadi. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama karena para pemuda 
yang bekerja pada kantor berita Jepang Domei secara rahasia berhasil mendengar 
berita proklamasi kemerdekaan RI. Selanjutnya berita ini cepat berkembang di 
kalangan instansi pemerintah. 
Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia segera disambut oleh seluruh 
rakyat Aceh. Berita ini juga disambut baik oleh para kaum ulama. Dalam waktu yang 
cepat mereka menjadi orang-orang Republikan. Teungku Daud Beureueh sebagai 
ketua PUSA menyerukan seluruh rakyat bersiap mempertahankan republik dan 
mengikis habis antek-antek Belanda dari Aceh. Bendera merah putih segera 
dikibarkan di kantor-kantor PUSA. Pemakaian nama PUSA perhalan-lahan mulai 
surut dan berganti istilah kaum republikan atau kaum revolusioner. Sebaliknya kaum 
feodal (uleebalang) diberi nama kaum NICA atau kaum kontra revolusioner (Hasan 
Shaleh, 1992: 36) 
 Para ulama sebagai salah satu golongan yang berpengaruh dalam masyarakat 
Aceh melihat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah hal yang tidak 
disenangi Jepang maupun Belanda, mereka terang-terangan ingin mengembalikan 
kekuasaan kolonialnya dengan kekuatan senjata api. Oleh karena itu pada tanggal 15 
Oktober 1945 ulama Aceh mengeluarkan maklumat bersama. Maklumat tersebut 
merupakan suatu fatwa bahwa perang melawan Belanda mempertahankan republik 
Indonesia adalah suatu keharusan dalam agama dan dapat dinamakan perang sabil, 
yang jika meninggal akan mendapatkan pahala syahid (Rusdi Sufi, 1997:70) 
Fatwa ulama ini dengan cepat beredar ke segala lapisan masyarakat Aceh, 
tidak lama setelah keluarnya maklumat tersebut terbentuklah badan-badan kelaskaran 
untuk membantu tentara resmi daerah Aceh yang telah ada. Hampir semua badan 
kelaskaran rakyat Aceh dikoordinir oleh ulama dan pemuda PUSA. Semangat jihad 
fisabilillah yang telah dikumandangkan berhasil menarik perhatian sebagian besar 
rakyat dan ikut bergabung mendukung badan-badan kelaskaran tersebut. Badan-
badan kelaskaran rakyat yang dibentuk lebih diwarnai oleh jiwa-jiwa islam sehingga 
lebih mengarah kepada kepentingan golongannya. Jadi badan-badan ini bukan saja 
bertujuan mempertahankan kemerdekaan tetapi ciri ideologis golongan demi 
kelangsungan kehidupan golongan turut berperan, sehingga semakin menimbulkan 
pertentangan dengan golongan uleebalang. Pihak uleebalang yang telah terbiasa 
berdiri sejak zaman kerajaan aceh menghadapi perubahan-perubahan ini 
menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang semakin besar terhadap golongan ulama. 
Uleebalang merasa seakan-akan kedudukannya akan tergeser dan kekuasaan mereka 
sewaktu-waktu akan runtuh. Golongan ulama dipandang sebagai sumber utama 
keruntuhan mereka. 
Pemerintah Republik yang terbentuk di Kutaraja pada awal Oktober 1945 
memperlihatkan kerjasama antara ulama dan uleebalang yang anti Belanda. 
Tampaknya para ulama membiarkan para uleebalang menduduki posisi-posisi 
penting dalam pemerintahan setempat dikarenakan kekhawatiran ulama terhadap 
kembalinya Belanda. Teuku Nya Arif uleebalang dari suatu nangroe di Aceh besar 
menjadi residen Aceh, di dalam stafnya termasuk ketua PUSA Daud Beureuh yang 
menjadi kepala Kantor Urusan Agama dan anggota komite nasional daerah. Namun 
 demikian persaingan antara ulama dan uleebalang terus berlangsung dalam barisan 
Republik, terutama di kalangan pemuda. Ketika residen Nya’ Arif mendirikan API 
(Angkatan Pemuda Indonesia) yang merupakan embrio tentara nasional di daerah 
Aceh, korp perwiranya didominasi oleh para perwira Gyugun yang berorientasi pada 
uleebalang dan bukan kepada PUSA. Pendirian API ini segera diikuti dengan 
pendirian IPI (Ikatan Pemuda Indonesia) yang kemudian menjadi PESINDO 
(Pemuda Sosialis Indonesia) yang dikendalikan oleh pemuda-pemuda yang 
berorientasi pada PUSA.  
Pemerintah republik yang sangat dipengaruhi oleh kaum bangsawan di Aceh 
ini ternyata gagal memperoleh dukungan dari banyak uleebalang lainnya. Oleh 
karena itu pecahlah serangkaian konflik fisik yang disebut dengan perang cumbok 
yang terjadi pada akhir tahun 1945. Presiden Soekarno menamai peristiwa tersebut 
sebagai revolusi sosial karena didalamnya terilibat dua kekuatan nasional yang 
bertikai satu sama lain (Nazarudin Sjamsudin, 1999 : 143). Di dalam peristiwa 
tersebut terlibat unsur ulama dan uleebalang, ulama berpihak kepada para pemuda 
yang umumnya berorientasi pada PESINDO dan mereka menentang perilaku 
uleebalang yang tidak adil. Para uleebalang beserta keluarganya berada dalam satu 
kubu dengan orang-orang yang secara turun temurun diuntungkan oleh sistem 
keulebalangan.  
Cumbok adalah suatu nama kecamatan yang termasuk dalam kawedanan Lam 
Meulo kabupaten Aceh Utara. Sebelum kemerdekaan RI Aceh Pidie meliputi tiga 
kawedanan yaitu Sigli, Lam Meulo, dan Meuredu, pada masa republik Aceh Utara 
dipecah menjadi tiga kabupaten  
a. Aceh Pidie, terdiri dari kawedanan Sigli, Lam Meulo dan Meuredu  
b. Aceh Utara, terdiri dari kawedanan Lhok Seumawe, Lhok Sukun dan Bireu  
c. Aceh Tengah, terdiri dari kawedanan Takengon, Kuta Cange dan Blang Kejeren. 
Kepala kecamatan Cumbok terakhir pada masa Belanda yang disebut 
Zelfberstuurder Van Cumbok adalah uleebalang Teuku Muhammad Daud yang 
dikenal sebagai Teuku Cumbok pada masa pendudukan Jepang yang menjadi Gunco 
Lam Meulo kemudian sewaktu Indonesia merdeka, karena sangat membutuhkan 
orang-orang yang mempunyai keahlian dalam pemerintahan maka dia diangkat 
 menjadi wedana Lam Meulo dan mendapat gelar Sri Muda Pahlawan Bintara 
Cumbok. Daud Cumbok ini dikenal sebagai orang yang berwatak keras dengan 
kepribadian yang kuat, bersemangat dan tegar ( Mohammad Iskandar, Shalfiyanti, 
Wiwin Kuswiah, 2000 : 92-93) 
Daud Cumbok merupakan salah satu dari beberapa uleebalang yang terang-
terangan menunjukkan kurang mendukung terhadap kemerdekaan Indonesia. Ia ragu-
ragu dan memandang bahwa bangsa Indonesia belum sanggup untuk merdeka, 
karena kita belum matang dan selekas mungkin Belanda akan kembali ke Indonesia 
untuk memerintah. Saat menerima surat kawat dari Residen Aceh yang menerangkan 
bahwa Indonesia telah merdeka dan diminta untuk mengibarkan bendera merah putih 
di Lam Meulo namun surat tersebut justru ditertawakan dan dirobeknya. Begitu pula 
dengan maklumat dan berita kemerdekaan RI yang ditempel di jalan-jalan kota Lam 
Meulo oleh pemuda-pemuda BRI (Barisaan Republik Indonesia) dirobeknya. Pada 
tanggal 12 Oktober 1945 di kantor Bunco Lam Meulo dikibarkan bendera merah 
putih oleh barisan rakyat namun Teuku Cumbok memerintahkan untuk segera 
menurunkannya (Semangat Merdeka 1945: 3).  
Teuku Daud Cumbok ini juga dikenal sebagai orang yang suka melakukan 
aksi daripada diplomasi, sehingga terkesan sombong dan suka menganggap enteng 
orang lain. Seperti terlihat sewaktu mengadakan pasar malam di Lam Meulo pada 
bulan Nopember yang lengkap dengan arena perjudian. Pada pesta itu ia mabuk-
mabukkan tanpa menghiraukan nasehat para ulama yang diundang. Bahkan 
cenderung melecehkan dengan mengatakan “saya hendak bertaubat supaya menjadi 
orang kesayangan Tuhan seperti Teungku tapi biarlah habis pasar malam ini, dan 
biarlah puas dahulu kesenangan dunia”. Dengan sikapnya yang demikian 
menimbulkan sikap antipati pihak ulama terhadapnya yang membawa bentrokan-
bentrokan antara pengikut Daud Cumbok dengan para pemuda PUSA yang 
tergabung dalam PRI (Pemuda Republik Indonesia). Konflik yang berkepanjangan 
ini akhirnya menimbulkan pertempuran fisik dalam perang cumbok (Mohammad 
Iskandar, dkk, 2000: 93).  
Ada beberapa peristiwa yang mendahului sebelum terjadinya peristiwa 
Cumbok ini, dalam bulan Oktober 1945, pertentangan antara kaum ulama dan 
 uleebalang memasuki tahap ketegangan. Hal ini berhubungan dengan tindakan-
tindakan Daud Cumbok yang melewati batas terhadap pemimpin-pemimpin PUSA, 
pemuda PUSA dan PRI yang pada saat itu sedang giat-giatnya menggelorakan 
semangat kemerdekaan di daerah pidie, Khawatir melihat gerakan-gerakan rakyat 
yang dipimpin oleh golongan ulama. Pada tanggal 22 oktober 1945 para uleebalang 
mengadakan rapat di rumah uleebalang Keumangan Umar di Bireun. Dalam 
pertemuan ini dibahas berbagai masalah yang menyangkut ancaman terhadap 
kedudukan mereka. Mereka berpendapat ancaman itu akan segera datang dari negara 
yang telah diproklamirkan itu. Untuk itu mereka perlu adanya perlindungan dan 
persenjataan untuk menjaga diri. Untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa 
terjadi maka diputuskan: (1) Membentuk organisasi yang tugasnya mempertahankan 
kedudukan uleebalang bernama Markas Besar Uleebalang yang berpusat di Lam 
Meulo. (2) Untuk bertindak secara efektif dibentuk pula suatu barisan dengan 
persenjataan lengkap yang dinamakan Barisan Penjaga Keamanan (BPK). 
 Dalam waktu singkat BPK ini telah dibentuk dan telah mempunyai 
persenjataan yang cukup sempurna bahkan lebih sempurna daripada persenjataan 
tentara pemerintah TKR. Kesempurnaan persenjataan BPK ini adalah sebagai akibat 
dari mengalirnya bantuan keuangan dari pihak lain sebagian besar adalah dari 
uleebalang di seluruh Aceh, disamping sebagian senjata yang diperoleh dari pihak 
Jepang (Anthony Reid, 1989: 196). 
Adapun kekuatan dari BPK ini mempunyai seratus pucuk senjata termasuk 
meriam dan mortir. Barisan ini dibentuk dari bekas anggota KNIL yang dilatih untuk 
mempergunakan senjata oleh Jepang. BPK dipimpin oleh Teuku Mahmud yang 
kemudian dikelompokkan menjadi tiga kesatuan.  
a. Barisan Cap Bintang, dengan tugas utama menghadapi perlawanan rakyat yang 
menentang kekuasaan para uleebalang  
b. Barisan Cap Sauh, dengan tugas di bidang keuangan untuk membiayai gerakan 
mereka, untuk itu mereka membakar rumah-rumah penduduk dan merampok harta 
benda orang-orang yang melawan uleebalang  
c. Barisan Cap Tombak, berugas untuk menangkap para ulama dan pemimpin PRI 
yang menentang akan menghalang-halangi mereka (Depdikbud, 1983 : 90) 
 Melihat persiapan yang sudah sangat jauh dari pihak uleebalang dan khawatir 
tindakan–tindakan uleebalang akan menimbulan reaksi yang serupa dari pihak 
uleebalang, pemerintah Kutaraja berusaha menyelesaikan persengketaan ini secara 
damai. Namun usaha tersebut tidak berhasil. Bahkan Barisan Penjaga Keamanan 
terus dilatih sampai menjelang November 1945, sehingga mereka telah siap untuk 
menyerang dan menghadapi lawannya. Pada tanggal 25 Oktober 1945 Markas 
Uleebalang mulai bertindak dengan memerintahkan untuk melakukan penangkapan 
dan penahanan atas beberapa pemuda yang ditugaskan untuk menjaga kantor pos dan 
kantor telephone di Lam Meulo. Selanjutnya pada malam 8 November 1945, atas 
perintah Markas Besar Uleebalang dilakukan perampasan dan penguasaan tempat-
tempat pertemuan pemuda-pemuda di Lam Meulo. Kemudian dilakukan 
pembersihan kota Lam Meulo dari anggota-anggota dan pemuka-pemuka pejuang 
kemerdekaan. Pemuda-pemuda tersebut tidak diijinkan lagi bertempat tinggal di 
kampung halamannya sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa Markas Uleebalang 
telah berhasil menghancurkan gerakan lawannya di Lam Meulo dan daerah ini dapat 
mereka kuasai secara sempurna. Hal ini telah membangkitkan kemarahan rakyat 
yang tidak setuju dengan tindakan markas uleebalang.  
Sebagai penguasa, Daud Cumbok mempunyai hak bertanggung jawab untuk 
menjaga keamanan dan ketertiban secara keseluruhan, oleh karena itu ia telah 
menyebar penjagaan dan melarang orang-orang luar untuk masuk Lam Meulo dan 
menahan orang-orang yang menentangnya, termasuk para pemuda PUSA. Disamping 
itu ia memaksa komandan Jepang untuk menyerahkan persenjataan kepada BPK. Di 
wilayah Lam Meulo memang banyak gudang-gudang persenjataan jepang, gudang 
makanan dan gudang pakaian, sehingga Daud Cumbok sebagai Gunco daerah itu 
dapat dengan mudah mendapatkan barang-barang simpanan Jepang tersebut. 
(Semangat Merdeka 1946: 2) 
Tindakan yang dilakukan Teuku Daud Cumbok dan BPK tentu saja membuat 
kekecewaan dan kekhawatiran sekaligus kemarahan para pemuda dan ulama PUSA. 
Oleh karena itu ulama PUSA dan pemimpin API mendesak komandan Jepang untuk 
tidak menyerahkan persenjataan  kepada pihak uleebalang yang dianggap dapat 
membahayakan keamanan rakyat umum. 
 Setelah uleebalang berhasil menguasai Lam Meulo yang dijadikan basis 
pertahanan, mereka menggerakan pasukan untuk menguasai Garot yang merupakan 
pusat perjuangan PUSA dan PRI. Dari Garot mereka merencanakan serangan ke Sigli 
yang srategis, dengan menguasai Sigli perhubungan kesegala jurusan dapat dikuasai. 
Suasana semakin tegang ketika BPK dan sejumlah besar penduduk di sekitar Sigli 
pengikut uleebalang lengkap dengan senjata memasuki kota Sigli pada tanggal 12 
Nopember sekitar jam 12 malam dan telah mengambil persiapan untuk menguasai 
kota Sigli dengan menempatkan pengawal-pengawal ditempat strategis serta 
mengadakan pengawasan terhadap lalulintas dan diadakan pengawasan setiap orang 
yang keluar masuk kota Sigli. 
Melihat keadaan seperti ini, pemimpin PRI mengerahkan pengikutnya dari 
Garot dan Gigieng untuk mengepung kota Sigli. Beribu rakyat berada di sekitar kota 
Sigli dalam keadaan siap siaga, sedangkan pasukan yang berada di dalam kota telah 
benar-benar terkepung. Dalam keadaan kritis seperti ini Teuku Nyak Arif residen 
Aceh mengirimkan Smaun Gaharu dengan satu pasukan kecil API/ TKR untuk 
mencoba mencari penyelesaian damai. Datang juga panglima Polim mewakili 
pemerintah Aceh dan Teuku Jhohan Meurax sebagai wakil gubernur Sumatera. 
Dalam perundingan yang yang diadakan pihak-pihak yang bersengketa, akhirnya 
didapat kesepakatan bahwa penyerahan senjata dilaksanakan pada tanggal 4 
Desember kepada TKR (M Nur El Ibrahimy, 2001: 118-119) 
 Selengkapnya isi surat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 
SURAT PERJANJIAN 
.1. Lima (5) hari lamanya tentara kita dikepung oleh puluhan ribu orang barisan 
Indonesia. Menilik keadaan ini terpaksa kita menyerahkan senjata kepada 
mereka. Karena itu senjata-senjata kepunyaan kita, seperti tertera di bawah ini, 
kita serahkan dalam tangan orang Indonesia yang berwajib.  
2. Mulai pada saat penyerahan senjata-senjata tersebut dan seterusnya pihak-pihak 
Indonesia menjamin tentang keselamatan dan harta-harta orang Nipon yang 
berkedudukan di daerah ini. Begitupun bila tentara kita dan orang-orang Nipon 
berkedudukan di daerah ini perlu dipindahkan ke lain daerah, juga menjamin 
keselamatan sampai tiba tujuan. 
 3. Senjata-senjata tersebut kemudian juga akan dipakai selain dari tujuan menjaga 
keamanan umum. Selanjutnya pihak Indonesia bernanggung jawab untuk 
menyimpan senjata-senjata tersebut. 
4. Mulai pada saat terikat perjanjian ini pihak Indonesia mewakili tentara kita 
tentang hal menjaga gudang-gudang, bangunan-bangunan dan lain-lain yang 
tertulis dalam daftar terlampir bersama ini mestinya kita menjaganya. 
5. Mulai saat perjanjian ini pihak Indonesia membubarkan barisan rakyat. 
6. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh pihak Indonesia, Wakil Gubernur 
Sumatra dan Wakil Residen Daerh Aceh, pihak Nippon Keibitai-Cho Sigli, kita 
Aceh Bunsu-Cho. 
7.  Surat perjanjian ini dibuat 4 (empat) lembar, yang sama bunyinya dan dipegang 
1 (satu) lembar oleh masing-masing yang bersangkutan. 
Kami yang bertanda tangan di bawah ini, berjanji dengan sebenarnya. 
Sigil, pada tanggal 4 Desember 1945, 
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(AK. Jakobi, 1998: 307-308)  
Kira-kira jam 3 sore, Sjamaun Gaharu menjumpai pimpinan pasukan PRI di 
luar kota, dan berusaha membujuk mereka membubarkan diri karena tujuan mereka 
telah tercapai. Tetapi selagi berunding, tiba-tiba terdengar letusan dilepaskan dari 
rumah uleebalang Pidie ke arah orang  yang sedang berdemonstrasi. Suasana 
menjadi kacau, sebagian besar berusaha lari menghindar, tetapi kelompok bersenjata 
PRI membalas tembakan-tembakan tersebut. Dalam tembakan-tembakan tersebut 
sekitar 50 orang gugur. Sebagian besar mereka yang gugur adalah mereka yang 
dibawah pimpin PRI. Menurut laporan Jepang ratusan yang mati. 
Tiga hari kemudian pertempuran ini baru dapat diatasi setelah dicapai 
kesepakatan bersama yang berisi antara lain, penyerahan Kota Sigli beserta senjata-
senjata yang telah direbut dari tentara Jepang oleh golongan uleebalang, serta 
 penarikan mundur tentara uleebalang dan rakyat dari Kota Sigli ke tempatnya 
masing-masing. Namun ketetapan ini tidak dipatuhi secara keseluruhan karena 
ternyata di luar Kota Sigli pertempuran kembali berlangsung, dan senjata-senjata 
yang diperoleh Markas uleebalang dari Jepang tidak diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah Aceh.  
Suasana semakin bertambah parah dengan dibukanya kembali pertemuan oleh 
Markas Uleebalang di rumah T. Laksamana Umar, Uleebalang Njong di Luengputu 
pada tanggal 10 Desember 1945. dari hasil pertemuan ini dikeluarkan lagi 
persetujuan diantara mereka agar bertindak lebih tegas terhadap orang-orang yang 
menentang gerakan golongan ini. Malam harinya setelah acara pertemuan tanggal 10 
dan 11 Desember tersebut, pasukan Markas Uleebalang memulai penyerangan lagi 
terhadap rumah-rumah pemimpin Pemuda Republik Indonesia (PRI) di Lam Meulo. 
Diantaranya ke rumah Tgk. Zainal Abidin, rumah Hasan Mohammad keluarga Tgk. 
Umar Tiro dan terhadap rumah Tgk. Sulaiman yang kesemuanya memegang jabatan 
sebagai bendaharawan, ketua I dan Ketua Badan Keamanan Pemuda Republik 
Indonesia Lam Meulo.  
Di Samarinda pada tanggal 11 Desember T. Ma Ali melakukan penyerangan 
terhadap markas besar PUSA di Garot (Garot terletak lebih kurang 8 km dari Kota 
Sigli, termasuk wilayah kekuasaan Uleebalang Samarinda). Penyerangan itu terhenti 
karena dari Sigli datang misi perdamaian dibawah pimpinan T. Chik M. Said, asisten 
residen Aceh Utara.  
Dari Lam Meulo gerakan T. Mohammad Daud Cumbok meluas sampai ke 
Meutareum (sekitar 7 km dari Lam Meulo) yang memiliki Sekolah Dasar Islam dan 
tempat pemusatan para ulama serta aktivitas PRI yang telah terusir dari Lam Meulo. 
Selanjutnya menembaki kampung-kampung yang terdapat di sekitar Leungputu serta 
menyerang gedung sekolah agama dan Kantor Kehakiman di Teteu.  
Menghadapi perbuatan Markas Uleebalang ini, golongan ulama dan 
pemudanya menetapkan untuk membentuk Badan Perjuangan Rakyat yang bernama 
Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) pada tanggal 22 Desember di Garut. Pidie. 
Organisasi ini bertujuan mengkonsolidasi barisan rakyat yang ada di Kabupaten Pidie 
guna menggempur golongan Cumbok. Pimpinan MBRU keseluruhannya diserahkan 
 kepada Hasan Ali dengan bantuan para ulama dan pemuda dari seluruh Pidie seperti 
tgk. Banta, Peutua Husin Sanggeue dan lain-lainnya. (Mohammad Iskandar, dkk, 
2000 : 98) 
Penyerangan pertama  yang dilakukan MBRU terhadap Markas uleebalang di 
Lam Meulo terjadi 5 hari setelah hari pembentukannya. Berikutnya pada tanggal 20 
Desember Markas Uleebalang kembali mengadakan serangan balasan secara besar-
besaran Cumbok melancarkan serangan meriam ke daerah langga, saat melakukan 
serangan tersebut salah satu peluru meriam jatuh ke kantor PESINDO cabang 
ranting, sehingga M Ali Arif ketua PESINDO ranting langga tewas. Keesokan 
harinya Cumbok melanjutkan serangan ke metareum juga dan kampung-kampung 
yang ada disekelilingnya. Ketika itu Barisan Rakyat hanya memiliki beberapa pucuk 
senjata. Oleh karena itu pertahanan penduduk Metereum dapat dengan mudah 
dikalahkan, sehingga pasukan Cumbok dapat terus menyerbu ke kampung dan 
Barisan Cap Sauh  terus menjalankan tugasnya merampas dan merampok semua 
harta benda rakyat. Kemudian Metereumpun dibakar, dalam pembakaran ini 
uleebalang Metereum sendiri yang menunujukan rumah-rumah siapa yang patut 
untuk dibakar yaitu rumah pemuda-pemuda PESINDO dan TKR. Kampung Langa, 
Gle Gapui dan Kampung-kampung sekitar Meutareum seperti Ie Lot, Pulo, Kameng 
habis terbakar (Semangat Merdeka, 1946: 2). Dari Lam Meulo, Beureuneun, 
Luengputu, kekacauan semakin meningkat sampai ke Meureudu (perbatasan Aceh 
Utara) sampai perbatasan Aceh Besar wilayah Uleebalang XII Mukim Pidie, jadi 
hampir meliputi seluruh Daerah Aceh Pidie.  
Menghadapi persoalan perang saudara yang semakin bertambah parah. 
Pemerintah Daerah Aceh mengadakan sidang pertama pada tanggal 6 Januari 1946 di 
Markas TKR Daerah Aceh yang kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 8 Januari. 
Berdasarkan hasil laporan dari Badan penyelidik, dikeluarkan maklumat yang 
ditujukan kepada Markas Uleebalang di Lam Meulo. Dalam maklumat tersebut 
secara terang-terangan dinyatakan bahwa golongan yang berpusat di Cumbok serta 
tempat-tempat yang lain yang memegang senjata melawan rakyat umum sebagai 
penghianat bangsa dan negara. Sedangkan isi ultimatum meminta agar mereka 
 menghentikan peperangan yang menyerah.  Bunyi maklumat tersebut adalah sebagai 
berikut: 
Maklumat !!! 
Sesudah pemerintahan daerah Aceh dan markas umum daerah Aceh 
menyelidiki dengan nyata dan seluas-luasnya, pemerintah daerah Aceh dan Markas 
umum telah menetapkan; 
 Bahwa golongan yang berpusat di Cumbok Lam Meulo dan tempat-tempat 
lain, yang memegang senjata dan mengadakan perlawanan kepada rakyat umum, 
adalah penghianat dan musuh NRI. 
Maka oleh sebab itu dipringatkan kepada orang-orang yang telah terpengaruh, 
terperosok dan terperdaya oleh golongan penghianat itu supaya dengan segera 
menghindari diri golongan penghianat itu.  
 Kalau tidak, mereka itupun akan dihukum dan menerima ganjaran menurut 
kesalahannya. 
Atas nama Markas Umum 
Daerah Aceh 
 
 
Sjamaun Gaharu 
Atas nama Pemerintah 
Daerah Aceh 
Wakil Residen Aceh NRI 
 
T.P.P. Mohd Ali 
Sedangkan bunyi ultimatum  adalah sebagai berikut: 
Ultimatum 
 Dengan ini diberitahukan kepada golongan yang berpusat di Cumbok 
Lammeulo dan tempat-tempat lain yang memegang senjata dan mengadakan 
perlawanan kepada rakyat umum supaya menyerah dan memperhentikan 
perlawanannya mulai pukul 12.00 siang hari kamis 10 Januari 1946. 
 Kalau tidak mau menyerah dan menghentikan perlawanannya, maka mereka 
itu akan ditundukan dengan kekerasan.  
Atas nama Markas Umum 
Daerah Aceh 
 
 
Atas nama Pemerintah 
Daerah Aceh 
Wakil Residen Aceh NRI 
 
 Sjamaun Gaharu T.P.P. Mohd Ali 
(Hasan Shaleh, 1992: 83-84) 
 Karena memperhitungkan kemampuan serta kekuataan persenjataan yang 
cukup tangguh menyebabkan golongan Uleebalang sama sekali tidak menggubris 
ultimatum tersebut. Bagi pihak pemerintah tidak ada jalan lain kecuali memulai 
pengerahan kekuatan militer sebagai tindak lanjut menghadapi kekerasan Markas 
Uleebalang yang telah dicap sebagai pengkhianat bangsa dan negara. Di dalam 
penyerangan ini pasukan pemerintah mendapat bantuan dari barisan-barisan rakyat 
Mujahidin, PRI dan barisan senjata berat dari Seulimeum. Bantuan-bantuan ini 
bersifat spontan mengingat telah begitu banyak korban yang berjatuhan dari pihak 
rakyat. Akhirnya pada tanggal 13 Januari 1946 Markas Uleebalang di Lam Meulo 
berhasil direbut oleh pasukan pemerintah bersama pengikut-pengikutnya. Bersamaan 
dengan jatuhnya Lam Meulo, MBRU mengeluarkan maklumat berupa 
pemberitahuan tentang berhasilnya bahwa kekuatan Markas Uleebalang yang 
berpusat di Lam Meulo telah dilumpuhkan serta larangan mengadakan perampasan 
atau penyelewengan terhadap semua benda-benda milik uleebalang. T. Mohammad 
Daud Cumbok bersama pengikutnya yang melarikan diri berhasil ditangkap pada 
tanggal 16 Januari 1946 di Gunung Seulawah setelah melalui pertempuran-
pertempuran dahulu. Mereka dibawa ke Sigli dan kemudian ke Markas Besar Rakyat 
Umum (MBRU) di Garot. Dari sini mereka dipindahkan lagi ke Sanggeue untuk 
dihukum mati.  
Gerakan perlawanan yang dilancarkan oleh kelompok ulama dan pengikut-
pengikutnya serta pertahanan yang dilakukan oleh golongan uleebalang dalam 
Perang Cumbok ini pecah karena telah ada konflik-konflik terpendam yang 
melatarbelakangi  pada periode-periode sebelum kemerdekaan.  
Sikap damai yang diciptakan uleebalang dengan mengakui pertuanan 
Belanda di Aceh agar kedudukan mereka sebagai kepala-kepala pemerintahan di 
daerah tetap bertahan, disusul kemudian penerimaan model pendidikan Barat oleh 
golongan ini juga telah menyinggung golongan ulama. Perbuatan golongan 
uleebalang menimbulkan pertentangan dari kalangan ulama dan sekaligus 
memandang perbuatan pihak uleebalang sebagai satu bentuk pengkhianatan. 
 Keinginan dari golongan ulama agar para uleebalang mengikuti jejak mereka untuk 
tetap terus berjuang melawan Belanda yang kafir tidak tercapai seluruhnya. Situasi 
ini akhirnya memisahkan mereka sesuai dengan kepentingan masing-masing 
kelompok.  
Pada mulanya keinginan golongan ulama untuk memukul golongan 
uleebalang karena perbuatannya ini tidak tampak jelas. Tetapi dengan kemajuan-
kemajuan yang telah dicapai kemudian oleh golongan ini kesempatan ke arah ini 
semakin terbuka lebar. Perkembagnan pertama dirasakan sekali adalah dengan 
lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada tahun 1939 di Sigli. Lahirnya 
PUSA telah turut mempengaruhi semua kegiatan golongan ulama di Aceh karena 
bila selama ini golongan ulama dikenal sebagai golongan yang hanya melibatkan diri 
dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan pendidikan Islam atau orang-orang 
yang giat melakukan peperangan terhadap Belanda secara terpisah-pisah, kini bersatu 
dalam wadah berwarna keislaman sehingga semakin berhasil menarik jumlah 
pengikut yang banyak. Secara berangsur-angsur kegiatan mereka meningkat dari 
organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, lambat-laun berubah ke lapangan 
politik terutama setelah Jepang berkuasa di Aceh menggantikan Belanda.  
Jauh sebelum pendaratan Belanda ke Aceh, melalui utusan-utusan PUSA 
yang dikirim ke Penang semua tindak-tanduk golongan uleebalang selama menjadi 
penguasa di Aceh ikut menjadi sasaran pembicaraan. Dikemukakan bahwa adanya 
perbuatan-perbuatan golongan uleebalang di masa lalu yang membekas di hati 
sanubari rakyat dalam bentuk dendam-dendam tersembunyi. Tepatlah kiranya bila 
kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh golongan ulama PUSA dipakai untuk 
memukul golongan uleebalang.  
Jasa-jasa baik PUSA terhadap Jepang karena keaktifan mereka dalam 
propaganda penyambutan Jepang menjadikan golongan ini sebagai orang-orang 
kepercayaan Jepang. Dalam beberapa bidang mereka diberi jabatan-jabatan utama 
walaupun jabatan tersebut masih berbau keagamaan (Islam) dan hasilnya masih harus 
tertuju kepada kepentingan Jepang. Mengenai golongan uleebalang, maka sesuai 
dengan politik keseimbangan yang telah digariskan oleh pemerintah Jepang, 
kedudukan mereka sebagai kepala-kepala pemerintahan daerah tidak berubah. 
 Walaupun jabatan pemerintah tetap berada di tangan golongan ini, tetapi dalam 
bidang lain seperti peradilan, mereka telah kehilangan jabatan. Hal ini sesuai dengan 
ketetapan bahwa keanggotaan dan kekuasaan peradilan tidak harus dari golongan 
uleebalang seperti pada masa-masa Belanda, tetapi diserahkan kepada hakim baru 
dengan anggotanya bukan melulu dari golongan uleebalang. Perubahan ini 
menyebabkan peranan golongan uleebalang semakin merosot semasa Jepang. Di 
pihak lain, kedudukan golongan ulama melonjak walaupun tidak sampai menduduki 
jabatan sebagai kepala-kepala wilayah.  
Dua kebijakan berbeda dari dua penguasa asing yang pernah bercokol di 
Aceh turut serta mempengaruhi kedudukan kedua golongan tersebut. Belanda lebih 
bersifat membatasi golongan ulama dalam urusan politik dan pemerintahan. Berbeda 
dengan Jepang, maka dengan politik keseimbangan berusaha melibatkan kedua 
golongan ini secara bersama-sama. Namun yang terlihat sebenarnya kesempatan 
lebih banyak terbuka untuk golongan ulama daripada uleebalang. Oleh golongan 
ulama keadaan in diusahakan untuk tetap bisa dipertahankan sampai masa 
kemerdekaan Indonesia. Golongan ulama semakin menampakkan diri dalam 
keaktifan mempertahankan kemerdekaan melalui front-front pertahanan yang mereka 
bentuk mendampingi front-front pertahanan Pemerintah Daerah Aceh (Ratna R, 
1989:21) 
Kegiatan golongan ulama menyaingi golongan uleebalang setidak-tidaknya 
golongan ulama dipandang semakin membahayakan kedudukan golongan 
uleebalang. Terkandung maksud untuk mempertahankan kelangsungan hidup dengan 
kepentingan kelompoknya, menumbuhkan keinginan untuk menghadapi bahaya itu 
dengan cara-cara kekuatan. Golongan uleebalang membentuk barisan-barisan 
kekuatan sendiri. Insiden-insiden kecil terjadi untuk menunjukkan kekuatan dan 
melemahkan kekuatan lawan. Akhirnya ketegangan ini mencapai puncaknya untuk 
pertama kali dalam bentrok senjata pada tanggal 4 Desember 1945 di Sigli antara 
kedua golongan tersebut.  
Peristiwa tersebut di atas menunjukkan bahwa persiapan-persiapan antara 
kedua golongan telah ada melalui gelombang-gelombang yang cukup panjang, hanya 
tinggal menanti saat yang tepat untuk meletus. Pada klimaksnya karena sudah tidak 
 terkendalikan lagi persaingan dah prasangka-prasangka yang telah muncul dibuat 
semakin bermakna melalui berbagai issu. Sasaran itu lebih banyak tertuju kepada 
golongan uleebalang sebagai akibat perbuatan golongan ini di masa lalu dan karena 
pengaruh golongan ulama maka golongan uleebalang menjadi golongan yang tidak 
disukai lagi (Ratna R, 1989: 22) 
Keikutsertaan Pemerintah Daerah Aceh meresmian cap pengkhinat melalui 
maklumat pemerintah setelah terlebih dahulu mengadakan penyelidikan melalui 
badan penyelidik Pemerintah Daerah Aceh yang terdiri dari orang-orang ulama telah 
semakin melemahkan posisi golongan uleebalang. Maklumat ini kemudian disusul 
oleh ultimatum yang semakin mengancam kedudukan golongan uleebalang disatu 
pihak, tetapi menambah semangat golongan ulama untuk ikut bersama-sama 
Pemerintah Daerah Aceh menghancurkan golongan uleebalang.  
Berakhirnya perang Cumbok di Aceh memberi arti semakin lumpuhnya 
kekuatan dan kekuasaan golongan uleebalang sebagai kepala-kepala pemerintah 
daerah Aceh yang telah berabad-abad lamanya mereka pegang. Otomatis kekuatan 
itu kini beralih kepada golongan ulama yang menang perang. Karena itu tidak 
mengherankan bila kemudian kita dapati bahwa kebanyakan dari anggota-anggota 
ulama kelak yang menduduki jabatan aparat-aparat Pemerintahan Daerah Aceh. 
Disamping itu, nama Lam Meulo sebagai pusat Perang Cumbok yang dianggap 
berbau feodal telah dirubah menjadi Kota Bhakti. 
 
C. Pengaruh Konflik Ulama-Uleebalang Terhadap Perubahan Sosial Di Aceh 
1.  Revolusi Sosial 
Pertumpahan darah antar saudara ternyata tidak hanya berhenti ketika perang 
cumbok berakhir. Peristiwa cumbok menjadi pemicu terjadinya peristiwa berdarah 
yang lebih mengerikan. Pembantaian keluarga uleebalang di Pidie membuat 
uleebalang diberbagai tempat yang tidak berkaitan dengan peristiwa Cumbok 
menjadi sangat khawatir. Disisi lain pemimpin PUSA merasa resah karena tidak 
dapat mengendalikan pemuda PUSA yang semakin bersemangat untuk menghabisi 
semua uleebalang diseluruh Aceh sampai ke akar-akarnya. Kaum uleebalang 
 dipandang sebagai lambang feodalisme dan menganggap pihaknya sebagai simbol 
lahirnya demokrasi di Aceh. 
Diluar dugaan, kemarahan massa akibat peristiwa bersenjata Uleebalang 
Cumbok meluas sampai pada keluarga uleebalang lain yang tidak bersalah, bahkan 
uleebalang dan keluarganya yang turut berjasa pada awal kemerdekaan dalam 
mempertahankan Republik turut menjadi korban. Massa menjadi beringas tak 
terkendali, bukan hanya harta benda yang dimusnahkan, tetapi nyawa juga dihabisi. 
Berapa korban yang berguguran tidak pernah dapat didata lagi. Banyak orang mati 
tanpa dikubur, tanpa pernah tahu dosa apa yang telah mereka perbuat. 
Dalam bulan Februari, kekacauan meletus di Aceh timur yang menandakan 
revolusi sosial tahap kedua telah dimulai. Husin Al Mujahid membentuk TPR 
(tentara perjuangan Rakyat) di Idi, sebagai suatu gerakan yang akan dimanfaatkan 
untuk membasmi seluruh sisa uleebalang di Aceh. Dalam organisasi tersebut Husin 
Al Mujahid duduk sebagai panglima revolusi, perwira stafnya antara lain terdiri atas 
Abu Bakar sebagai wakil panglima, Nurudin Sufi sebagai kepala staf, Hasanuddin 
sebagai komandan operasi, Abdul manaf djuned sebagai kepala siasat/gerakan massa  
Dalam memimpin TPR Husin Al Mujahid mengorganisasikan gerakannya 
secara sangat longgar. Baik penyusunan pasukan  ataupun anggaran biayanya sama 
sekali tidak mengikuti suatu metode perencanaan. Sebagai akibatnya, Almujahid 
menerima siapa saja yang ingin bergabung tanpa memperhatikan latar belakang 
sosial maupun politik mereka. Ia juga membiarkan saja pasukannya merampas harta 
benda, menangkap ataupun membunuh siapa yang mereka anggap sebagai sisa-sisa 
uleebalang. Sekali seseorang terkena cap sisa-sisa uleebalang, maka akan sulit 
melepaskan diri dari tuduhan TPR. Sangat sedikit orang yang bisa meloloskan diri 
dari tuduhan tersebut, kecuali jika ada tokoh puncak PUSA yang melindunginya. 
Sementara itu perampasan harta benda dianggap sebagai sumber utama bagi 
pembiayaan gerakan tersebut (Audrey R. Kahin, 1990: 103) 
Orang-orang yang pernah terlibat dalam dinas-dinas pemerintahan kolonial 
dan tidak memiliki latar belakang pendidikan agama, dianggap mempunyai 
hubungan dengan uleebalang. Pada umumnya orang-orang seperti ini menjadi 
sasaran TPR, tanpa mempertimbangkan keaktifan mereka dalam membantu Republik 
 melalui organisasi-organisasi non-PUSA. Sebagai contoh para pemimpin persatuan 
sopir Indonesia di Bireun yang berpendidikan Belanda, seperti Naam Rasmadin dan 
Sjamsudin ditangkap dan dipenjarakan.  
Penangkapan-penangkapan terhadap para bangsawan dan pejabat sekuler 
lainnya mengakibatkan kekosongan dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Dalam hal 
ini atas rekomendasi pemimpin-pemimpin PUSA setempat, Al Mujahid 
menempatkan orang-orang yang berorientasi kepada PUSA untuk menggantikan 
pejabat-pejabat yang ditangkap. Langkah ini dengan sendirinya telah mendorong lagi 
unsur-unsur PUSA untuk mendukung Al Mujahid, sehingga ketika TPR mendekati 
Kutaraja, kekuatannya telah jauh menjadi lebih besar dibandingkan dengan saat ia 
berangkat dari Aceh timur. Sewaktu Al MUjahid di Seulimeum, pintu masuk ke 
kutaraja, ia telah mempunyai 40 truk pasukan bersenjata lengkap, dibandingkan 
dengan tujuh truk pada waktu ia meninggalkan Idi. Kekuatan TPR yang demikian 
besar, jelas melampaui kekuatan yang berada dibawah kendali pemerintah 
Pada awal bulan Maret, TPR yang jumlahnya hampir 50 truk banyaknya 
bergerak memasuki Kutaraja. TPR segera diperkuat oleh PESINDO Kutaraja, 
PESINDO Lhok Nga, Barisan Rakyat Leupeung, Barisan Pemuda Montasik, rakyat 
daerah Teuku Nya’ Arif sendiri, rakyat XXVI mukim dan Barisan Rakyat 
Seulimeum. Husin Al Mujahid menuntut pemecatan Mayor Jendral Teuku Nya’ Arif, 
Kolonel Sjamaun Gaharu dan beberapa perwira lainnya dari komando militer, para 
pemimpin tentara ini terpaksa menurut. Dalam beberapa hari saja, sejumlah 
uleebalang dan bekas perwira tentara termasuk Teuku Nya’ Arif dan Sjamaun 
Gaharu dikenakan penahanan. TPR menahan mereka Aceh Besar, bahkan mereka 
yang secara sukarela mengundurkan diri. Lalu sebuah pasukan pemuda bergerak ke 
pantai barat untuk mengumpulkan uleebalang di aceh Barat dan Aceh selatan. 
Kurang lebih enampuluh orang ditawan dipegunungan Aceh Tengah (Waspada, 
1986: 3) 
Setelah melakukan pembersihan itu, maka dalam waktu yang begitu singkat 
Al Mujahid telah muncul sebagai orang yang paling kuat di Aceh. Dengan dukungan 
kuat dari pasukannya yang terus berada di Kutaraja dan dengan kendali atas TRI, 
melalui Husen Yusuf dan Nurdin Yusuf, maka hanya satu hal saja yang perlu 
 dilakukan Al Mujahid untuk dapat muncul sebagai pemimpin militer tanpa saingan, 
yaitu menguasai unit PESINDO yang sangat kuat. Barangkali untuk itulah pada 
tanggal 9 Maret ia mengankat Nyak Neh Lhonga, komandan pasukan PESINDO 
sebagai ketua TPR untuk wilayah Aceh besar dengan tugas untuk mendirikan 
gerakan TPR di kabupaten Aceh Barat. Disatu pihak langkah ini berarti Al Mujhaid 
memberi kekuasaan kepada Nyak Neh untuk membersihkan sisa-sisa kaum 
uleebalang di Aceh Barat, sementara dilain pihak Nyak Neh bukan saja telah ditarik 
kepihak Al Mujahid, melainkan juga menarik pasukannya sendiri keluar dari 
Kutaraja. Strategi ini menjadika Al Mujahid sebagai satu-satunya tokoh yang 
menguasi unit militer di kota itu, kecuali atas pasukan mujahidin, karena markas 
PESINDO yang dipimpin oleh Ali Hasjmy hanya berfungsi sebagai satu pusat 
kegiatan politik setelah pasukanya berangkat ke Aceh Barat.  
Tragedi ini tentunya amat memilukan bagi Aceh, sebab banyak membawa 
korban baik dari kalangan ulama dan uleebalang. Sulaiman dalam Gani Usman 
(2003:121) menyebutkan bahwa 98 orang bangsawan menjadi korban perang 
Cumbok. Data tersebut belum termasuk mereka yang gugur akibat ekspedisi TPR 
selama bulan Februari sampai Maret 1946 yang jumlahnya puluhan orang.  
Peristiwa yang memilukan tersebut merupakan malapetaka bagi seluruh 
rakyat Aceh, karena sebelumnya ulama dan uleebalang adalah dua kekuatan yang 
saling melengkapi dalam membangun peradaban Aceh. Namun setelah kedatangan 
Belanda kedua kelompok tersebut diadudomba, setelah kemerdekaan kedua 
kelompok tersebut saling curiga mencurigai yang mengakibatkan terjadinya 
pertumpahan darah. Perselisihan antara ulama dan uleebalang atau faktor yang 
merusak hubungan diantara mereka adalah politik kolonial Belanda dalam menguasai 
Aceh. Belanda merangkul uleebalang untuk memerintah rakyat dan ulama untuk 
terjun dalam bidang pemerintahan. Dengan demikian para ulama hanya dapat 
memimpin rakyat dalam bidang keagamaan dan sosial saja. Hal ini mengakibatkan 
terjadinya perbedaan kedudukan antara ulama dengan uleebalang. Keadaan ini 
berlangsung terus menerus ke dalam bentuk konflik (Ismail dalam Gani Usman, 
2003:119-120) 
 Peristiwa berdarah yang disebut revolusi sosial ini erat kaitannya dengan 
perebutan kekuasaan pada saat itu, revolusi sosial ini telah terorganisir  dengan rapi 
dan dibingkai dengan persatuan ulama seluruh Aceh (PUSA), sebab lawan-lawan 
politik uleebalang sejak tahun 1939 telah terorganisir dalam PUSA. Dengan 
terbentuknya badan-badan perjuangan terutama PESINDO, mereka terjaring luas 
dalam berbagai kelompok sosial lain di daerah Aceh. Perselisihan antara ulama 
dengan uleebalang tampaknya tidak terlepas dari unsur politik. Kelompok ulama 
berusaha menghancurkan kaum uleebalang dan mengambil kekuasaan, sementara 
pihak uleebalang juga memobilisasi semua kekuatan untuk mempertahankan 
kekuasaan turun temurun dengan jalan menghancurkan musuh-musuh mereka. 
Akibatnya penculikan, pembunuhan dan pembakaran rumah sejak itu menjadi 
peristiwa yang biasa terjadi di kampung-kampung (Nazzarudin Sjamsyudin, 
1999:151) 
Kekuatan antara ulama dengan uleebalang saat itu sangat dominan dalam 
masyarakat, sehingga kedua kekuatan tersebut menjadi dasar kekuatan politik yaitu  
uleebalang mempertahankan kekuasaan dan PUSA mencari kekuasaan. Paul Van’T 
Veer dalam bukunya perang Aceh menyatakan bahwa PUSA ternyata merupakan alat 
teungku Muhammad Daud Beureueh. Desember 1945 sampai dengan Februari 1946 
di Aceh telah meletus sebuah perang saudara yang bukan tidak tepat tidak dinamakan 
revolusi sosial dalam sebuah pembunuhan besar-basaran kaum uleebalang disapu 
bersih. Keluarga-keluarga uleebalang sampai laki-laki terakhir, istri dan anaknya 
dibasmi (Paul Van’t Veer, 1977: 379) 
 
2. Perubahan Status Sosial Uleebalang Dalam Masyarakat Aceh 
a) Struktur Masyarakat Aceh 
 Aceh merupakan wilayah yang dahulu dikenal sebagai kerajaan Aceh dan 
kekuasaan Aceh meliputi seluruh pulau Sumatera sampai ke semenanjung Malaka. 
Kerajaan Aceh sejak dahulu sudah dikenal dimancanegara dengan kekuatan armada 
dan pasukan militernya yang kuat, selain memiliki peradaban yang tinggi, Aceh juga 
mempunyai struktur kemasyarakatan tersendiri. Struktur masyarakat Aceh ini dapat 
 membentuk suatu sistem masyarakat yang stabil dan menjadi lembaga yang dapat 
menjaga pengendalian sosial dalam masyarakat. Struktur masyarakat Aceh meliputi: 
a. Gompang yang disebut juga meunasah, dipimpin oleh seorang keuchik (kepala 
desa) dan seorang imam rowatib dengan dibantu oleh sebuah staf yang bernama 
Tuha peut, pemerintah gompang ini mendapatkan hak otonomi yang luas 
b. Mukim yaitu federasi dari beberapa, paling sedikit delapan gompang. Mukim 
dipimpin oleh seorang imeum mukim dan seorang kadhi Mukim serta dibantu oleh 
beberapa orang wakil.  
c. Nangroe yang disebut juga daerah uleebalang, wilayahnya mencakup beberapa 
mukim yang dipimpin oleh seorang uleebalang dan dibantu seoarang kadhi 
nangroe,  nangroe adalah daerah otonom dengan batas-batas tertentu. 
d. Sagou yaitu federasi beberapa nangroe. Di Aceh hanya terdapat tiga Sagou 
1) Sagou teungh lheeploh, yang terdiri 25 mukim dipimpin seorang panglima 
sagou bergelar kadhi malikul Alam Sri Setia Ulama, dan dibantu oleh seorang 
kadhi sagou yang bergelar kadhi Rabbul Jalil. 
2) Sagou duoplooh nem, terdiri dari 26 mukim dipimpin seorang pemimpin sagou 
yang bergelar Sri Imam muda OH dan dibantu seorang kadhi sagou bergelar 
Kadhi Rabbul Jalil 
3) Sagou duaplooh Duo, terdiri dari 22 mukim dipimpin oleh seorang panglima 
polem Sri Muda Perkasa, dan dibantu seorang kadhi bergelar Kadhi Rabbul 
Jalil. 
e. Kerajaan, yang nama lengkapnya kerajaan Aceh Darusalam, dengan ibukota 
Negara Banda Aceh Darussalam. Kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang 
bergelar Sultan Imam Malikul Adil’ dan dibantu oleh seorang kadhi kerajaan 
bergelar Kadhi Malikul Adil. (Gani Usman, 2003: 44-45) 
Srtuktur kerajaan Aceh Darusalam merupakan srtuktur masyarakat yang 
sempurna menurut ukuran pada saat itu. Struktur kerajaan atau sistem lembaga 
masyarakat Aceh dapat memenuhi kebutuhan untuk mengendalikan perilaku 
masyarakat. Kehadiran lembaga tersebut sebagai pengontrol dan pengendali terhadap 
sosial keagamaan dalam masyarakat Aceh. 
 Suatu gompang mempunyai mempunyai seorang imeum  atau ahli agama 
yang mengurusi bidang sosial keagamaan dan seorang tuha peut sejenis LMD atau 
LKMD pada masa orde baru. Kepala gompang bertanggung jawab kepada kapala 
mukim. Di dalam sebuah gompang terdapat meunasah sebagai tempat pertemuan atau 
musyawarah yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat ataupun 
penyelesaikan perselisihan dalam masyarakat. Gompang dalam masyarakat Aceh 
merupakan suatu sistem kemasyarakatan yang mengatur diri sendiri sekaligus 
sebagai suatu kesatuan yang mengorganisasikan  masyarakat yang berdomisili 
dilingkungan administrasi atau hukum desa. Struktur kepemimpinan gompang 
sampai saat ini masih berlaku. 
Kesatuan beberapa gompang disebut mukim, yang dikepalai seorang imeum 
mukim dibantu seorang kadhi. Para imeum ini seungguhnya adalah pembesar adat 
tanpa sifat keagamaan. Ada diantara mereka yang telah mencapai kedudukan mandiri 
sederajat dengan uleebalang (Snouck Hurgronje, 2985: 96). Dalam struktur 
masyarakat Aceh, mukim merupakan suatu pemimpim yang dapat menjaga dan 
mengayomi masyarakat terutama tempat berkonsultasi. Selain itu mukim merupakan 
bawahan dari uleebalang  
Nangroe yang disebut juga sebagai daerah uleebalang terdiri dari tiga mukim 
atau lebih. Uleebalang diangkat oleh sultan yang mempunyai hak otonomi untuk 
mengurus daerah-daerahnya sendiri dalam hal tertentu, asal tidak bertentangan 
dengan undang-undang Nangroe Aceh Darusalam. Uleebalang merupakan pembantu 
sultan dalam mengurus kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sultan.  
Kesatuan beberapa nangroe disebut sagou yang dipimpin oleh seorang 
panglima sagou. Wewenang panglima sagou terbatas pada kepentingan bersama 
beberapa orang uleebaalang. Peranan panglima sagou tidaklah otonom seperti 
uleebalang, akan tetapi panglima sagou mempunyai peranan memberikan masukan 
kepada para uleebalang yang tergabung dalam sagou. Terakhir adalah kerajaan, yaitu 
sistem kenegaraan yang mempunyai undang-undang dan batas-batas wilayah. 
Kerajaan Aceh merupakan kerajan yang sangat berpengaruh di wilayah Asia 
tenggara pada abad 14 sampai abad 18. Kerajaan Aceh adalah kerajaan yang 
berdasarkan pada Kanun Al-Asyi, yang bersumber dari hukum-hukum islam.  
 Menurut Snouck Hurgronje, kelompok elit masyarakat Aceh dibagi dalam 
tiga kelompok 
a. Ulama, fungsi ulama menjaga kelestarian agama islam. Fungsi ulama ini 
mencengkeram kuat dalam struktur masyarakat Aceh. Posisi terendah teungku 
meunasah sampai posisi tertinggi mufti sultan, dikuasai sepenuhnya oleh ulama.  
b. Uleebalang, kerajaan Aceh dibangun atas keruntuhan kerajaan lain, islam atau 
non islam. Peureulak, pasai, pidie, tamyang dan lainnya satu persatu berhasil 
ditundukan oleh sultan Iskandar Muda. Kerajaan yang berhasil dikuaasai 
eksistensinya tetap diakui, tetapi status penguasanya diturunkan menjadi 
uleebalang kesultanan Aceh. Menurut tradisi yang belaku rakyat dan territorial 
dikuasai oleh uleebalang masing-masing. 
c. Sultan, sultan Aceh dipilih oleh seorang dewan, berdasar atas bobot pribadinya. 
Tetapi keturunan laki-lakinya panglima Polem sagou XXII mukim mempunyai 
hak veto terhadap pengangkatan sultan Aceh yang baru. (Teungku Panglima 
Polem, 1987: 9) 
 Diakhir abad ke-15 M hubungan antara kerajaan, penguasa daerah dan kaum 
cerdik pandai, terutama para ulama sangat harmonis. Masing-masing menjalankan 
kewajiban dan tanggung jawabnya. Tidak hanya dikalangan atas saja keharmonisan 
ini terjalin, tetapi berlaku diseluruh jajaran kerajaan sampai ke daerah-daerah 
taklukannya. Para ulama mendapatkan kedudukan terhormat dalam masyarakat, baik 
sebagai penasehat maupun sebagai pemimpin lembaga pendidikan dan peradilan. 
 Keharmonisan pembagian kekuasaan ini tercermin dalam ungkapan yang 
tumbuh di masyarakat Aceh yaitu Adat bak po teumeureuhom, hukom bak syiah 
kuala, meujelib kanun bak putro phang, resam bak bentara yang artinya bahwa adat 
dalam wewenang uleebalang, hukum agama berada dalam wewenang ulama, 
sedangkan sopan santun dan tata tertib dalam perkawinan diserahkan kepada wanita. 
Mengenai adat yang berbeda-beda diserahkan kepada pimpinan kaum masing-masing 
(TGK. AK. Jakobi, 1998: 302) 
 Masuknya imperialis Belanda ke Aceh mengacaukan kehidupan dan struktur 
masyarakat yang sudah tumbuh ideal. Umtuk mengukuhkan kekuasaannya, Belanda 
mengacaukan keharmonisan hubungan antara ulama dan uleebalang. menyerahnya 
 sultan pada tahun 1903 kepada Belanda yang diikuti dengan dihapuskanya 
kesultanan yang berarti jabatan sultan tidak ada lagi di Aceh telah mengganggu 
perimbangan kekuasaan dan struktur sosial di Aceh. Disamping itu Belanda telah 
berhasil menerapkan politik pecah belah dengan jalan merangkul uleebalang 
kepihaknya. Kekuasaan uleebalang menjadi lebih besar dan dalam struktur 
pemerintahan sering membuat pihak ulama sering dirugikan bila muncul perbedaan 
pendapat. Bahkan pernah terjadi ada ulama yang terpaksa minta perlindungan 
uleebalang lain karena timbul pertentangan diantara mereka yang tidak mungkin 
didamaikan lagi. Benih perpecahan ini semakin tumbuh subur pada masa 
pendudukan Jepang, karena Jepang menggunakan cara yang sama dengan yang 
diterapkan Belanda, namun dengan merangkul ulama ke pihaknya. Rivalitas ini 
justru meledak ketika kemerdekaan Indonesia telah diproklamirkan.  
 
b) Kedudukan Uleebalang  
 Uleebalang adalah gelar penguasa daerah yang dapat dikategorikan sebagai 
golongan bangsawan dalam masyarakat Aceh. Golongan ini sudah ada sejak jaman 
kesultanan Aceh. Uleebalang memiliki peranan sebagai kepala negeri atau nangroe 
yang luasnya berbeda-beda. Wilayah kenegrian uleebalang tidak mempunyai nama 
khusus dan jabatan uleebalang diperoleh berdasarkan keturunan, sehingga seorang 
uleebalang dapat menjadi uleebalang tanpa surat pengankatan dari sultan. Walaupun 
demikian, setiap akan menduduki jabatanya seorang uleebalang memerlukan 
pengesahan dari sultan yang dinyatakan dalam bentuk surat pengesahan yang disebut 
sarakata, sebab legitimasi sultan ini akan lebih memperkuat kedudukan mereka 
dalam masyarakat (Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1991: 33) 
 Seorang uleebalang juga berperan sebagai panglima tentara dan sebagai 
hakim didaerahnya, bahkan kadang-kadang juga berperan sebagai pengusaha atau 
pedagang kaya. Sebagai kepala negeri, uleebalang juga sering disebut sebagai raja 
daerah. Uleebalang sadalah pembantu atau wakil sultan dalam suatu daerah yang 
otonom karena keabsahan kedudukan uleebalang dikukuhkan melelui surat 
pengesahan dari sultan. Kedudukan uleebalang menjadi besar karena diangkat oleh 
sultan, sehingga mereka diterima baik oleh rakyat. Akan tetapi pada kenyataannya 
 uleebalang adalah orang kaya yang menggunakan kekayaannya untuk mendapatkan 
kekuasaan kemudian kekuasaannya itu tidak digunakan untuk kepentingan rakyat. 
Hubungan antara uleebalang dengan rakyat merupakan hubungan yang rapuh, 
uleebalang tidak pernah memimpin dan memperhatikan kepentingan rakyatnya, 
mereka sibuk dengan urusan dagang semata-mata. Hubungan mereka terjadi antara 
penyedia modal dan peminjam, antara pemilik tanah dan penyewa atau petani 
penggarap, antara pembeli dan penjual. 
 Rakyat memandang uleebalang sebagai tokoh yang menakutkan bukan 
sebagai tokoh yang mengayomi dalam masyarakat, rakyat menerima mereka karena 
mereka adalah kepala adat. Kalau rakyat menghormati mereka karena ketakutan 
bukan karena mereka dicintai dan dikagumi. (M Nur El Ibrahimy, 2001: 92). 
Kekuasaan uleebalang yang besar menyebabkan benyak urusan pemerintahan  dalam 
bidang-bidang tertentu yang diserahkan sepenuhnya kepada uleebalang, sehingga 
nangro dengan kepalanya uleebalang sudah merupakan daerah yang otonom. Sering 
pula uleeebalang bertindak sebagai  penguasa daerah yang merdeka sehingga 
kekuasaan sultan tinggal formalitas saja. Sultan Aceh tidak bisa mengontrol semua 
ulebalang-uleebalang yang telah menjadi pejabatnya, dengan lemahnya kedudukan 
sultan, ikatan antara sultan dengan uleebalang menjadi kendor. Mereka mulai 
berdagang dengan luar negeri melalui pelabuhan yang ada didaerahnya masing-
masung dengan tidak mau mengindahkan peraturan pemerintah sultan bahwa 
perdagangan luar negeri adalah monopoli pemerintah di Kutaraja. Bea cukai dari 
perniagaan luar negeri semua masuk kantong uleebalang. Saudagar-saudagar yang 
terlibat perdagangan tidak mau menyetor bea cukai kepada sultan, tetapi mereka 
menyetor kepada uleebalang. Terjadilah perselisihan antara uleebalang dengan 
sultan, dan pada perang antara rakyat Aceh melawan Belanda, uleebalang 
bekerjasama dengan Belanda dan mulai saat itu menjadi musuh sultan dan ulama (M 
Nur El Ibrahimy, 2001: 85) 
 
c) Runtuhnya Kekuasaan Uleebalang 
Kepemimpinan ulama dalam memobilisasi kekuatan anti Cumbok telah 
menjadi sebuah kekuatan besar yang berhasil menghancurkan kekuasaan uleebalang 
 di seluruh Aceh. Setelah perang Cumbok berakhir, kedudukan uleebalang di Aceh 
semakin merosot. Kedudukanya sebagai kepala adat, kepala pemerintahan yang 
dipegangnya selama berpuh-puluh tahun, bahkan berabad-abad lamanya kini beralih 
ke kaum ulama yang menang perang. Gerakan pembersihan terhadap unsur-unsur 
uleebalang tidak terhenti sampai diwilayah Piddie saja, melainkan meluas sampai 
keseluruh wilayah Aceh. Kelompok penentang uleebalang melakukan semacam 
kudeta terhadap pemerintahan sipil dan militer karesidenan Aceh. Teungku Amir 
Husin Al Mujahid telah menggerakan para pengikutnya untuk menangkap semua 
uleebalang, termasuk mereka yang duduk dalam pemerintahan maupun ketentaraan. 
Teuku Pidie yang menjadi asisten residen Aceh timur dan Teuku Alibasyah wedana 
Langsa ditangkap yang kemudian di bunuh kelompok PUSA dengan tuduhan 
mendukung Cumbok (Muhammad Iskandar, dkk, 2000:105) 
Pada tanggal 14 Februari 1946, Teuku Panglima Polim mengadakan rapat 
dengan uleebalang XXII Mukim di Lam Sie. Dalam rapat tersebut dicetuskan sebuah 
resolusi yang berisi 
a. Bahwa hal turun temurun yang menjadi kebiasaan sejak berabad-abad bagi 
uleebalang untuk memerintah negeri pada dewasa ini sudah tidak cocok lagi 
dengan keadaan masa. 
b. Bahwa kami ulebalang adalah warga Negara Republik Indonesia dan menghormati 
kedaulatan rakyat. 
c. Bahwa untuk menciptakan suasana pemerintahan dengan sempurna kami 
memutuskan: 
1). Memohon kepada pemerintah supaya rakyat dalam XXII Mukim diberi hak 
menentukan kepala dan kepala-kepala ke bawahnya. 
2). Hendaknya sekalian uleebalang (termasuk panglima sagi) yang sekarang, 
didijinkan pemerintah untuk meletakan jabatannya masing-masing supaya 
memberi peluang kepada rakyat untuk memilih kepalanya 
3) Menyampaikan resolusi ini kepada Sri Paduka Yang Mulia Tuan Presiden 
Republik Indonesia, yang Mulia Paduka Tuan Besar Gubernur Sumatera, 
Yang Mulia Paduka Tuan Besar Residen Aceh, dan menyiarkan kepada 
 segenap rakyat Indonesia dengan perantara surat kabar (Teungku Panglima 
Polim, 1987: 50-51)  
Banyak uleebalang-uleebalang turun sendiri dari jabatanya, ada pula yang 
diturunkan dalam gerakan pembersihan yang dilakukan oleh Tentara Perjuangan 
Rakyat (TPR) pada bulan Maret 1946 di bawah pimpinan Husin Al Mujahid. Dengan 
berakhirnya revolusi sosial di Aceh berarti sistem pemerintahan feodal yang telah 
berurat berakar dalam masyarakat Aceh yang menjadi tulang punggung 
pemerintahan Hindia Belanda di tanah Aceh. Di atas reruntuhan sistem feodal kini 
didirikan sistem demokrasi oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat yang sekarang 
dinikmati oleh seluruh masyarakat dari masyarakat dari berbagai golongan dan 
lapisan (M Nur El Ibrahimy, 2001: 132) 
Pada setiap afdeeling (kabupaten), sekarang para ulama yang condong ke 
PUSA yang menduduki jabatan terpenting, dengan pegawai-pegawai non Aceh dan 
pemuda nasionalis yang bisa bekerjasama dengan mereka. Pemerintah daerah yang 
baru mendirikan sebuah komisi untuk menyelidiki harta kekayaan kaum uleebalang 
yang mati terbunh sebagai penghianat, terutama di Pidie. Sekitar 100 juta rupiah 
diperkirakan telah jatuh ketangan para penakluknya, dan sebagian lagi masih berada 
ditangan mereka sebagai imbalan atas jasa-jasanya atau sebagai ganti rugi atas 
kerugian yang mereka alami dalam kekuasaan uleebalang dulunya. Tetapi sebagian 
besar telah diserahkan kepada pemerintah yang menjadi salah satu sumber kekayaan 
untuk membayar gaji pegawai dan tentara. Tanah-tanah luas yang dulunya dimiliki 
uleebalang banyak yang kembalikan kepada para petani yang dulu tahannya 
dirampas penguasanya. Sebagian tetap diurus pemerintah, dan sebagian lagi 
dikembalikan kepada keluarga-keluarga uleebalang yang masih hidup. 
Penangkapan-penangkapan itu juga membuka kesempatan untuk mengadakan 
perubahan ditingkat desa. Landschap-landschap yang tadinya diperintah oleh 
uleebalang atas dasar sistem absolut monarki tipe kecil di bawah lingkungan 
Belanda, dirombak menjadi kecamatan-kecamatan yang diperintah oleh camat atas 
dasar sistem demokrasi yang bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945.    
Setiap uleebalang telah diganti oleh satu panitia yang terdiri lima orang, yang 
bekerja selama masa peralihan untuk beberapa bulan, sebelum dapat dipilih kepala-
 kepala kampung pada tiap desa. Banyak keuchik-keuchik yang tidak disenangi yang 
diganti, terutama di Pidie dan pantai utara. Ulama dan guru agama menjadi tempat 
bertanya penduduk kampung untuk mendapatkan tuntunan dan petunjuk selama 
periode baru yang luar biasa ini. Akibat langsung dari peristiwa ini adalah suatu 
penyegaran dan pendemokrasian masyarakat Aceh, segala sesuatu yang menjadi duri 
di mata rakyat Aceh semasa pemerintahan uleebalang di kampung-kampung, 
dihapuskan. Pertanian, perkebunan, peternakan diusahakan sendiri oleh rakyat 
(Anthony Reid, 1987: 346-347). 
Lahirnya bentuk birokrasi baru tersebut, telah mengubah ukuran kekuasaan 
dan status seorang pemimpin. Kepemimpinan masyarakat Aceh yang sebelumnya 
terpusat pada uleebalang. Pemimpin-pemimpin yang ada dibawahnya seperti Teuku 
imeum, kepala mukim dan keuchik menggunakan kekuasaan uleebalang dalam 
rangka melaksanakan pengaruhnya dalam masyarakat. Proses kepemimpinan   
berlangsung berdasarkan sistem kekerabatan dan keturunan khususnya untuk 
uleebalang dan teuku imeum yang ditunjuk dari golongan bangsawan seketurunan. 
Sedangkan keuchik sendiri dipilih oleh uleebalang. Namun tidak dapat dihindari 
pengaruh konflik antara ulama terutama ulama PUSA dengan uleebalang  telah 
menyebabkan terjadinya pergantian kepemimpinan formal dari golongan bangsawan 
kepada golongan ulama. Adanya peristiwa pembantaian dalam konflik tersebut telah 
mengubah status keluarga uleebalang tidak lebih dan tidak kurang sebagai salah satu 
dari berbagai kelompok sosial yang ada dalam masyarakat, berbeda dengan status 
mereka sebelumnya sebagai orang utama dan bangsawan (Alfian, 1972: 87) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Besarnya kekuasaan uleebalang didaerah kekuasaannya mengakibatkan 
mereka menguasai berbagai bidang-bidang kehidupan yang dapat 
meningkatkan penghasilan para uleebalang. Suatu aspek buruk daripada 
kekayaan yang dimiliki uleebalang adalah timbulnya perbuatan-perbuatan 
maksiat seperti: menyabung ayam, berjudi, dan menghisap madat. Melihat 
kemungkaran makin hari makin berkembang, ulama tidak dapat berpangku 
tangan, ulama mulai melancarkan dakwah untuk memerangi perbuatan 
maksiat dan menyeru umat untuk kembali ke jalan Allah, termasuk terhadap 
uleebalang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar dan 
penindasan terhadap rakyat serta memperbaiki lembaga-lembaga 
pemerintahan yang sudah bobrok. Gerakan dakwah ulama ini mendapat 
dukungan dari rakyat, sehingga golongan ulama makin disukai rakyat sebab 
ulama berusaha memberantas penyalah gunaan kekuasaan uleebalang dalam 
hal urusan hidup, mati, perkawinan dan pengadilan rakyat mereka. Terhadap 
dakwah ulama ini pihak uleebalang rupanya salah terima dan menganggap 
ulama akan membahayakan kedudukan mereka. uleebalang menganggap 
ulama berbahaya bagi kedudukan dan sumber pendapatan mereka, dan 
hendak merubuhkan kedudukan uleebalang serta merebut kekuaasaan dari 
tangan mereka. Disinilah letak pokok pangkal pertentangan antar kedua 
golongan ini. Faktor lain yang melatar belakangi konflik antara ulama dan 
uleebalang adalah Berpihaknya sebagian uleebalang kepada Belanda melalui 
perjanjian korte verklaring yang berisi pengakuan kedaulatan Belanda atas 
Aceh telah menempatkan uleebalang sebagai penghianat perjuangan bengsa.. 
Keberhasilan politik adu domba yang dijalankan oleh Belanda selama 
berkuasa di Aceh telah membuahkan bibit-bibit permusuhan antara ulama 
 dan uleebalang, sehinggaa kedua golongaan ini selalu diliputi rasa 
permusuhan dan konflik yang berkepanjangan. 
2. Konflik antara ulama dengan uleebalang semakin meningkat begitu Jepang 
berkuasa.  Berdirinya PUSA pada tahun 1939 telah menimbulkan reaksi yang 
keras dari sebagian uleebalang terutama pada akhir pendudukan Jepang di 
Indonesia Golongan ulama yang terpolarisasi dalam PUSA semakin 
mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Jepang. Keadaan tersebut 
dipandang semakin membahayakan kedudukan uleebalang, Sehingga ada 
upaya-upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kepentingan 
kelompok uleebalang, kemudian uleebalang membentuk barisan-barisan 
kekuatan, Insiden-insiden kecil terjadi untuk menunjukkan kekuatan dan 
melemahkan kekuatan lawan. Akhirnya ketegangan ini mencapai puncaknya 
untuk pertama kali dalam bentrok senjata pada tanggal 4 Desember 1945 di 
Sigli antara kedua golongan tersebut. Pada klimaksnya konflik 
berkepanjangan antara dua golongan ini menjadi bentuk perang terbuka yang 
dikenal dengan perang cumbok. 
3. Kepemimpinan ulama dalam memobilisasi kekuatan anti Cumbok telah 
menjadi sebuah kekuatan besar telah berhasil menghancurkan kekuasaan 
uleebalang di seluruh Aceh. Setelah perang Cumbok berakhir, kedudukan 
uleebalang di Aceh semakin merosot. Kedudukannya sebagai kepala adat, 
kepala pemerintahan yang dipegangnya selama berpuluh-puluh tahun, bahkan 
berabad-abad lamanya kini beralih kepada kaum ulama. 
 
A. Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dikemukan 
implikasi semakin secara metodologis, teoritis dan praktis. 
 
1. Implikasi metodologis 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode historis yang bertujuan 
untuk mengungkap kembali dan merekonstruksi fakta-fakta masa lampau menjadi 
suatu cerita sejarah melalui pemilihan prosedur sejarah yang sistematis dengan 
 menggunakan tahap-tahap tertentu. Di dalam tehnik pengumpulan data peneliti 
mengalami kesulitan dalam mencari sumber-sumber primer karena keterbatasan 
waktu, tenaga dan biaya mengingat lokasi pencarian sumber data yang cukup jauh, 
sehingga peneliti mengambil inisiatif untuk meminta bantuan teman yang tempat 
tinggalnya dekat dengan lokasi tersebut. Hal ini mengakibatkan sumber primer yang 
dibutuhkan tidak bisa diperoleh secara lengkap. 
 
2. Implikasi Teoritis 
Konflik antara ulama dengan uleebalang di Aceh merupakan salah satu gejala 
sosial yang ada dalam masyarakat, sebab konflik merupakan bagian yang tidak dapat 
terpisahkan karena konflik adalah produk dari hubungan sosial. Masyatrakat sendiri 
terdiri dari berbagai hubungan sosial, sehingga selalu saja akan terjadi konflik antar 
warga masyarakat yang terlibat dalam hubungan sosial tersebut. Konflik ada yang 
tidak berkembang luas karena dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat 
dalam konflik secara damai, namun dapat juga berkembang menja\adi konflik 
terbuka atau perang karena tidak bisa diambil kesepakatan antara kedua belah pihak. 
 Konflik antara ulama uleebalang di Aceh ini tidak dapat diselesaikan secara 
damai, sehingga berkembang menjadi konflik terbuka dalam perang saudara yang 
berhasil meruntuhkan kekuasaan seluruh uleeebalang di Aceh melalui sebuah 
revolusi sosial dimana dilakukan pembersihan besar-besaran terhadap uleebalang 
dan keluarganya. Konflik antara ulama dengan uleebalang  ini menimbulkan dampak 
yang besar bagi masyarakat Aceh yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial 
yaitu terjadinya perubahan pada lembaga masyarakatnya terutama mengenai 
kedudukan uleebalang. Setelah terjadinya revolusi sosial di Aceh, lembaga 
keuleebalangan dihapuskan.  
 
3.  Implikasi Praktis 
Konflik antara ulama dengan uleebalang ini tidak hanya memberikan dampak 
pada kedua belah pihak saja, namun juga bedampak pada masyarakat Aceh secara 
luas. Massa yang tidak terkendali melakukan penangkapan bahkan pembunuhan 
terhadap uleebalang dan para pengikutnya, sehingga konflik ini mengakibatkan 
 terjadinya perubahan sistem kepemimpinan formal di Aceh yang semula dipegang 
oleh uleebalang beralih kepada ulama. Konflik ini berhasil menumbangkan 
kekuasaan uleebalang yang telah berabad-abad lamanya menjadi penguasa daerah di 
Aceh. 
Implikasi praktis hasil penelitian terhadap pendidikan adalah mengenai 
kepemimpinan ulama sebagai tokoh kharismatik dalam masyarakat. Ulama bukan 
hanya sebagai orang yang ahli dalam bidang agama saja namun juga mampu 
memberikan kontribusi nyata terhadap permasalahan bangsa indonesia termasuk 
kontribusinya dalam bidang politik, sehingga ulama muncul sebagai tokoh yang 
dinamis yang peka terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa ini. 
 
C. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada pihak-
pihak yang terkait dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Bagi mahasiswa lain yang ingin mengadakan penelitiaan lebih lanjut tentang 
konflik-konflik yang terjadi di Aceh, supaya menggali sumber-sumber primer 
yang lebih banyak dan memanfaatkanya secara optimal, disamping sumber 
primer yang telah ditemukan oleh penulis, mengingat masih banyak sumber 
primer yang belum berhasil didapatkan oleh penulis.  
2. Bagi ulama sebagai figur yang menjadi panutan masyarakat harus mampu 
mengembangkan diri, tidak terperangkap pada sikap primordial yang sempit, 
sehingga lebih mampu mengayomi masyarakat yang taat dan berwawasan  
kebangsaan, dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia. 
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